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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu
wata’ala Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan inayahNya; shalawat dan
salam semoga tercurah atas Rasulullah, keluarga dan sahabatnya serta pengikut-
pengikutnya hingga hari kiamat.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaian Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintah merupakan pelaksanaan dari
amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya
pada Pasal 69 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,
dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” serta Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

Amanat dari kedua peraturan tersebut di atas menyatakan Laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan “progress report” pelaksanaan tugas atau laporan
pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. LPPD Tahun 2018 merupakan bentuk
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
secara yuridis formal telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018. Disamping itu dengan adanya laporan ini
diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian
kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan berbagai
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi
materi yang disajikan. Untuk itu berbagai kritik saran yang ada sebagai masukan bagi
pemerintah daerah untuk lebih menyempurnakan laporan ini pada khususnya dan pada
akhirnya bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati kami mohon semua pihak dapat
memberikan kritik, saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan
atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun
mendatang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tenggarong, Maret 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
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PENDAHULUAN

mulai menjadi daerah Swapraja sebagai bagian dari Kerajaan Hindia Belanda. Sementara
pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 daerah Swapraja Kutai Kertanegara mendapat
pengaturan tersendiri dan mempunyai kedudukan istimewa.

Literatur sejarah menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 1863 Kerajaan Kutai Kertanegara

Pada tahun 1945 berhasil diduduki kembali oleh Belanda dan pada tahun 1947 Kalimantan
Timur dibentuk menjadi Federasi dengan status Satuan Kertanegaraan yang berdiri sendiri dan
terdiri atas daerah-daerah Kesultanan Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir
dengan sebutan Swapraja. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 masuk dalam wilayah
Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pada tanggal 10 April 1950 Federasi Kalimantan Timur
masuk dalam Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta).

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1953 berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun
1953 maka daerah Swapraja Kutai Kertanegara diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang
merupakan daerah otonom atau daerah istimewa tingkat Kabupaten. Sementara pada tahun
1959 status daerah istimewa tersebut dihapus melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 1959
dan dibagi menjadi Daerah Swatantra yang meliputi : Kotapraja Balikpapan, Kotapraja
Samarinda dan Daerah Tingkat Il Kutai.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 tentang Perubahan Nama
Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 23 Maret 2002.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.
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B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26'28" Bujur Timur sampai
dengan 117°36'43" Bujur Timur dan 1°28'21" Lintang Utara sampai dengan 1°08'06" Lintang
Selatan. Berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu
kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.

Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 27.263,10 km? dan luas perairan yaitu + 4.097
km?. Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan dan
237 desa/kelurahan yang terdiri dari 44 kelurahan, 185 desa definitif dan 8 desa persiapan.
Berikut ini ditampilkan tabel pembagian luas wilayah per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan
dan gambar peta Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 1.1
Luas wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa / Kelurahan di Kab. Kutai Kartanegara

1. Samboja 1045,9 3,51 23
2. Muara Jawa 754,5 2,53 8
3. Sanga-sanga 233,4 0,78 5
4. Loa Janan 644,2 2,16 8
5. Loa Kulu 1405,7 4,71 15
6. Muara Muntai 928,6 3,11 13
7. Muara Wis 1108,2 3,71 7
8. Kota Bangun 1143,7 3,83 21
0. Tenggarong 3981 1,33 14
10. | Sebulu 859,5 2,88 14
11. | Tenggarong Seberang 437,0 1,46 18
12. | Anggana 1798,8 6,03 8
13. | Muara Badak 939,1 3,15 13
14. | Marang Kayu 1165,7 3,91 11
15. | Muara Kaman 3410,1 11,43 20
16. | Kenohan 1302,2 4,36 9
17. | Kembang Janggut 19239 6,45 11
18. | Tabang 7764,5 34,64 19
Kabupaten Kutai Kartanegara | 27.263,10 | 100,00 237

Batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara administrasi adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar.

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Di antara 18 kecamatan di Kabupatern Kutai Kartanegara, kecamatan Tabang dan Muara Kaman
memiliki wilayah yang paling luas, masing-masing 34,64 persen dan 11,43 persen dari luas
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan yang wilayah paling kecil adalah kecamatan Sanga-
sanga dan Tenggarong masing-masing 0,78 persen dan 1,33 persen dari luas wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018
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Gambar : Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
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Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari fisiografinya dapat dikelompokkan kedalam 9
satuan fisiografi yaitu daerah wara pasang surut (tidal swamp), daerah dataran alluvial (alluvial
plain), daerah jalur kelokan sungai (meander belt), daerah rawa (swamp), daerah lembah alluvial
(alluvial valley), daerah teras (terrain), daerah dataran (plain), daerah perbukitan (hill) dan daerah
pegunungan (mountain).

Jenis tanah yang terdapat didaerah ini digolongkan kedalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-
jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA
tergolong ke dalam jenis tanah : Ultisol Entisol Histosol, Incepticol dan Malliso/ atau bila
menurut lembaga penelitian di Bogor terdiri dari jenis tanah : Podsolik, Andosol Renzina dan
Alluvial.

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit
dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan
ketinggian antara 7-25 m dpl terdapat dibeberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan
sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam. Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan
menjadi 6 kelas wilayah ketinggian.

Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan
tropika dengan suhu udara rata-rata 26° C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan
suhu tertinggi mencapai 5° — 7° C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000
mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu
dari 0 — 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah
pedalaman atau kearah barat.

C. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Berdasarkan data daftar agregat kependudukan Kabupaten semester Il 2018 penduduk Kutai
Kartanegara tahun 2018 adalah 677.755 jiwa yang terdiri atas 352.226 laki-laki dan 325.529
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perempuan. Hampir sepanjang tahun, jumlah penduduk di Kutai Kartanegara selalu mengalami
peningkatan.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2018*

1 | MUARA MUNTAI 8.912 8.339 17.251
2 | LOAKULU 25.983 23.923 49.906
3 | LOAJANAN 33.104 30.527 63.631
4 | ANGGANA 15.364 14.247 29.611
5 | MUARA BADAK 22.342 20.787 43.129
6 | TENGGARONG 52.376 49.935 102.311
7 | SEBULU 20.338 18.446 38.784
8 | KOTA BANGUN 17.646 16.404 34.050
9 | KENOHAN 5.488 4.990 10.478
10 | KEMBANG JANGGUT 11.544 10.466 22.010
11 | MUARA KAMAN 19.904 17.801 37.705
12 | TABANG 5.551 5.029 10.580
13 | SAMBOJA 31.899 28.976 60.875
14 | MUARA JAWA 20.356 18.664 39.020
15 | SANGA-SANGA 9.986 9.504 19.490
16 | TENGGARONG SEBERANG 34.004 31.553 65.557
17 | MARANG KAYU 12.982 11.928 24.910
18 | MUARA WIS 4.447 4.010 8.457

TOTAL 352.226 325.529 677.755

Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara

Pada tahun 2018 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten
Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (15,10%). Selanjutnya berada di Kecamatan Loa
Janan (9,39%), Kecamatan Tengarong Seberang (9,67%) dan di Kecamatan Samboja (8,98%).
Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya. Pola persebaran ini dari beberapa tahun
tidak banyak berubah. Sedangkan Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil
adalah Muara Wis sebesar 1,25% .

Dari hasil tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kutai Kartanegara masih
bertumpu di Kecamatan Tenggarong yakni sebesar 15,34 persen. Hal ini dikarenakan Kecamatan
Tenggarong merupakan ibu kota kabupaten yang tentunya menjadi pusat pemerintahan dan
perekonomian, sehingga penduduk lebih cenderung untuk bertempat tinggal di kecamatan
tersebut.

D. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dan memiliki potensi
sumber daya alam yang beragam. Beragamnya sumber daya alam yang tersedia sangat
menjanjikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu dengan
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mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki diharapkan dapat menjadi peluang investasi
bagi Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Lapangan usaha Pertanian

Potensi sumber daya pertanian di Kabupaten Kartanegara cukup beranekaragam terdiri
dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dll. Kabupaten Kutai
Kartanegara terus menggalakan gerakan tanam jagung dengan memperluas lahan
tanaman jagung diwilayahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah mencanangkan
program revolusi jagung yang merupakan integrasi seluruh sumber daya berbasis pada
komoditas jagung yang dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kegiatan revolusi
jagung di Kutai Kartanegara diawali dari Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak.
Kedepan Muara Badak diharapkan menjadi kawasan sentra jagung. Dimana telah
dikembangkan lahan untuk tanam jagung adalah sebesar 3.694 Ha. Akhir 2018, jagung
yang tertanam hampir mencapai 700 Ha di Kutai Kartanegara. Selain Muara Badak,
revolusi jagung juga dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar 200 Ha,
Samboja sebesar 500 Ha dan Marangkayu sebesar 200Ha.

Sementara jenis buah-buahan juga telah dibudidayakan baik secara tradisional maupun
dengan teknologi terbatas, misalnya nanas, buah naga, pisang, rambutan, dan lain-lain.
Selanjutnya di sub katagori perkebunan, komoditas kelapa sawit dikembangkan dengan
pola usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan
swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 18 kecamatan. Komoditas kelapa
sawit menjadi primadona sebagai komoditas ekspor dalam bentuk CPO maupun CPKO
sebagai bahan baku minyak goreng dll. Komoditas Kakao dan karet juga menjadi
komoditas ekspor unggulan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun kebanyakan
komoditas ini masih dikelola secara tradisional.

Jenis-jenis ternak yang menjadi komoditas unggulan antara lain sapi potong, kambing,
ayam ras pedaging dan petelur, serta kerbau kalang. Potensi peternakan di Kabupaten
Kutai Kartanegara sangat tinggi. Mengingat sampai saat ini untuk pemenuhan daging
ternak maupun unggas bagi masyarakat Kalimantan Timur masih didatangkan dari luar
daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Bali, sehingga potensi
peternakan sangat menjanjikan dikembangkan di Kukar. Sementara pada subkatagori
perikanan, komoditas andalan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi dan sudah
dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat Kutai Kartanegara antara lain udang
windu, kepiting, ikan patin, ikan betutu, serta berbagai macam jenis ikan tawar lainnya.

2. Kategori Industri Pengolahan
Kegiatan industri pengolahan di Kutai Kartanegara berkembang sangat pesat, hal ini
ditandai dengan bermunculannya industri besar di wilayah ini. Industri makanan
minuman, industri galangan kapal, industri perkayuan, Industri CPO juga mulai marak
seiring dengan meningkatnya produksi kelapa sawit di wilayah ini.

3. Kategori Pertambangan
Kabupaten Kutai Kartanegara sangat kaya dengan sumber daya alam, khususnya minyak
mentah, gas alam serta batubara. Katagori Pertambangan merupakan katagori yang
menjadi penggerak perekonomian di kabupaten ini. Namun hal ini perlu perhatian
khusus dalam menjaga kestabilan perekonomian dalam jangka panjang, karena sumber
daya pertambangan merupakan sumber daya yang dapat habis, jika tidak dikelola
dengan baik. Pengelolaan tambang perlu dilakukan dengan benar, yang
memperhitungkan eksistensi dan keseimbangan katagori ekonomi lainnya dan
kelestarian alam yang ada.
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4. Kategori Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara selain terkenal dengan daerah yang kaya dengan sumber
daya alam, juga memiliki beragam daya tarik wisata yang unik dan menarik baik itu daya
tarik wisata alam, budaya, maupun buatan. Jenis daya tarik wisata yang paling banyak
dimiliki Kutai Kartanegara adalah daya tarik wisata budaya. Kekayaan budaya Kutai
Kartanegara memang tidak terhingga nilainya. Selain sebagai tempat berdiri dan
berkembangnya kerajaan Hindu tertua di Indonesia, Kutai Kartanegara juga merupakan
tempat tinggal berbagai suku yang memiliki budaya yang unik.

Daya tarik wisata alam yang paling banyak dimiliki Kutai Kartanegara adalah air terjun,
sedangkan daya tarik wisata budaya yang paling banyak adalah benda-benda cagar
budaya yang terdapat pada museum-museum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi
daya tarik wisata budaya lainnya yang juga banyak dimiliki adalah kesenian-kesenian
tradisional maupun kontemporer yang memperkaya kebudayaan Kutai Kartanegara,
selain itu upacara-upacara adat, dan even-even lokal, maupun internasional.

Daya tarik wisata buatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak kalah
menariknya dengan daya tarik wisata alam dan budaya. Walaupun jumlahnya sangat
sedikit dibandingkan dua jenis daya tarik wisata lainnya, daya tarik wisata buatan di
Kabupaten Kutai Kartanegara sudah banyak diketahui oleh wisatawan nusantara,
khususnya yang berasal dari Kalimantan Timur dan daerah lain di Indonesia. Daya tarik
wisata buatan yang sudah banyak dikenal adalah Taman Rekreasi Pulau Kumala,
Jembatan Repo-Repo, Planetarium, Waduk Panji Sukarame, Taman Pedistrian Tepian
Mahakam dan Taman Wisata Ladaya.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (Tiga Tahun Terakhir)

Besaran PDRB Menurut Kategori Tahun 2018*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator untuk mengetahui kondisi
ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu baik yang dihitung atas dasar
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan
jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah
tertentu yang dikelompokkan dalam beberapa kategori dan sub kategori sebagaimana
yang tertuang dalam System Of National Accounts (SNA 2008). PDRB atas dasar harga
berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan
jumlah produksi dikalikan harga produsen yang berlaku pada setiap periode pencatatan.
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dikalikan harga produsen pada tahun dasar
(Tahun 2010).

Pada tahun 2018 harga batu bara acuan (HBA) kembali mengalami peningkatan
dibanding tahun sebelumnya. Pada Agustus 2018 saja, HBA tercatat pada level USD
107,83 per metrik ton, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 104,65
per metrik ton. Sehingga semakin memasuki pengujung tahun biasanya akan semakin
naik. Sebagai wilayah yang mengandalkan komoditas ekspor primer, kinerja
perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh komoditas migas
dan batubara. Keadaan tersebut secara langsung memberikan dampak terhadap
perekonomian pada tahun 2018. PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar harga
berlaku Pada tahun 2018 sebesar Rp 167,01 triliun, dan apabila komoditas Migas
dikeluarkan (PDRB Tanpa Migas) sebesar Rp 116,03 triliun. Selanjutnya perhitungan
PDRB atas dasar harga konstan 2010, dimana besaran PDRB Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan migas pada tahun 2018 sebesar Rp 120,49 triliun, adapun Tanpa
Migas PDRB sebesar Rp 77,90 triliun.
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Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Tiga Tahun
Terakhir 2016-2018** (Juta Rupiah)
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1 Pertanian, Kehutanan, dan 16.781.700,1 19.202.328,9 21.848.958,9
Perikanan
a. Pertanian, Peternakan, 10.890.078,6 12.792.687,6 14.519.529,1
Perburuan dan Jasa
Pertanian
b. Kehutanan dan Penebangan 1.930.084,6 1.879.626,3 2.275.674,7
Kayu
c. Perikanan 3.961.536,9 4.530.015,0 5.053.755,2
2 | Pertambangan dan Penggalian 82.395.699,9 97.052.499,1 110.567.417,4
a. Pertambangan Minyak, Gas 41.841.100,0 45.130.503,6 50.980.861,0
dan Panas Bumi
b. Pertambangan Batubara 37.048.267,5 47.914.851,9 54.988.508,5
dan Lignit
c. Pertambangan Bijih Logam 227.421,0 246.249,8 305.552,4
d. Pertambangan dan 3.278911,4 3.760.893,8 4.292.495,5
Penggalian Lainnya
3 | Industri Pengolahan 5.201.226,5 6.132.060,1 7.107.240,8
4 Pengadaan Listrik dan Gas 51.657,3 66.671,7 56.694,3
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan 42.020,8 47.135,6 53.084,1
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6 | Konstruksi 10.207.440,4 11.120.171,7 10.859.536,7
7 Perdagangan Besar dan Eceran; 4.676.949,5 5.282.409,4 5.882.319,4
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 1.302.853,6 1.424.549,0 1.555.878,9
9 | Penyediaan Akomodasi dan 350.871,1 408.119,4 442.521,7
Makan Minum
a. Penyediaan Akomodasi 57.805,4 63.625,1 65.663,3
b. Penyediaan Makan Minum 293.065,7 344.494,2 376.858,4
10 | Informasi dan Komunikasi 874.655,1 968.156,7 1.100.612,6
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 406.960,3 433.835,5 545.265,0
12 | Real Estate 708.038,3 790.614,1 905.905,8
13 | Jasa Perusahaan 42.065,9 45.666,5 52.139,0
14 | Administrasi Pemerintahan, 2.338.292,2 2.413.001,1 2.994.936,7
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15 | Jasa Pendidikan 1.436.503,8 1.711.725,0 1.832.989,4
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan 803.479,3 916.349,9 871.905,4
Sosial
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17 | Jasa lainnya 268.728,7 321.665,7 340.509,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 127.889.142,8 148.336.959,5 | 167.017.915,7
BRUTO
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 86.048.042,8 103.206.455,9 | 116.037.054,7
BRUTO TANPA MIGAS

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Catatan: ” angka revisi ” angka sementara

“angka sangat sementara

Besaran PDRB ADHB menurut kategori, pada tahun 2018 dimana kategori Pertambangan
dan Penggalian merupakan katagori yang memberi andil terbesar Rp 110,56 triliun,
dengan sumbangan sub kategori Minyak, Gas dan Panas Bumi sebesar Rp 50,98 triliun.
Selanjutnya kategori Pertanian sebesar Rp 21,84 triliun, Konstruksi sebesar 10,85 triliun,
Industri Pengolahan sebesar 7,10 triliun, Perdagangan besar dan eceran sebesar 5,88
triliun, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib sebesar 2,94
triliun serta Jasa Pendidikan sebesar 1,83 triliun, Transportasi dan Pergudangan sebesar
1,55 triliun. Sedangkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan katagori lainnya masih

di bawah Rp 1 triliun.

Tabel 1.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2016-2018** (Juta Rupiah)

A | Pertanian, Kehutanan, dan 10.935.702,6 11.539.660,2 12.298.452,3
Perikanan
a. Pertanian, Peternakan, 6.472.296,2 6.983.480,4 7.541.689,0
Perburuan dan Jasa
Pertanian
b. Kehutanan dan 1.427.387,8 1.312.130,6 1.332.421,8
Penebangan Kayu
c. Perikanan 3.036.018,5 3.244.049,2 3.424.341,5
B | Pertambangan dan Penggalian 86.259.982,7 86.272.313,5 86.917.060, 1
a. Pertambangan Minyak, 44.447.376,1 42.822.322,7 42.589.918,5
Gas dan Panas Bumi
b. Pertambangan Batubara 38.991.282,6 40.554.224,3 41.400.358,7
dan Lignit
c. Pertambangan Bijih Logam 167.339,1 157.905,8 156.448,7
Pertambangan dan 2.653.984,9 2.737.860,7 2.770.334,1
Penggalian Lainnya
C | Industri Pengolahan 3.755.514,4 3.914.894,1 4.081.926,0
D | Pengadaan Listrik dan Gas 50.445,9 57.296,9 56.116,9
E | Pengadaan Air, Pengelolaan 35.847,2 38.877,3 37.528,7
Sampabh, Limbah dan Daur
Ulang
F | Konstruksi 6.280.685,6 6.519.138,1 6.733.265,8
G | Perdagangan Besar dan Eceran; 3.459.209,7 3.657.007,5 3.669.549,2
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Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
H | Transportasi dan Pergudangan 967.151,3 1.027.750,5 1.053.042,0
I Penyediaan Akomodasi dan 239.407,5 268.665,0 271.902,3
Makan Minum
a. Penyediaan Akomodasi 38.784,9 39.858,2 41.031,2
b. Penyediaan Makan Minum 200.622,6 228.806,7 230.871,1
J Informasi dan Komunikasi 752,8874 820.843,0 913.377,1
K | Jasa Keuangan dan Asuransi 303.751,7 315.893,0 317.136,0
L Real Estate 533.226,7 539.475,1 548.942,3
M,N | Jasa Perusahaan 30.201,2 30.972,8 32.335,9
O | Administrasi Pemerintahan, 1.620.682,9 1.595.801,7 1.639.524,1
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P | Jasa Pendidikan 958.583,4 1.073.298,7 1.040.930,2
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan 617.4729 675.843,5 659.910,3
Sosial
RS, T | Jasa lainnya 201.870,7 222.977,2 221.668,0
U
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 117.070.579,5 118.663.242,4 | 120.495.451,0
BRUTO
PRODUK DOMESTIK REGIONAL 72.623.203,4 75.840.919,7 77.905.532,5
BRUTO TANPA MIGAS

C.

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara
Catatan:” angka revisi ” angka sementara  "’angka sangat sementara

Pertumbuhan Ekonomi Kutai Kartanegara Menurut Kategori Tahun 2018
Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan nilai
tambah atau pertambahan total nilai tambah (PDRB) dalam priode waktu tertentu,
misalkan satu tahun, satu semester atau satu triwulan. Perekonomian suatu wilayah
dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-
faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan
kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja
perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator
makro yang sering digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan di suatu wilayah.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara pada tahun 2018 mengalami
peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 yaitu menjadi sebesar.

Selanjutnya pada kategori lainnya, seperti pertanian, konstruksi industri pengolahan
masih mengalami pertumbuhan, hal ini terlihat dari meningkatnya produksi kelapa sawit
serta industri pengolahan kelapa sawit (CPO) cukup berperan dalam menopang laju
pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017
ini menunjukkan trend negatif. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dengan migas
sebesar negatif 4,16 persen, sementara PDRB Tanpa Migas sebesar negatif 3,17 persen,
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dan apabila migas dan batu bara dikeluarkan dari perhitungan maka pertumbuhan

ekonomi menjadi positif sebesar 2,16 persen.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kab. Kutai Kartanegara

Tabel 1.5
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Laju Pertumbuhan -7.08 -1.71 2.16 1,54
Ekonomi
Laju Pertumbuhan -9.97 -2.28 5.39 2,72
Ekonomi Tanpa Migas
Laju Pertumbuhan 4.76 2.01 4.16 3,45
Ekonomi Tanpa Migas
&Batubara
PDRB ADHB (juta rupiah) 127,897,432 | 127.889.142, | 148.336.959, | 167.017.915,7
8 5
PDRB ADHB Tanpa Migas 82,377,335 | 86.048.042,8 | 103.206.455, | 116.037.054,7
9
PDRB ADHB Tanpa Migas 44,651,191 | 48.999.775,3 | 55.291.604,0 | 61.048.546,3
&Batubara
Indeks Pembangunan 71.78 72.19 73.35
Manusia (IPM)
Gini Rasio 0.290 0.270 0.260
Indeks Wiliamson dengan 0.85 0.85 0.83
migas
Indeks Wiliamson tanpa 0.36 0.33 0.28
migas
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara
Ket :
Indeks williamson :
< 0.35 ketimpangan rendah
0.35 < x < 0.50 ketimpangan sedang
> 0.50 ketimpangan tinggi
d. Struktur Ekonomi
Beragamnya kegiatan perekonomian dapat memberikan warna pada struktur

perekonomian di suatu wilayah. Distribusi persentase PDRB secara Katagorial
menunjukkan peranan masing-masing Katagori dalam sumbangannya terhadap PDRB
secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu Katagori, semakin besar pula
pengaruh Katagori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Katagori pertambangan memiliki kontribusi sebesar 66,20 persen terhadap
perekonomian di Kutai Kartanegara. Dengan rincian Sub kategori migas sebesar 30,52
persen dan sub kategori batubara sebesar 32,92 persen. Pertambangan minyak dan gas
bumi merupakan penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian di Kutai
Kartanegara. Demikian pula, jika pertambangan minyak dan gas diabaikan,
pertambangan batubara yang menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian di
wilayah ini. Hal ini perlu diwaspadai dalam menjaga kestabilan pembangunan di Kutai
Kartanegara dalam jangka panjang. Sumber daya pertambangan merupakan sumber
daya yang dapat habis jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu pengelolaan tambang
juga perlu dilakukan dengan benar, yaitu dengan memperhitungkan eksistensi dan
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Tabel 1.6
Distribusi PDRB Dengan Migas Tahun 2016-2018** (%)
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keseimbangan pengembangan Katagori ekonomi lainnya serta kelestarian alam yang
ada.

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,12 12,95 13,08
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa 8,52 8,62 8,69
Pertanian
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1,51 1,27 1,36
3 Perikanan 3,10 3,05 3,03
B Pertambangan dan Penggalian 64,43 65,43 66,20
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 32,72 30,42 30,52
2 Pertambangan Batubara dan Lignit 28,97 32,30 32,92
3 Pertambangan Bijih Logam 0,18 0,17 0,18
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 2,56 2,54 2,57
C Industri Pengolahan 4,07 4,13 4,26
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0,03 0,03 0,03
Daur Ulang
F Konstruksi 7,98 7,50 6,50
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 3,66 3,56 3,52
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 1,02 0,96 0,93
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,27 0,28 0,26
1 Penyediaan Akomodasi 0,05 0,04 0,04
2 Penyediaan Makan Minum 0,23 0,23 0,23
J Informasi dan Komunikasi 0,68 0,65 0,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,55 0,53 0,54
L Real Estate 0,03 0,03 0,03
M,N | Jasa Perusahaan 1,83 1,63 1,79
@) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 1,12 1,15 1,10
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 0,63 0,62 0,52
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,21 0,22 0,20
R,ST, | Jasa lainnya 0,55 0,53 0,54
U
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100.00 | 100.00 | 100.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 67,28 69,58 69,48

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Ket : **2018 data sangat sementara
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Grafik
Struktur Ekonomi Ekonomi Kutai Kartanegara Dengan Migas Tahun 2018 (persen)
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e. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat
secara makro adalah pendapatan perkapita atau Percapita Income. Semakin tinggi
pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di
wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan
faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) serta pendapatan faktor
produksi dan transfer masuk (transfer in) yang merupakan komponen penghitungan
pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per
kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah
domestik bruto per penduduk dalam satu tahun secara nominal. Sedangkan PDRB per
kapita atas dasar harga konstan 2010 berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata
serta pertumbuhannya.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB.
Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun yang ada di di daerah itu. PDRB Perkapita yang
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk
mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk
wilayah tersebut.

Nilai PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara pada
tahun 2018 sebesar 246,48 juta rupiah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017
yakni sebesar 148,32 juta rupiah. Jika komponen migas dikeluarkan dari penghitungan
PDRB, maka besarnya PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 171,21 juta
rupiah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 101,42 juta
rupiah.

Peningkatan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku belum menggambarkan
peningkatan secara riil, karena masih adanya pengaruh kenaikan harga dan tingkat inflasi
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yang terjadi pada suatu wilayah. PDRB Perkapita atas dasar harga konstan mampu
memberi gambaran secara riil serta mampu menunjukkan perubahan tingkat
kesejahteraan penduduk.
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BAB I
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

tahun yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih.

Dalam penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional, yang di dalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi
Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana-rencana Kerja dalam
Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima)

Dalam RPJM Daerah juga ditekankan arti pentingnya upaya dalam menerjemahkan visi, misi dan
agenda Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
yang mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok
ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan maupun ketidakberhasilan pembangunan daerah
selama 5 (lima) tahun ke depan.

Belajar dari pengalaman keberhasilan (Success Story) dan proses pembelajaran (Lessons
Learned) pada pelaksanaan pembangunan Gerbang Raja periode 2011 — 2015, maka setelah
melalui proses Pilkada langsung pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
kemudian mencanangkan kembali program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam
konsep “Gerbang Raja Jilid II" (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) yang kemudian
dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat
pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah
selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam
pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat pada
setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

A. VISI DAN Misl

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
(desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada

di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021
adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan
Berkeadilan”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

MAJU :  Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya
pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan



MANDIRI

SEJAHTERA

BERKEADILAN
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pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata,
berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam
mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi,
sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan
menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya
kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung
pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat
pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat
kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran
rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang
bermartabat, beriman dan bertagwa kepada Tuhan YME, serta memiliki
kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa
diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan
keadilan gender serta perlindungan anak.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan,
rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi
yang akan datang,

serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa
maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;

4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur

ekonomi daerah;

Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan;

7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan

anak.
Keterkaitan Visi dan

Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Terwujudnya
Kabupaten Kutai
Kartanegara yang

Misi 1:
Maju Memantapkan reformasi birokrasi untuk
rakyat
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Maju, Mandiri,
Sejahtera, dan Misi 3:

Berkeadilan Meningkatkan pembiayaan
pembangunan daerah

Misi 4:

Meningkatkan pengelolaan pertanian dan
pariwisata untuk percepatan transformasi
struktur ekonomi daerah

Mandiri
Misi 5:
Meningkatkan keterpaduan

pembangunan infrastruktur menuju daya
saing daerah

Misi 6:

Meningkatkan pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan

Misi 2:
Sejahtera Meningkatkan sumber daya manusia
yang berkompeten

Misi 7:

Meningkatkan partisipasi perempuan
dalam pembangunan serta penguatan
perlindungan anak

Berkeadilan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai
Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan, diperlukan strategi dan arah
kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima)
tahun kedepan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu
selama 5 (lima) tahun mulai 2016 sampai dengan 2021.

Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di RKPD.
Penetapan arah kebijakan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di tahun
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berkenaan diprioritaskan pada isu atau aspek tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan

Strategi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 diarahkan pada 7 (tujuh) Misi
dari Visi GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), yang menjadi pedoman
dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Visi Gerbang Raja, agenda
prioritas pembangunan menitikberatkan pada: 1) Reformasi Birokrasi; 2) Daya Saing
Sumberdaya Manusia; 3) Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah; 4) Transformasi Struktur Ekonomi
Daerah; 5) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik; 6) Pengelolaan
Sumberdaya Alam Berkelanjutan; dan 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Reformasi Birokrasi;
Reformasi Birokrasi, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan
kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya
aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan
kondusifitas daerah.
1.1.Sasaran Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan,
profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka
pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
a. Revitalisasi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pemerintahan

Arah Kebijakan

1) Mapping distribusi pegawai;

2) Penerapan Analisis Jabatan dan Penghitungan kebutuhan ideal pegawai

3) Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Penyusunan Kelas Jabatan (Evaluasi Jabatan), dan Penyusunan Pola Karier
Pegawai

4) Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Administrator, Penerapan SOP, dan
Updating SOTK

5) Peningkatan kinerja SDM jabatan fugsional, dan Analisis kebutuhan diklat
berdasarkan Grand Design pengembangan aparatur.

6) Pemantapan tunjangan kinerja, implementasi standar pelayanan minimal; dan
peningkatan indeks kepuasan masyarakat atas layanan yang diberika oleh
pegawai.

7) Penguatan koordinasi kebijakan antar SKPD

8) Penguatan kewenangan kecamatan dalam pelayanan dan peran
pembangunan kewilayahan

9) Penguatan kapasitas eksekutif dan legislatif

10) Penguatan penelitian dan pengembangan bagi proses pembangunan terpadu
antar sektor antar wilayah

11) Pemanfaatan data dan informasi, serta analisis statistik daerah dalam
memperkuat  perencanaan, prioritas penganggaran, dan evaluasi
pembangunan

12) Pengembangan sistem perencanaan terpadu berbasis IT

13) Peningkatan kapasitas SDM perencana di tiap perangkat daerah

14) Peningkatan partispasi dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah

15) Penerapan standarisasi keamanan informasi daerah yang bersifat rahasia
negara

16) Penerapan pengelolaan arsip secara baik di seluruh perangkat daerah

17) Pengembangan pemerataan penduduk di semua wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara

18) Penerapan tertib administrasi pertanahan

19) Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat RT
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20) Penguatan peran kelompok masyarakat di tingkat desa dalam menyukseskan
pengendalian penduduk dan program KB

21) Pengembangan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
dalam pembangunan daerah

22) Pembangunan baseline data dari tingkat kecamatan sampai kabupaten untuk
perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan, dan LKJiP.

23) Pengukuran IKM di semua SKPD Pelayanan

b. Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Dana Desa, dengan arah kebijakan:

1) Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana
desa serta penyusunan dokumen pengelolaan dana desa sejak perencanaan
sampai dengan pertanggungjawaban

2) Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban melalui buku panduan pengelolaan dana desa serta
peningkatan keterampilan aparat desa dalam penyusunan dokumen
perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, serta memberikan pemahaman
dan keterampilan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APB) Desa agar pelaksanaan alokasi dana desa terarah dan terpadu dengan
prioritas pembangunan daerah.

1.2.  Sasaran Optimalnya Akuntabilitas dan Pengawasan Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah

Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemberantasan Korupsi dan

Penegakan Hukum, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan kualitas SDM aparatur agar tertib aturan dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan daerah serta penambahan tenaga personil pengawas
internal pemerintah daerah

b. Peningkatan dan penerapan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah, dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan

c. Penerapan SAP berbasis Akrual di seluruh perangkat daerah secara online

d. Penguatan SDM pengelola keuangan daerah

e. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan
terarah di setiap perangkat daerah

1.3.  Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
Penguatan Pelayanan Kependudukan di Tingkat Kewilayahan, dengan arah
kebijakan:
a. Pelayanan "jemput bola” e-KTP secara periodik untuk wilayah terpencil
b. Sosialisasi dan pendataan berkala
c. Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan

masyarakat

14.  Sasaran Optimalnya Pengendalian Penduduk dan Pelayanan Keluarga Berencana
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
Peningkatan KB Keluarga, dengan arah kebijakan:

a. Pengembangan KB Keluarga melalui jejaring aseptor KB sampai dengan desa

b. Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS)

c. Membangun pemahaman masyarakat akan arti penting program KB bagi
kesejahteraan keluarga
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1.5.  Sasaran Optimalnya Kerjasama Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Untuk
Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
Peningkatan Sinergitas Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha, dengan arah
kebijakan:
a. Peningkatan koordinasi antar stakeholder sampai dengan tingkat desa
b. Pengadaan sarana prasana komunikasi terpadu
c. Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat
d. Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana di tiap kecamatan

2. Daya Saing Sumberdaya Manusia;
Daya Saing Sumberdaya Manusia, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk
mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan,
terampilan, berakhlak dan berperilaku mulia; serta menurunkan angka kemiskinan dan
pengangguran.
2.1.  Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dengan arah kebijakan:

a. Pembangunan Sekolah baru

b. Pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan
dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

2) Peningkatan Kualitas dan Manajemen Sekolah, dengan arah kebijakan

a. Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan,
penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG,MGMP berbasis
teknologi informasi

b. Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah, PTK
PAUDNI

c. Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan
informal lintas SKPD

d. Penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) menggunakan Balanced
Scorecard

2.2.  Sasaran Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
Inovasi Pelayanan Perpustakaan, dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi
wilayah.
b. Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar).
c. Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling.
d. Pengembangan Perpustakaan Digital
2.3.  Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Perluasan cakupan promosi dan pelibatan masyarakat dalam perluasan
layanan kesehatan dan pencegahan penyakit; dengan arah kebijakan:

a. Optimalisasi peran desa siaga untuk melakukan percepatan layanan
kesehatan dilakukan terutama untuk mengupayakan tercakupnya wilayah-
wilayah yang selama ini kurang terjangkau layanan kesehatan yang
diberikan baik oleh Puskesmas maupun Pustu.

b. Penerapan program promosi kesehatan melalui keterlibatan masyarakat
guna meningkatkan upaya preventif agar menjadikan hidup lebih sehat
dan bersih.
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2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
dengan memperhatikan keterjangkauan kawasan permukiman dan
perkembangan kesehatan masyarakat; dengan arah kebijakan:

a. Pengembangan sistem transportasi desa untuk memudahkan akses
menuju pusat layanan kesehatan

b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan pada rumah sakit,
puskesmas, pustu, dan posyandu. Peralatan standar minimum harus
disediakan sampai di tingkat puskesmas guna melayani ibu, bayi dan
balita.

c. Peningkatan ketersediaan obat-obatan agar dapat mengantisipasi
kebutuhan kuratif maupun preventif masyarakat.

d. Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan pada RSU kecamatan Kota
Bangun yang masih minim fasilitasnya.

3) Peningkatan kualitas dan kompetensi nakes guna memenuhi kebutuhan
lapangan; dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional
sesuai dengan kebutuhan wilayah dan distribusi permukiman.

b. Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan, terutama bagi
dukungan dalam proses persalinan serta paska melahirkan.

Peningkatan kompetensi ini disinergikan dengan program kemitraan
bidan dan dukun guna mengurangi resiko kematian ibu melahirkan dan
bayi baru lahir.

4) Optimalisasi penerapan SPM kesehatan dengan arah kebijakan:

a. Meningkatkan akses ibu hamil kepada layanan puskesmas.

b. Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa.

¢. Peningkatan layanan Puskesmas pada daerah permukiman terpencil atau
jauh dari pusat pengembangan.

d. Peningkatan peran Posyandu sebagai bagian dari penerapan sistem
peringatan dini kesehatan serta mensinergikan berbagai layanan program
kesehatan lainnya dalam bentuk rumah sehat desa.

5) Peningkatan tata kelola layanan kesehatan melalui penerapan standar
pelayanan dan keterlibatan masyarakat; dengan arah kebijakan:

a. Penerapan standar norma dan standar pelayanan. Penerapan standar agar
tata kelola layanan kesehatan memenuhi harapan penerima manfaat.

b. Penerapan mekanisme penanganan keluhan masyarakat agar
terbangunnya kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Mekanisme
penanganan keluhan merupakan satu hal penting yang dapat dijadikan
ukuran untuk menilai kualitas layanan sekaligus. Penerapan mekanisme
penanganan keluhan perlu dilakukan pada semua unit layanan kesehatan,
baik itu rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu.

c. Penerapan standar pelayanan publik guna mewujudkan tekad sebagai
pelayan publik dalam memberi layanan terbaik yang secara terus menerus
diperbaiki (continous improvement).

d. Mengembangkan mekanisme kontrol masyarakat dalam manajemen
Puskesmas.

24. Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan
kesempatan kerja
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Fasilitasi ketrampilan dan penempatan kerja, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial.
b. Penempatan Angkatan Kerja.
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¢. Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi
kecamatan
2) Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan

2.5, Meningkatnya Prestasi dan Kreativitas Pemuda Dan Olahraga
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Meningkatkan pembinaan kepemudaan, dengan arah kebijakan:
a. Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat
b. Pemberdayaan karang taruna di tiap desa
2) Meningkatkan dukungan kegiatan pemuda dan olahraga, dengan arah
kebijakan:
a. Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga
b. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah
kecamatan
c. Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi atlet
d. Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional,
dan bahkan internasional
2.6.  Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Menuju Desa Berketahanan Sosial.
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Pengembangan Desa Berketahanan Sosial, dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan Desain dan Pelaksanaan Pilot Projet Desa Berketahanan
Sosial
b. Replikasi Pembangunan Desa Berketahanan Sosial
2) Gerakan Desa Membangun, dengan arah kebijakan:
a. Pemantapan pembinaan keluarga miskin
b. Pemantapan validitas pendataan kemiskinan
c. Pemantapan sinergitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada di
tiap SKPD terkait
d. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan
kebijakan di desa
2.7. Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
melalui Pengembangan Desa Berketahanan Sosial, dengan arah kebijakan:
a. Pemantapan peran perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan
kesejahteraan sosial
b. Pemantapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan = pembangunan
kesejahteraan sosial
c. Pemantapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial
2.8.  Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Antar
Sektor Antar Wilayah.
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
melalui Meningkatkan koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan
arah kebijakan:
a) Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD
b) Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
¢) Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment.

3. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah;
Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk
meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kerjasama pembangunan daerah
3.1.  Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
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Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Kebijakan Insentif dan Disinsentif bagi Investasi, dengan arah kebijakan:
a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat
peningkatan penanaman modal
b. Penerapan regulasi terkait kebijakan membuka kemudahan investasi
daerah
2) Meningkatkan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan potensi unggulan yang layak dikerjasamakan dengan
pihak ketiga melalui metode Public Private Partnerships (PPP)
b. Pengembangan kawasan potensial seperti pariwisata terpadu, sentra
pertanian, industri, dan perdagangan
c. Promosi potensi unggulan daerah secara periodik baik skala lokal,
regional, nasional, dan bahkan internasional

3.2.  Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas perencanaan pendapatan daerah (PAD), dengan arah
kebijakan:
a. Penyediaan data dan informasi potensi pendapatan daerah
b. Penerapan/implementasi Grand Strategi/Roadmap Pendapatan Asli
Daerah
2) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah berbasis IT, dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan sistem PAD online untuk semua layanan PAD
b. Penyediaan sarana prasarana pendukung pungutan PAD yang merata di
Seluruh Kecamatan
¢. Peningkatan SDM aparatur pemungut PAD
d. Pemberian insentif bagi aparatur khususnya pemungut PAD di daerah
terpencil
3) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, dengan arah kebijakan:
a. Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah
b. Kerjasama antar daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan
sumber PAD

3.3. Sasaran Meningkatnya Kerjasama Coorporate Social Responsibility (CSR) Dalam
Pembangunan Daerah
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Membuka Ruang Komunikasi antara Pemerintah dengan Dunia Usaha, dengan
arah kebijakan:
a. Pembentukan Forum CSR
b. Pelaksanaan komunikasi melalui “Gala Dinner” atau Silaturahmi berkala
dengan pelaku usaha
2) Memfasilitasi Pelaku Usaha dalam Gerakan Pembangunan Kutai Kartanegara,
dengan arah kebijakan:
a. Pembangunan sistem aplikasi CSR
b. Pelibatan pelaku usaha dalam usulan pembangunan melalui musrenbang
c. Pendataan program kegiatan CSR dari pelaku usaha
d. Memfasilitasi data informasi kondisi daerah untuk dipergunakan oleh
pelaku usaha melalui CSR
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4.1. Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam

Arti Luas

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan produktivitas, tata kelola dan
pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, strategi yang ditempuh adalah

sebagai berikut:

1) Optimalisasi pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan luasan lahan

produktif yang beririgasi.
Arah Kebijakan yang akan dicapai:

a. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian yang dapat melayani
lahan sepanjang tahun melalui pembangunan waduk, jaringan irigasi, jalan

usahatani

b. Pembangunan sistim irigasi untuk lahan-lahan baru dan perawatan sistim

irigasi yang telah ada secara kontinyu.

c. Penetapan rasio pembukaan lahan pertanian/tambang dengan luasan
hutan di suatu wilayah untuk menjaga keseimbangan ciri khas Kalimantan

Timur sebagai daerah hutan hujan tropis basah.

2) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produkstif ke non-pertanian
tanaman pangan.
Arah Kebijakan yang akan dicapai:

3)

4)

a. Pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat
diakses oleh instansi terkait atau publik.

b. Penyusunan dan pengawalan aturan (Peraturan Daerah di tingkat
kabupaten) tentang mitigasi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif
ke non-pertanian.

c. Pemanfaatan lahan eks areal pertambangan danperkebunan yang tidak

produktif untuk lahan pengembangan agro (pertanian pangan,
perkebunan, peternakan dan perikanan).

Perbaikan image infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana
pertanian hulu, tengah dan hilir), utamanya pasar.
Arah Kebijakan yang akan dicapai:

a.

Mendukung  perbaikan dan revitalisasi infrastruktur  pertanian
(ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir) seperti
alat mesin pertanian (traktor, thresher, transplanter, reaper), pergudangan,
sarana transportasi dan logistik produk pertanian, pasar tani/terminal
agribisnis, dll

Mengembangkan sistem pemasaran sehingga dapat mendorong
peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan bagi tenaga kerja di
sektor pertanian

Pembukaan lahan/usaha pertanian tanaman pangan yang baru dan
peningkatan produktivitas pertanian.
Arah Kebijakan yang akan dicapai:

a. Membuka lahan pertanian baru (untuk usaha tanaman pangan,
hotikultura, perkebunan dan peternakan) dengan target 10.000 ha dalam
kurun waktu 5 tahun

b. Membangun demplot-demplot sebagai model pengembangan usaha
pertanian produktif

c. Meningkatkan akses layanan permodalan usaha bagi pelaku usaha
pertanian

d. Meningkatkan SDM penyuluh dan reviltalisasi kelembagaan penyuluhan
(Balai Penyuluhan Pertanian)

e. Menguatkan kapasitas dan manajemen kelembagaan usaha petani

(koperasi pertanian)
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f.  Menguatkan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDES)
untuk mendukung usaha pertanian

g. Menguatkan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi daerah (BUMD)
untuk mendukung usaha pertaniandalam skala regional

5) Peningkatan efisiensi peralatan pasca panen hasil pertanian tanaman pangan.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

a. Mengadakan mesin pasca panen untuk meningkatkan efisiensi panen dan
peningkatan nilai tambah produk (huller/rice milling unit dan peralatan
pendukung)

b. Menyediakan fasilitas perawatan mesin-mesin pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian.

¢. Mendampingi usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

6) Peningkatan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan.

Arah Kebijakan yang akan dicapai :

a. Menyediakan informasi akurat tentang kebutuhan pupuk bersubsidi
sebagai bahan pertimbangan untuk PT Pupuk Indonesia dalam
merencanakan pengaturan pupuk bersubsidi.

b. Menyediakan alat transportasi yang memadai dan pergudangan pupuk
pada beberapa titik strategis yang berdekatan dengan kawasan sentra
produksi pertanian

7) Pengembangan dan promosi komoditas unggulan daerah dan peningkatan
kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan).

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

a. Membentuk satgas penanganan produksi, kualitas dan pengolahan
produk

b. Menetapkan komoditas unggulan dapat menjadi dasar kebijakan dalam
menyusun program-program pengembangan pertanian

c. Mengembangkan model komoditas unggulan strategis yang dirancang
dari hulu sampai hilir sesuai dengan potensi wilayah, melibatkan banyak
petani, memanfaatkan lahan marginal dan komoditas yang mempunyai
multifungsi yaitu jagung yang dapat dijadikan bahan makanan, pakan
ternak dan perikanan, komoditas ekspor serta potensial untuk bahan
bioenergi), model dapat dikembangkan oleh BUMD atau kemitraan
dengan korporasi swasta.

d. Meningkatkan kapasitas suplai bahan baku dalam jumlah yang sesuai
dengan kapasitas produksi untuk menarik investor dibidang pasca panen
atau pengolahan hasil pertanian akan terjaminnya

e. Mengembangkan sistem pool komoditas pertanian untuk tingkat
kabupaten

f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan)

g. Merevitalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas poktan dan gapoktan

8) Peningkatan optimalisasi industri pasca panen tanaman pangan (Rice

Processing Unit/RPU)

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

a. Merevitalisasi RMU yang lebih modern dan efisien

b. Meningkatkan kinerja manajemen melalui perencanaan berorientasi pasar.

¢. Memenuhi bahan baku jenis premium sesuai kapasitas minimal baik dari
sekitar RPU maupun dari luar daerah.

d. Mengembangkan jaringan usaha kemitraan dan pemasaran produk

9) Jaminan ketersediaan lahan produksi pertanian dan bahan baku untuk
menarik investor.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:
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Mengembangkan infrastruktur industri pendukung, baik sebagai program
jangka pendek adalah menjalin kerjasama dengan daerah lain yang telah
lengkap

Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM berbasis pertanian/agro,
penyediaan inovasi dan teknik produksi

Meningkatkan akses modal pada pelaku UMKM

Membentuk satuan tugas untuk melakukan pendampingan pada pelaku
UMKM dengan program-program yang sesuai dengan yang diperlukan

10) Pengembangan bahan pangan sumber karbohidrat
Arah Kebijakan yang akan dicapai:

a.

Mengembangkan program pengembangan pangan alternatif non-beras
yang sesuai/cocok bagi masyarakat Kabupaten Kukar

Mengembangkan lahan pekarangan dan lahan marjinal untuk produksi
bahan pangan alternatif yaitu sagu, singkong, umbi-umbian, shorgum, ubi
jalar, dan umbi-umbian.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan)
Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga
berbasis pertanian

Mengembangkan pasar untuk bahan baku pangan non-beras
Mengembangkan edukasi untuk merubah pandangan bahwa produksi
sumber karbohidrat bukan hanya sebagai sumber pangan lokal tetapi
berorientasi ekspor baik untuk keperluan dalam propinsi maupun antar
propinsi

11) Pengembangan ketersediaan sumber pangan non-beras dan edukasi pola
konsumsi masyakarat
Arah Kebijakan yang akan dicapai:

a.

Mengembangkan industri pasca panen produk pangan non-beras
sehingga dapat menghasilkan bahan baku sumber pangan non-beras
yang tahan lama seperti layaknya beras

Mengembangkan pasar untuk bahan baku pangan non-beras

Menyusun regulasi pengembangan produk sumber karbohidrat non-
beras dan edukasi pola konsumsi pada masyarakat

Mengembangkan model edukasi pada masyarakat tentang pola konsumsi
alternatif bahan pangan non-beras.

Mengembangkan model edukasi pola makan berbasis pangan lokal pada
anak-anak sekolah melalui program makanan tambahan anak sekolah

12) Optimalisasi pengembangan bahan pangan berbasis sumberdaya peternakan
(ternak besar dan ternak kecil); dengan arah kebijakan:

a.

O T

Mengembangkan breeding center ternak (sapi, kerbau dan unggas
unggulan);

Menintroduksi teknologi budidaya ternak;

Mengintensifkan pelayanan kesehatan ternak

Meningkatkan populasi ternak unggulan (sapi, kerbau dan unggas)
dengan pendanaan pemerintah dan CSR,

Mengembangkan SDM peternakan (penyuluhan, pendampingan, magang,
dll

Memfasilitasi pengelolaan kandang kelompok, kelompok pengolahan
pupuk organik (rumah kompos dan peralatan).

4.2. Meningkatnya Potensi dan Daya Dukung Pariwisata Daerah serta Kunjungan Wisata
di Kutai Kartanegara
untuk mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah melalui :
1) Pengembangan Branding untuk memperkuat Kutai Kartanegara sebagai Daerah
Tujuan Wisata
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Arah Kebijakan:

a. Menyelenggarakan festival Erau melalui branding yang secara
komprehensif mempromosikan Pariwisata Kutai Kartanegara yang berbasis
sejarah dan budaya secara keseluruhan.

b. Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata secara komprehensif

c. Pengembangan branding kuliner utama pendukung pariwisata Kutai
Kartanegara

2) Pengembangan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang
komprehensif

Arah Kebijakan dengan membuat perencanaan yang disusun secara

komprehensif dan dapat diimplementasikan. Dukungan kebijakan haruslah

pada kebijakan tertinggi pada skala Kabupaten yakni Peraturan Daerah.
3) Pengembangan Pasar Baru dan Revitalisasi Pasar Eksisting

Kunjungan wisatawan ke obyek wisata (ODTW) ataupun ke destinasi wisata
belum dikelola dengan baik. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang
kecenderungan kunjungannya terlihat dalam tabel sebelumnya membuktikan
adanya potensi besar untuk menghadirkan lebih besar lagi. Meskipun harus
diakui kunjungan wisatawan yang paling besar adalah yang berasal dari
penduduk setempat yang bisa jadi telah mengalami kejenuhan. Oleh
karenanya perlu dipertimbangkan pengelolaan pasar wisatawan nusantara dari
segmen lain yang belum optimal dilakukan, misalnya berbagai segmen lain
yang masih dapat dikelola baik wisatawan mancanegara maupun nusantara.

a. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

b. Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara

4) Penyediaan Fasilitas dan Sarana ODTW secara Komprehensif

Arah Kebijakan:

a. Pengembangan prasarana bagi dukungan ODTW terpilih

b. Memberi insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan sarana dan
prasarana pendukung pariwisata

5) Penyiapan Pelaku Usaha Pariwisata Lokal dan Masyarakat sebagai Tuan Rumah

Destinasi

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan kompetensi usaha bagi pelaku usaha kepariwisataan

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata

c. Peningkatan kapasitas penyedia jasa pariwisata

6) Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah Usaha Jasa dan Produksi Kreatif

Pendukung Pariwisata

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan kapasitas dan peran pusat komunitas kreatif

b. Pengembangan pasar dan pemasaran usaha ekonomi kreatif

c. Promosi melalui event-event didaerah secara reguler untuk
mempromosikan ekonomi kreatif.

4.3. Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung

Destinasi Wisata dan Kelestarian Tradisi Kehidupan Masyarakat

Arah Kebijakan:

a. Pengembangan fasilitas pertunjukan seni budaya sebagai wadah apresiasi
masyarakat.

b. Peningkatan kapasitas dan performa pelaku seni budaya di daerah.

c. Peningkatan performa Pusat-Pusat Kebudayaan untuk mendorong revitalisasi
seni budaya Kutai Kartanegara.
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44. Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Industri Kreatif dan Potensi Daerah
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:

1) Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM, dengan arah kebijakan:
a. Pendataan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan Koperasi dan UKM setiap
tahun
b. Peningkatan SDM pengurus koperasi dan UKM aktif
2) Fasilitasi Ekspansi Pasar, dengan arah kebijakan:
a. Promosi produk unggulan UKM
b. Pengembangan kerjasama dengan pihak bank dan dunia usaha sebagai
market partnership
c. Pengembangan core business baru dan potensial yang terpadu dengan
sektor pertanian dan pariwisata
d. Pengembangan pusat informasi produk unggulan daerah berbasis IT
e. Penyediaan sarana dan prasarana bagi UKM di kawasan potensial seperti
kawasan pariwisata, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.

4.5. Meningkatnya Akses, Tata Niaga, dan Infrastruktur Perdagangan Antar Wilayah dan
Antar Daerah.
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Revitalisasi Pasar Daerah, dengan arah kebijakan:
a. Pembangunan dan rehabilitasi pasar daerah
b. Penyediaan sarana dan prasarana outlet perdagangan
c. Penguatan sistem pengelolaan pasar yang terintegrasi dengan pusat atau
sentra produk unggulan
2) Pengembangan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah, dengan arah kebijakan:
a. Penyusunan kajian, kebijakan, dan regulasi kerjasama perdagangan antar
daerah
b. Mapping potensi produk unggulan daerah untuk kegiatan perdagangan
lintas daerah
¢. Pengendalian, pengawasan, dan monitoring kegiatan keluar masuk produk
di sektor perdagangan

4.6. Meningkatnya Pengembangan Industri Pengolahan Pangan, Peternakan, Perikanan,
Pengolahan Pakan, dan Potensi Daerah yang Berdaya Saing
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Pengembangan Agroindustri, dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan industri pengolah sebagai support system di sektor
pertanian dalam arti luas
b. Pengembangan industri pasca panen produksi pertanian
2) Fasilitasi Pengembangan Industri Dalam dan Luar Negeri, dengan arah
kebijakan:
a. Dukungan kebijakan bagi pengembangan industri potensial yang akan
menyerap tenaga kerja skala besar
b. Fasilitasi kegiatan industri dengan informasi ketersediaan bahan baku dan
pelaku usaha masyarakat

5. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik;
Pembangunan dan Pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik, difokuskan dalam rangka
mencapai tujuan untuk Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
5.1.Meningkatnya Interkoneksitas Antar Wilayah
Arah Kebijakan:
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a.Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan;
b.  Interkoneksitas jalan tembus desa

5.2. Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
melalui Revitalisasi Layanan Transportasi Publik; dengan arah kebijakan:

a. Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra
pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan.

b. Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara

c. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan
dengan transportasi publik.

5.3. Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan
kawasan smart city
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Peningkatan Konektivitas Jaringan Telekomunikasi
Arah kebijakan:
a. Memperluas jaringan internet yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten
Kutai Kartanegara
b. Pengembangan dan pembangunan tower pintar
2) Pengembangan sistem informasi terintegrasi; dengan arah kebijakan:
a. Pembangunan aplikasi informasi terintegrasi.
b. Pengembangan layanan berbasis online

54. Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perkotaan Dan Perdesaan.
Arah Kebijakan :
a. Pembangunan dan peningkatan ketersediaan air bersih;
b. Peningkatan pengelolaan persampahan yang dapat melayani seluruh
penduduk;
¢. Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga;
d. Peningkatan pengelolaan drainase

6. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan;
Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan, difokuskan dalam rangka mencapai
tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
6.1. Meningkatnya Pencegahan  Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Serta
Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
1) Pengembangan Penataan Ruang yang Berkelanjutan dan Berdampak pada
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dengan arah kebijakan:
a. Penetapan kawasan khusus
b. Penetapan kawasan stategis kabupaten
¢. Penataan kawasan kumuh
2)  Revitalisasi Sungai; dengan arah kebijakan:
a. Pengendalian dan konservasi sungai.
b. Pemanfaatan DAS
c. Konservasi flora dan fauna
3) Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam termasuk Kegiatan
Arah Kebijakan:
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Konservasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang;

b. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup

c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam

d. Pengembangan dan Peningkatan Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan

pelestarian lingkungan hidup; dengan arah kebijakan melalui Pemberdayaan

masyarakat melalui kelompok sadar lingkungan b) Membangun kerjasama

antara masyarakat dengan dunia usaha

Pengembangan Nilai Tambah Sumber Daya Alam sebagai potensi Unggulan

Baru

Arah Kebijakan:

a. Pengembangan nilai tambah sumber daya alam;

b. Pengembangan produk unggulan baru

6.2. Meningkatnya Ketersediaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
melalui Pengembangan jaringan listrik ke seluruh Kabupaten Kutai Kartengara,
dengan arah kebijakan:

a.
b.
C.

Pembangunan jaringan listrik baru bagi wilayah yang belum terjangkau listrik.
Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan.
Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, difokuskan dalam rangka mencapai
tujuan untuk meningkatnya peran serta perempuan di segala bidang pembangunan dan
perlindungan anak
7.1.Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Perempuan Membangun, Kualitas
Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah
dengan
1) Meningkatkan kesempatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan,
dengan arah kebijakan:

a.
b.
C.
d

e.

Pembinaan kelompok-kelompok perempuan

Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok
Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan
Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok
perempuan

Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah

2) Meningkatkan perlindungan anak, dengan arah kebijakan:

a.
b.

Optimalisasi tim terpadu terkait perlindungan anak
Pemantauan dan pengawasan kegiatan dimasyarakat yang berpotensi terjadi
eksploitasi dan kekerasan terhadap anak

C. PRIORITAS DAERAH

Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka kebijakan umum
menjadi pedoman bagi penetapan program pembangunan daerah. Melalui rumusan kebijakan
umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling
efektif mencapai sasaran. Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program
prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018




BAB 1130

Di dalam semangat Gerbang Raja Il, diuraikan serangkaian agenda prioritas dan program
unggulan yang disebut dengan HARUS (Hak Rakyat Untuk Sejahtera). Agenda prioritas
pembangunan Gerbang Raja Il menitikberatkan pada:

1)

2)

Reformasi Birokrasi;

Reformasi birokrasi merupakan prioritas Gerbang Raja 2015-2021 yang ditandai dengan
perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk pengelolaan keuangan
daerah, panji-panji keberhasilan pembangunan dan penilaian LPPD dengan target
peringkat 10 besar nasional.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Bebaya Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil, perubahan mindset dan culturset
aparatur dengan konsep “KERJA ADALAH IBADAH" yang diawali dengan niat, sikap
dan perilaku yang baik dengan “Memanusiakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja”" sebagai upaya untuk meningkatkan
profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan pegawai. Dengan Spirit "Kantor adalah
Sajaddah, Kerja adalah Ibadah”;

2. Desentralisasi Kecamatan dengan memperkuat fungsi Pemerintah Kecamatan melalui
pengalokasian dana per kecamatan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas
wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan (seiring dengan Nawa Cita
“Membangun Indonesia dari Pinggiran”);

3. Satu RT Satu Laptop, memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada seluruh
Rukun Tetangga (RT) untuk mempercepat proses pelayanan kepada warga
mendukung fungsi desa/kelurahan kecamatan;

4. M'PeKAT Keroan Kampong, gerakan yang mengembalikan semangat Musyawarah
dan Gotong Royong, dalam menentukan arah pembangunan desa/kelurahan serta
kecamatan dengan menekankan pada peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dengan spirit “Datanglah Kepada Rakyat
dan Rencanakan Bersama Rakyat”;

5. Integrasi Sistem e-Government. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dengan
meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui keterpaduan sistem
pendataan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan
berbasis On-Line;

6. Reformasi Belanja Daerah. Melakasanakan reformasi belanja daerah untuk mencegah
kebocoran dan pemborosan anggaran serta melakukan pengurangan overhead cost
(biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik;

7. Audit Kinerja atas program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah;

Skema pembiayaan pembangunan yang dirancang kedepan adalah memperkuat potensi
PAD dan meningkatkan peran serta dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana
sektor publik yang dilakukan melalui prinsip win- win-win, yakni menguntungkan bagi
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Pengembangan sistem PAD Cerdas, yakni sebuah terobosan dalam mengoptimalkan
potensi PAD dengan pelayanan yang mudah, transparan dan terintegrasi
berdasarkan kewenangan pada jenjang pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan
hingga Desa/Kelurahan) berbasis Teknologi Informasi.

2. Kerjasama Investasi dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur daerah
terutama untuk pelayanan dasar, transportasi, pengelolaan lingkungan,
telekomunikasi dan informatika, olah raga dan kesenian, fasilitas perkotaan serta
pariwisata;
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3. Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah dengan menyediakan ruang kepada swasta
untuk mengelola aset daerah secara sinergi.

4. Penguatan CSR (Coorporate Social Responsibility) dalam proses pembangunan
daerah

3) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah;
Melalui semangat transformasi dari unrenewable resources menjadi renewable resources,
Kutai Kartanegara dihadapkan pada kondisi struktur ekonomi yang didominasi oleh
sektor ekstraktif (Pertambangan dan Penggalian). Dalam konteks perwujudan
pembangunan berkelanjutan potensi pertanian dan pariwisata memiliki potensi yang
kuat sebagai leading sector perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seiring dengan hal tersebut, pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama
untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk
mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-
sama mengambil inisiatif membangun daerah untuk menciptakan kesempatan kerja baru
dan merangsang kegiatan ekonomi, dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi
skala kecil, menengah dan koperasi.

Produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, dengan indikator sasaran Kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB cukup tinggi. Kedepan penekanan terhadap kebijakan-
kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada kekhasan daerah
(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia,
kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah) termasuk pariwisata menjadi
pijakan pembangunan di Kutai Kartanegara.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Politik Anggaran Sektor Pertanian; dialokasikan dana minimal 10% dalam
mendukung "5 PILAR PEMBANGUNAN PERTANIAN" yaitu : (1) Optimalisasi sumber
daya lahan dan air; (2) Pemandirian proses produksi dan infrastruktur, (3) Jaringan
dan Kelembagaan Petani; (4) Pembudayaan pola konsumsi pangan lokal; (5) Inovasi
teknologi, alat dan mesin pertanian.

2. Revolusi Jagung; merupakan wupaya konkrit untuk menempatkan kembali
pembangunan pertanian (Tanaman Pangan). Revolusi Jagung menggambarkan
proses pembangunan dari hulu (produksi) sampai hilir (konsumsi), meliputi:

a. Revolusi Sistem Produksi; melalui mekanisasi pertanian mulai dari pengolahan
tanah, panen Jagung dengan mekanisasi, dipipil langsung dimasukan ke Alat
Angkut Agropolitan. Penyediaan Benih/Bibit Unggul, dan Pupuk; benih
merupakan sarana utama melaluipenyediaan benih bersertifikasi. Pengendalian
Penyakit. untuk mempertahankan potensi produksi yang ingin dicapai dari
gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengendalian OPT, tanpa pestisida
sehingga munculnya OPT dapat diatasi dengan cepat.

b. Revolusi Sistem Distribusi; melalui memperlancar pemasaran dengan jaminan
harga dasar melalui BUMDes atau kemitraan dengan lembaga lain(melakukan
pembinaan dan koordinasi dengan pengusaha pedagang pengumpul, pedagang
besar dalam mempertahankan tingkat harga yang layak untuk petani).

c. Menyediakan permodalan para petani melalui kelompok tani dapat
memanfaatkan dana permodalan petani dengan mengajukan rencana kebutuhan
biaya usaha tani melalui rencana kebutuhan kelompok.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi (termasuk waduk dan embung
bekas tambang), jalan usaha tani, dan pelabuhan perikanan, melalui:
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Membangun jaringan irigasi untuk mengairi lahan sawah seluas 30.000 ha.

. Pembukaan lahan pertanian baru seluas 10.000 ha.

¢. Jumlah pelabuhan perikanan tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 pelabuhan
perikanan untuk wilayah hulu, tengah dan pesisir.

d. Membangun Balai Benih lkan diwilayah hqu dan pesisir.

e. Mengoptimalkan Balai Penyuluh Pertanian. isk!

oo

el

4. Mekanisasi dan modernisasi teknologi pertanian dalam swasembada pangan;

5. Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan dan
industri pengolahan pakan yang berdaya saing;

6. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein berasal dari telur, ikan dan
daging;

7. Membangun demplot peningkatan produksi pertanian rakyat disetiap kecamatan
dan budidaya tanaman lokal;

8. Gerakan Penanaman 70.000 tanaman lokal dalam rangka pelestarian dengan
memanfaatkan lahan desa dan sepanjang bahu jalan atau lahan lainnya;

9. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

10. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); penguatan seluruh BUMD secara
bersama- sama agar dapat saling menunjang untuk mencetak laba dan dapat
berkinerja lebih tingg;i;

11. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga;

12. Penguatan kelembagaan koperasi untuk kesejahteraan rakyat (pengembangan
ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan);

13. Jonok N’gan KUKAR; adalah program pengembangan pariwisata yang berbasis
potensi alam, sejarah dan budaya yang melekat dihati serta didukung oleh semangat
pengembangan ekonomi kreatif menuju industri pariwisata, melalui:

a. Membangun Pusat Rekreasi Alam, Sejarah dan Budaya dalam satu kawasan

(Pengembangan Waduk Panji Sukarame dan Museum Kayu);

Memperkuat destinasi Wisata Pulau Kumala;

Revitalisasi Museum Mulawarman;

Penguatan Desa Budaya;

Membangun dan mengembangkan destinasi wisata berbasis Ekowisata;

Menghidupkan kembali Lembaga Seni dan Budaya Kutai Kartanegara.

14. Pengembangan industri potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan
potensi antar wilayah (Integrated Territorial Development);

15. Mendukung agenda Nawa Cita prioritas kedaulatan pangan, kadaulatan energi,
kemaritiman, pariwisata dan industri yang mendukung pengembangan agribisnis dan
agroindustri;

~oanco

4) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik;
Infrastruktur dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga mengatasi
kesenjangan antar wilayah. Kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara beragam dari
kondisi jalan baik hingga rusak berat. Dalam kondisi baik 61,95% (1.575,94 km), dalam
kondisi sedang 13,67% (347,89 km), dalam kondisi rusak 5,86% (149,09 km) dan sisanya
jalan dalam kondisi rusak berat 18,52% (471,71 km). Selain itu, infrastruktur irigasi dan
jalan usaha tani untuk menunjang ekonomi pertanian sebagian mengalami kerusakan.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Menuntaskan interkoneksitas infrastruktur jalan wilayah hulu (Tabang, Kota Bangun,
Muara Wis dan Muara Muntai);

2. Pembangunan dan peningkatan jalan kolektor di seluruh wilayah Kutai Kartanegara

sepanjang 1.000 Km;

Pemeliharaan jalan dan jembatan;

4. Pembangunan bandar udara dan smart city;

w
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5. Pengembangan “PAM-SIMAS” (Pengelolaan Air Minum Inisiasi Masyarakat) untuk
meningkatkan fasilitas dan kualitas air minum pada warga masyarakat yang kurang
terlayani di wilayah pedesaan dan daerah terpencil (pengelolaan air minum yang
berbasis pada masyarakat) sehingga diharapkan pelayanan air minum dapat
terpenuhi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan air minum;

6. Interkoneksitas Jalan Tembus Desa adalah pembangunan, perbaikan dan
pemeliharaan jalan tembus desa dan antar desa.

7. Pengembangan “Tower Pintar” merupakan alternatif interkoneksitas jaringan
telekomunikasi off- line dan on-line keseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
dengan teknologi murah dan hemat energi, dengan target Kutai Kartanengara tanpa
blank spot;

5) Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan;
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk
mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Telah dipahami bersama bahwa
ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup
dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini
dan pembangunan di masa yang akan datang.

Kedepan Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah
mendayagunakan sumber daya alam bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dengan
tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,
kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang
dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Pengembangan “Bank Sampah” di setiap Desa/Kelurahan, dalam rangka pengelolaan
sampah (organik/non organik) dan daur ulang sampah di wilayah desa/kelurahan
hingga kecamatan;

2. Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup (tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup berupa data spasial, nilai, dan neraca sumber daya alam dan
lingkungan hidup oleh masyarakat luas);

3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam
(pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan
konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan
menerapkan teknologi ramah lingkungan);

4. Penyediaan energi listrik baru terbarukan (mikro hidro, solar sel, bio massa dan bio
gas, pemanfaatan limbah sawit) pada wilayah- wilayah yang belum terjangkau aliran
listrik;

5. Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup
(meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan
dan/atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak
akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan);

6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Pelestarian Lingkungan Hidup (meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak
yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan hidup;

7. Membangun sistem pengelolaan sumber daya alam termasuk pertanian secara
efisien dengan menekankan sistem siklikal dalam proses produksi (limbah suatu
produksi akan menjadi bahan baku atau sumber energi untuk produksi lainnya);

8. Mendukung Nawa Cita Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.
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6) Daya Saing Sumberdaya Manusia; dan
Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten yakni SDM yang sehat, berpendidikan,
berketerampilan, berakhlak dan berperilaku mulia.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Hanya dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumberdaya manusia yang
berkualitas. Pararel dengan pembangunan kesehatan, secara integral pembangunan
bidang kesehatan merupakan syarat utama setiap orang dalam beraktifitas.
Pembangunan kesehatan tidak saja diarahkan pada perbaikan mutu kesehatan saja,
tetapi juga kesehatan dalam arti luas yang juga meliputi kesehatan lingkungan.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Penyediaan satu guru satu rumabh;

2. Mengalokasikan dana perbaikan kualitas fasilitas pendidikan (SD, SMP dan
Pesantren) Rp. 100 juta per sekolah;

3. Memberikan tambahan tunjangan profesi guru di daerah terpencil minimal Rp. 2 juta
per bulan;

4. Pengembangan KUKAR CERDAS berupa pemberian beasiswa bagi siswa yang
berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi;

5. Penyedian komputer dan peralatan bantu pengajaran bagi sekolah dasar dan
menengah serta pesantren;

6. Perintisan dan pengembangan mobilisasi sarjana pendidikan yang baru lulus untuk
mengabdi di daerah miskin dan terpencil;

7. Mendukung program Indonesia pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas
pungutan;

8. Pengembangan “Kampong Pintar”, yakni desa yang terbebas dari warganya yang
tidak bersekolah di usia sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung
pendidikan yang representatif bagi perkembangan anak (penyediaan buku dengan
meyediakan "Perpustakaan Kampong”, layanan akses internet, lembaga bimbingan
belajar dan keterampilan);

9. "Gerakan Etam Mengaji” (GEMA), dengan mengedepankan Pendidikan Keagamaan
yang bukan hanya menjadi tanggung jawab Orang Tua dan Pemerintah tetapi juga
menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat;

10. Mengembangkan puskesmas dan puskesmas pembantu yang modern disetiap
kecamatan;

11. Pembangunan klinik dan rumah sehat desa (revitalisasi posyandu);

12. Mengalokasikan anggaran 3% untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka
Kematian Bayi dan Balita (AKB) serta penyakit menular dan kronis;

13. Upaya perbaikan cakupan kelahiran yang ditangani tenaga medis serta perbaikan
asupan gizi.

14. Peningkatan status gizi dan promosi kesehatan;

15. Meningkatkan peran PKK, Puskemas pembantu, dan Posyandu;

16. Memberikan tambahan tunjangan penghasilan bagi tenaga kesehatan yang bertugas
di daerah terpencil dan pedalaman;

17. Mendukung program Kartu Indonesia Sehat melalui pelayanan kesehatan;

18. Gerakan hidup sehat, melarang merokok di tempat kantor dan tempat tertentu;

19. Gerakan makan makanan sehatdan bergizi;

20. Melanjutkan Program "KUKAR SEHAT";

21. “Nebas Tapak Kemiskinan”, yaitu langkah penanggulangan kemiskinan di dalam
Album Kemiskinan yang akan memuat jumlah penduduk miskin, profil kemiskinan
dan penyebab kemiskinan, melalui:

a. Bedah Rumah;
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b. Gratis biaya pemeriksaan kesehatan bagi ibu dalam masa kehamilan sampai
dengan persalinan bagi warga miskin Kutai Kartanegara di Rumah Sakit dan
Puskesmas;

c. Bantuan Modal Usaha Kemandirian bagi fakir miskin;

d. Pemberian Santunan Warga Tidak Mampu yang termasuk dalam kategori usia
tidak produktif;

e. Pemberian modal bagi Petani dan Nelayan sebesar Rp. 100 juta per kelompok
tani/nelayan (sarana untuk membantu masyarakat tani dan nelayan miskin yang
membutuhkan modal usaha);

22. "Bena Kampong Etam” atau Program Desa Berketahanan Sosial merupakan model
pengembangan pemberdayaan kelembagaan dan pranata sosial ekonomi pedesaan
dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap kepedulian social dan
pembangunan wilayah pedesaan;

23. Pembentukan Lembaga Keuangan Tani dan Nelayan di 18 kecamatan;

24. Pengembangan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik- WPM), bertujuan
menumbuhkan jiwa kewirausahan (enterpreneurship) bagi generasi muda menjadi
generasi mandiri sehingga bukan menjadi generasi pencari kerja tetapi merupakan
generasi pencipta lapangan kerja, sehingga menjadi pilihan hidup pemuda dan
mempunyai multiplier effects bagi masyarakat;

25. Memberikan dukungan pada agenda strategis Nawa Cita, yaitu pemenuhan hak
dasar rakyat.

7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Di era modern saat ini perempuan telah banyak memberikan kontribusi dan inspirasi
dalam proses kemajuan peradaban dunia, hal ini tentunya menjadi bagian penting dari
proses pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana keberadaan perempuan
menjadi aset yang harus dilindungi, dikembangkan dan dioptimalkan sebagai bagian
dari pemangku kepentingan dari proses pembangunan daerah yang lebih membumi,
yang dapat dimulai dari partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan baik
dibidang politik, ekonomi dan sosial.

Disamping itu, Perlindungan Anak juga memiliki peran strategis dalam rangka
pembentukan karakter manusia di masa akan datang. Untuk itu perlu upaya menjamin
dan melindungi serta pemenuhan hak-hak agar dapat hidup layak, tumbuh,
berkembang, berprestasi dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Gerakan "Perempuan Membangun”, merupakan gerakan partisipasi perempuan
dalam pembangunan daerah, seperti penguatan Kelompok Usaha Bersama
Perempuan (KUBP) disetiap desa/kelurahan, yang dimotori oleh perempuan-
perempuan aktif dan kreatif;

2. Membangun pusat rehabilitasi narkoba dan traumatik untuk perempuan dan anak;

3. Pengarustamaan Anak Untuk Sejahtera (PUAS) yang mengutamakan perlindungan
anak dengan mengintegrasikan hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan
dalam rangka melanjutkan program “Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA)"” dan program
“Kabupaten Layak Anak”;

4. Menempatkan posisi perempuan pada jabatan strategis di pemerintahan sesuai
dengan kompetensinya;

5. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan;

6. Menyediakan fasilitas pendukung dalam menjamin perlindungan perempuan dan
anak serta bagi masyarakat berkebutuhan khusus di area publik.
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URUSAN KONKUREN,

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

ndikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegaralahun 2016

2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada
masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam
Rencana Straegis Perangkat Daerah

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu
atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator

kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daemh sebagai alat untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan
capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator

kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada
jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar
keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi
yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan
sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan
di masa mendatang.

A. URUSAN KONKUREN

a. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kota/kabupaten, urusan yang
diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksana otonomi daerah.

Tabel 3.1
Perangkat Daerah PelaksandJrusan Bersifat Wajib

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 | PENDIDIKAN 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10
2 KESEHATAN 2 | Dinas Kesehatan a7
3 | RSUD AM Parikesit
4 | RSUD Abadi
5 | RSUD Dayaku Raja
3 | PU & PENATAAN RUANG 6 | Dinas Pekerjaan Umum 87
4 | PERUMAHAN DAN KWSN 7 | Dinas Perumahan & Kwsn 7
PEMUKIMAN Pemukiman
8 | BPBD
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5 | KETENTRAMAN DAN 9 | Satpol PP 22
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
6 | SOSIAL 10 | Dinas Sosial 14
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
7 KETENAGAKERJAAN 11 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7
8 | PEMBERDAYAAN PEREMPUA| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & 9
DAN PA Perlindungan Anak
9 | PANGAN 13 | Dinas Ketahanan Pangan 5
10 | PERTANAHAN 14 | Dinas Pertanahan dan Penataan 5
Ruang
11 | LINGKUNGAN HIUP 15 | Dinas Lingkungan Hidup & 12
Kehutanan
12 | ADMINDUK DAN CATATAN 16 | Dinas Kependudukan dan Catatan 6
SIPIL Sipil
13 | PEMBERDAYAAN MASY. DAN| 17 | Dinas Pemberdayaan Masy. dan Desa 7
DESA
14 | PENGENDALIAN PENDUDUK | 18 | Dinas Pengendalan Pdd dan KB 8
DAN KELUARGA BERENCANA
15 | PERHUBUNGAN 19 | Dinas Perhubungan 8
16 | KOMUNIKASI DAN 20 | Dinas Kominfo, Statistik & 5
INFORMATIKA Persandian
17 | KOPERASI, UKM 21 | Dinas Koperasi dan UKM 5
18 | PENANAMAN MODAL 22 | Dinas PMPTSP 8
19 | KEPEMUDAAN DAN OLAH 23 | Dinas kepemudaan dan OR 13
RAGA
20 | STATISTIK Dinas Kominfo, Statistik & 0
Persandian
21 | PERSANDIAN Dinas Kominfo, Statistik & 0
Persandian
22 | KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3
23 | PERPUSTAKAAN 24 | Dinas Arsip dan Perpustakaan 1
24 | KEARSIPAN Dinas Ardp dan Perpustakaan 4
JUMLAH TOTAL PROGRAM 293

1. URUSAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1. Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dengan
Realisasi Kinerja sebesar 72,75%Secara keseluruhan pencapaian reja dan renstra
masih ada yang belum memenuhi target dan pencapaian kegiatan akan
ditingkatkan lagi pada tahun 2019 mendatang. Secara kesduruhan ditunjukkan
pada table berikut :
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Realisasi AnggaranDinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

81.078.754.592,00

79.727.776.219,00

98,33

1.350.978.373,00

11

Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

780.000.000,00

638.929.436,00

81,91

141.070.564,00

1.2

Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor

50.000.000,00

8.767.800,00

17,54

41.232.200,00

1.3

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

21.280.000,00

21.000.000,00

98,68

280.000,00

1.4

Penyediaan jasa administrasi
keuangan

1.272.325.800,00

1.049.885.600,00

82,52

222.440.200,00

15

Penyediaan jasa kebersihan
kantor

300.000.000,00

296.109.000,00

98,70

3.891.000,00

1.6

Penyediaan alat tulis kantor

400.000.000,00

394.255.000,00

98,56

5.745.000,00

1.7

Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

25.000.000,00

25.000.000,00

100,00

0,00

1.8

Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan

100.000.000,00

62.280.000,00

62,28

37.720.000,00

1.9

Penyediaan bahan logistik
kantor

100.000.000,00

10.000.000,00

10,00

90.000.000,00

1.10

Penyediaan makanan dan
minuman

250.000.000,00

201.449.500,00

80,58

48.550.500,00

1.11

Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran

74.275.148.792,00

73.986.543.35,00

99,61

288.605.397,00

112

Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan

150.000.000,00

34.500.000,00

23,00

115.500.000,00

1.13

Rapatrapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
dan ke luar daerah

500.000.000,00

312.273.142,00

62,45

187.726.858,00

1.14

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Muara Kaman

150.000.000,00

149.137.850,00

99,43

862.150,00

1.15

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Muara Badak

150.000.000,00

134.752.100,00

89,83

15.247.900,00

1.16

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Kota Bangun

150.000.000,00

149.999.400,00

100,00

600,00

1.17

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Marang Kayu

150.000.000,00

142.158.300,00

94,77

7.841.700,00

1.18

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Muara Wis

165.000.000,00

155.700.000,00

94,36

9.300.000,00

1.19

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan

170.000.000,00

158.305.100,00

93,12

11.694.900,00
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1.20

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Kenohan

180.000.000,00

167.699.400,00

93,17

12.300.600,00

121

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Kembang Janggut

190.000.000,00

119.010.600,00

62,64

70.989.400,00

1.21

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Tenggarong

150.000.000,00

144.063.512,00

96,04

5.936.488,00

1.22

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Tabang

200.000.000,00

190.860.000,00

95,43

9.140.000,00

1.23

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Tenggarong Seberang

150.000.000,00

149.257.400,00

99,50

742.600,00

1.24

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Anggana

150.000.000,00

144.710.030,00

96,47

5.289.970,00

1.25

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Loa Kulu

150.000.000,®

148.687.630,00

99,13

1.312.370,00

1.26

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Sanga Sanga

150.000.000,00

143.866.014,00

95,91

6.133.986,00

1.27

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Loa Janan

150.000.000,00

148.955.660,00

99,30

1.044.340,00

1.28

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Samboja

150.000.000,00

149.967.500,00

99,98

32.500,00

1.29

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Sebulu

150.000.000,00

140.652.850,00

93,77

9.347.150,00

1.30

Fasilitasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Layanan
Kependidikan Kecamatan
Muara Jawa

150.000.000,00

149.000.000,00

99,33

1.000.000,00

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

2.635.920.000,00

519.485.227,00

19,71

2.116.434.773,00

21

Pengadaan peralatan
gedung kantor

150.000.000,00

146.619.998,00

97,75

3.380.002,00

2.2

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

333.200.000,00

59.870.000,00

17,97

273.330.000,00

2.3

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

335.000.000,00

197.440.229,00

58,94

137.559.771,00
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2.4

Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor

167.720.000,00

115.555.000,00

68,90
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52.165.000,00

2.5

Pembangunan Prasirana
Gedung Kantor

850.000.000,00

0,00

0,00

850.000.000,00

2.6

Pengadaan Sarana Gedung
Kantor

350.000.000,00

0,00

0,00

350.000.000,00

2.7

Pengadaan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor

450.000.000,00

0,00

0,00

450.000.000,00

2.8

Rehabilitasi Kantor Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
Layanan Kependidikan
Kecamatan Loa Janan

0,00

0,00

0,00

0,00

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

450.000.000,00

375.694.924,00

83,49

74.305.076,00

3.1

Pelatihan
Pengadministrasian,
pengelolaan dan analis
kepegawaian Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Review Perda No. 15 Tahun
2010 Tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan
dan penyusunan Perbub

150.000.000,00

85.064.174,00

56,71

64.935.826,00

3.3

Pelatihan Sisem
Pengelolaan Keuangan
Daerah Dinas Pendidikan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Pendidikan dan Pelatihan
Perencanaan Dinas

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Pelatihan Penilaian Angka
Kredit Kenaikan Pangkat
jabatan Fungsional Tertentu
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

75.000.000,00

69.250.000,00

92,33

5.750.000,00

3.6

Evaluasi dan Pembinaan
Kepegawaian aparatur sipil
negara Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00

0,00

3.7

Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPE@)inas
Pendidikan dan Kebudayaan.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Pengelolaan Kenaikan
pangkat jabatan Fungsional
Umum dan Khusus serta
penilaian Angka Kredit (
PAK) Guru PAUD/PNFI,SD
dan SMP.

150.000.000,00

146.380.750,00

97,59

3.619.250,00

Program pen ingkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

9.759.898.747,55

8.524.993.297,00

87,35

1.234.905.450,55

4.1

Penyusunan Laporan
Keuangan

100.000.000,00

98.563.600,00

98,56

1.436.400,00

4.2

Penataan Aset Dinas

200.000.000,00

195.146.600,00

97,57

4.853.400,00

4.3

Penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan
kinerja serta Monev

200.000.000,00

160.829.500,00

80,41

39.170.500,00
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Review dan Persiapan LK 225.000.000,00 225.000.000,00| 100,00 0,00
4.4 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Fasilitasi Penyelesaian 9.034.898.747,55 7.845.453.597,00| 86,83 1.189.445.150,55
4.5 Kewajiban kepada Pihak
Ketiga
Program Pendidikan Anak 1.984.073.937,00 909.113.400,00 | 45,82 1.074.960.537,00
5 Usia Dini
Bimtek Implementasi 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
5.1 | Kurikulum 2013 PAUD
Pekan Olahraga dan Seni 0,00 0,00 | 0,00 0,00
52 | PAUD (PORSENI PAUD)
Bimtek dan Monitoring 212.000.000,00 211.738.000,00| 99,88 262.000,00
5.3 Evaluasi BOP
Pembinaan Bunda PAUD se 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
5.4 Kabupaten Kutai Kartanegara
Pendampingan proses 50.000.000,00 41.475.600,00| 82,95 8.524.400,00
5.5 Penegerian TK
Monitoring, Evaluasi dan 70.000.000,00 61.899.800,00| 88,43 8.100.200,00
5.6 Visitasi ljin Pendirian dan ljin
Operasional Lembaga
Rehabilitasi Gedung TK 37.232.666,00 0,00 | 0,00 37.232.666,00
5.7
Pengadaan Meubelair TK 34.000.000,00 0,00 | 0,00 34.000.000,00
5.8 Mawar
Pembangunan Taman 150.000.000,00 0,00 | 0,00 150.000.000,00
5.9 Kanak-kanak (TK)
Pembangunan Toilet 40.000.000,00 0,00 | 0,00 40.000.000,00
5.10 Kelompok Bermain Al
Humairoh
Pengadaan Alat Edukasi 381.041.271,00 0,00 | 0,00 381.041.271,00
Pembangunan Toilet TK 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
5.12
Bantuan Operasional 559.800.000,00 519.000.000,00| 92,71 40.800.000,00
513 | pendidikan (BOP) PAUD
Dana Pendampingan 75.000.000,00 75.000.000,00| 100,00 0,00
514 Bantuan Penyelanggaraan
’ Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Pendampingan akreditasi 0,00 0,00 | 0,00 0,00
5.15 | Lembaga PAUD dan PNFI
Pembangunan Pagar TK 125.000.000,00 0,00 | 0,00 125.000.000,00
5.16
Program Wajib Belajar 128.138.942.962,00 74.852.749.809,00 | 58,42 | 53.286.193.153,00
6 Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Festival LombaSeni Siswa 100.000.000,00 99.997.800,00| 100,00 2.200,00
6.1 | Nasional (FLS2N) SD
Survey dan Pembuatan 110.000.000,00 50.826.720,00| 46,21 59.173.280,00
6.2 Sertifikat Lahan SMP
Lanjutan Pembangunan 42.088.178.762,00 18.184.824.90400 | 43,21 23.903.353.858,00
6.3

Ruang Kelas SMP
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Penyelenggaran Ujian 400.000.000,00 397.294.500,00| 99,32 2.705.500,00
6.4 Nasional SMP

Penguatan Peningkatan 135.000.000,00 0,00 | 0,00 135.000.000,00
6.5 Mutu Manajemen SMP

Fasilitasi Pengembangan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
6.6 Sekolah model dan sekolah

rujukan SMP
6.7 Pembangunan Pagar SD 3.595.000.000,00 3.162.036.000,00| 87,96 432.964.000,00

Pembangunan Pagar SMP 1.195.000.000,00 1.086.793.075,00{ 90,95 108.206.925,00
6.8

Rehabilitasi Ruang Kelas SD 838.000.000,00 560.353.500,00| 66,87 277.646.500,00
6.9

Pengadaan Sarana Sekolah 57.000.000,00 50.280.000,00| 88,21 6.720.000,00
6.10 Dasar

Pembebasan Lahan SD 50.000.000,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00
6.11

Pembangunan Musholla 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
6.12 SMPN 2 Muara Muntai

Pengadaan Sarana Sekolah 60.000.000,00 59.862.600,00| 99,77 137.400,00
6.13

Pengadaan Perlengkapan 58.999.200,00 55.636.700,00| 94,30 3.362.500,00
6.14 Perpustakaan SD

Pembangunan Perpustakaan 265.000.000,00 262.245.000,00| 98,96 2.755.000,00
6.15 sD

Pembangunan Ruang UKS 20.000.000,00 0,00 | 0,00 20.000.000,00
6.16 SDN

Pembangunan Toilet Murid 150.000.000,00 148.849.000,00| 99,23 1.151.000,00
6.17 dan Guru SD

Pembuatan Sertifikat Lahan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
6.18 | sekdah SD

Pembangunan Halaman 70.000.000,00 69.437.000,00| 99,20 563.000,00
6.19 | parkir SDN

Pelatihan Komputer untuk 80.000.000,00 0,00 | 0,00 80.000.000,00
6.20 siswa

Pengadaan Meubelair Siswa 30.000.000,00 0,00 | 0,00 30.000.000,00
6.21 sD

Pembebasan Lahan SMP 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
6.22

Pembangunan Toilet SDN 70.000.000,00 69.537.000,00| 99,34 463.000,00
6.23

Rehabilitasi Gedung/Ruang 425.000.000,00 0,00 | 0,00 425.000.000,00
6.24 Pertemuan SMP

Pembangunan Halaman 1.998.765.000,00 1.710.621.000,00 85,58 288.144.000,00
6.25 Sekolah / Plataran Sekolah

SD

Olimpiade Olahraga Siswa 300.000.000,00 298.435.200,00| 99,48 1.564.800,00
6.26 | Nasional (O2SN) SD

Bantuan Operasional 59.748.000.000,00 33.509.985.200,00| 56,09 26.238.014.800,00
6.27 Sekolah (BO$ Kabupaten

Olimpiade Sains Nasional 150.000.000,00 131.125.600,00| 87,42 18.874.400,00
6.28

(OSN) SD
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6.29

Penyelenggaraan Ujian
Sekolah SD/MI Tahun
Pelajaran 2017/2018

350.000.000,00

347.964.500,00

99,42
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2.035.500,00

6.30

Penguatan Implementasi
Pelaksanaan Kurikulum 2013
SD

150.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

6.31

Penguatan Pendidikan
Karakter Peserta Didik
Tingkat SD

0,00

0,00

0,00

0,00

6.32

Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Siswa SMP

325.000.000,00

274.875.000,00

84,58

50.125.000,00

6.33

Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN) Siswa SMP

450.000.000,00

441.228.000,00

98,05

8.772.000,00

6.34

Festival dan Lomba Seni
Siswa Nasional (FLS2N) Siswi
SMP

210.000.000,00

154.300.000,00

73,48

55.700.000,00

6.35

Pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)
Berbasis Online SMP

185.000.000,00

179.840.000,00

97,21

5.160.000,00

6.36

Sosialisasi Pengembangan
dan Pembangunan Karakter
Siswa SMP

275.000.000,00

100.275.000,00

36,46

174.725.000,00

6.37

Semenisasi/Paving Blok
halaman sekolah dan
pelataran sekolah SD

1.715.000.000,00

1.634.959.000,00

95,33

80.041.000,00

6.38

Semenisasi/Paving Blok
halaman sekolah dan
pelataran sekolah SMP

225.000.000,00

42.507.1%,00

18,89

182.492.850,00

6.39

Dana Alokasi Khusus (DAK)
SD

7.965.000.000,00

7.963.595.360,00

99,98

1.404.640,00

6.40

Dana Alokasi Khusus (DAK)
SMP

2.270.000.000,00

2.254.687.450,00

99,33

15.312.550,00

6.41

Dana Umum Dana Alokasi
Khusus (DAK)SD

600.000.000,00

597.879.600,00

99,65

2.120.400,00

6.42

Dana Umum Dana Alokasi
Khusus (DAK) SMP

325.000.000,00

223.880.500,00

68,89

101.119.500,00

6.43

Pembangunan Ruang Kelas
SMP/MTs

150.000.000,00

146.611.550,00

97,74

3.388.450,00

6.44

Pembangunan ruang kelas
baru SD

200.000.000,00

198.285.000,00

99,14

1.715.000,00

6.45

Pengadaan Alat DrumBand
SMP

250.000.000,00

185.840.900,00

74,34

64.159.100,00

6.46

Monitoring, evaluasi dan
Bimbingan Teknis Kegiatan
Akreditasi SMP

0,00

0,00

0,00

0,00

6.47

Rehab 3 Ruang Kelas pada
SDN 017 Kecamatan Muara
Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara (Bankeu)

200.000.000,00

197.880.000,00

98,94

2.120.000,00

Program Pendidikan Non
Formal

2.345.000.000,00

1.845.223.000,00

78,69

499.777.000,00

7.1

Bimtek Tutor Life Skill
Pendidikan Kesetaraan Paket
A, Paket B dan Paket C

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Berstandar Nasional

(USBN) Paket A dan Ujian

200.000.000,00

82.158.000,00

41,08

117.842.000,00
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7.3

Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Berstandar Nasional
(USBN) Paket C

175.000.000,00

94.465.000,00

53,98

80.535.000,00

7.4

Penuntasan Pendidikan
Keaksaraan Fungsional di 18
Kecamatan

300.000.000,00

0,00

0,00

300.000.000,00

7.5

Pengadaan Komputer PC
untuk SKB Kota Bangun, SKB
Tenggarong dan SKB Muara
Jawa

0,00

0,00

0,00

0,00

7.6

Pengadaan Jaringan Internet
untuk 3 SKB

0,00

0,00

0,00

0,00

7.7

Pengadaan Meubelair
Sanggar Kegiatan Belajar

0,00

0,00

0,00

0,00

7.8

Dana Alokasi Khusus (DAK)
SKB

1.570.000.000,00

1.568.601.000,00

99,91

1.399.000,00

7.9

Dana Umum Dana Alokasi
Khusus (DAK) SKB

100.000.000,00

99.999.000,00

100,00

1.000,00

Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

625.000.000,00

0,00

0,00

625.000.000, 00

8.1

Seleksi dan Diklat Penyiapan
Calon Kepala Sekolah Dasar

275.000.000,00

0,00

0,00

275.000.000,00

8.2

Pelatihan Guru Inklusi

350.000.000,00

0,00

0,00

350.000.000,00

8.3

Pelatihan dan Penguatan
Asesor Akreditasi SD/MI,
SMP/Mts

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

Pelatihan Emotional Spiritual
Quotient (ESQ) Bagi Kepala
Sekolah

0,00

0,00

0,00

0,00

8.5

Reguler Training
Penggunaan Buku Cambrige
University Press Bagi Guru
Bahasa Inggris

0,00

0,00

0,00

0,00

8.6

Peningkatan Kemampuan
Bahasa Inggis melalui
"English Competition for
School and Students"

0,00

0,00

0,00

0,00

8.7

Pelatihan dan Kursus singkat
Pengajaran dan Penggunaan
Buku Pengantar Bahasa
Inggris Bagi Guru

0,00

0,00

0,00

0,00

Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

2.328.220.000,00

1.487.381.600,00

63,88

840.838.400,00

9.1

Pendampingan dan
Monitoring Pelaksanaan
Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS dan BOSNAS)

515.000.000,00

445.633.200,00

86,53

69.366.800,00

9.2

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Pembangunan
Pendidikan

346.420.000,00

103.220.000,00

29,80

243.200.000,00

9.3

Pelaksanaan Akreditasi
Sekolah Dasar

50.000.000,00

42.900.000,00

85,80

7.100.000,00
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Validasi dan Penetapan 100.000.000,00 0,00 | 0,00 100.000.000,00
9.4 Sekolah Penerima Bantuan

Pelatihan Operator sekolah 270.000.000,00 62.274.000,00| 23,06 207.726.000,00

terkait dengan pemanfaatan
9.5 Sistem Informasi Pendidikan

Kutai Kartanegara (

SIPENDEKAR)

Monitoring dan Evaluasi 130.000.000,00 119.592.500,00| 91,99 10.407.500,00
9.6 sistem Jaringan

Monitoring dan Evaluasi 250.000.000,00 250.000.000,00| 100,00 0,00
9.7 Penerapan buku Cambrige

University Press

Verifikasi guru penerima 250.000.000,00 151.421.600,00| 60,57 98.578400,00

tunjangan tambahan
9.8 .

penghasilan guru daerah

terpencil

Pameran Pendidikan 150.000.000,00 129.688.500,00| 86,46 20.311.500,00
9.9

Pengelolaan Pelayanan 106.800.000,00 28.845.600,00| 27,01 77.954.400,00
9.10 Informasi dan Komunikasi

Bidang Pendidikan

Advokasi Bidang Pendidikan 100.000.000,@ 98.635.000,00| 98,64 1.365.000,00
9.11

Dana Pendampingan 60.000.000,00 55.171.200,00| 91,95 4.828.800,00
9.12 Kegiatan Fasilitasi Pokok

Hutang Pihak Ketiga

Program Pengembangan 5.200.388.801,00 2.714.670.765,00 | 52,20 2.485.718.036,00
10 Nilai Budaya

Pelestarian dan aktualisasi 2.996.715.501,00 2.522.448.475,00| 84,17 474.267.026,00
101 Adat Budaya Daerah

Ekspedisi situs cagar budaya 0,00 0,00 | 0,00 0,00
10.2

Pembebasan Lahan Situs 120.000.000,00 0,00 | 0,00 120.000.000,00
10.3

Faslitasi Pengembangan 2.083.673.300,00 192.222.290,00| 9,23 1.891.451.010,00
10.4 Pelestarian Kebudayaan

Keraton

Program Pengelolaan 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
11 Kekayaan Budaya

Pengelolaan Museum Kayu 200.000.000,00 0,00 | 0,00 200.000.000,00
111 dan Museum Muara Kaman

Pengelolaan Cagar Budaya 0,00 0,00 | 0,00 0,00
11.2

Program Pengelolaan 250.000.000,00 0,00 | 0,00 250.000.000,00
12 Keragaman Budaya

Pergelaran Kesenian Daerah 0,00 0,00 | 0,00 0,00
12.1

Penyusunan Kurikulm 250.000.000,00 0,00 | 0,00 250.000.000,00
12.2 Muatan lokal Bahasa Kutai

JUMLAH 234.996.199.039,55 | 170.957.088.241,00 | 72,75 | 64.039.110.798,55
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Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan
Peneapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yag digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebuchyaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kutai Kartanegara tahun 2018:

Tabel.3.3
IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

1 Meningkatnya mutu 1. Angka melek huruf (%) 99,89 99,89
dan daya saing 2. Ratarata lama sekolah 9,12 9,12
pendidikan serta 3. APK SD/MI 100 100
pemerataan 4, APK SLTP/MTs 94 50 94,50
memperoleh 5. APM SD/MI 99,67 99,67
kesempatan pendidikan | 6: APM SLTP/MTs 92,25 92,25

7. Penyelenggaraan 80 80
Festival Seni dan Budaya

8. Sarana Penyelenggaraan 22 22
Seni dan Budaya

9. Benda, Situs dan 95,10 95,10
Kawasan Cagar Budaya
Yang Dllestarikan

Pengukuran target kinerja dari sasaran strdegis yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk
mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuai Kartanegara
untuk tahun 2018.
Pencapaian IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 secara
ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini :
Tabel 3.4
Pencapaian IKU Dinas PendidikanTahun 2018

1 | Angka melek huruf 99.93 99.94 99,94 100 100
(%)
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2 Rata-rata lama 8.50 8,98 8,97 99,88 9,12
sekolah
3 | APK SD/MI 99.85 100 105,83 105,83 100
4 | APK SLTP/MTs 93.90 93.90 99,80 94,08 96,50
5 | APM SD/MI 99.86 99.96 99,86 99,89 99,71
6 | APM SLTP/MTs 93.91 99.92 94,14 94,17 92,75
7 | Penyelenggaraan 53 78 53,00 67,94 84
Festival Seni dan
Budaya
8 | Sarana 16 20 14,00 70 26
Penyelenggaraan
Seni dan Budaya
9 | Benda, Situs dan 94.87 95,00 94,12 99,07 98
Kawasan Cagar
Budaya Yang
Dilestarikan

Dari 9 Indikator Kinerja sasaran yang merupakan Indikator kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KutaKartanegara pada tahun 2018,
1 Indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini
menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan
penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian
sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara,beberapa indikator pencapaiannya
belum mencapai 100% pada tahun 2018, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih
keras, focus, dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang
mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Mengri Dalam Negeri

Nomor 54 tahun 2010 terdapat 7 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 1

indikator menunjukkan capaian rendah dan 1 indikator sangat rendah.

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kutai Kartanegara per 31 Desember 2018berjumlah 6.405 orang PNS yang terdiri
dari 58 Pejabat Struktural dan 559 Fungsional.

4. Alokasi dan Realisas Anggaran
Dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.173.585.137.678,86yang terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 938.610.838.639,31dengan realisasi keuangan Rp.
765.987.783.520,00 (81,61%) dan Belanja Langsung Rp. 234.996.199.039,55 dengan
realisasi keuangan mencapai Rp170.957.088.241;, atau 72,75 %.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah
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tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana darprasarana yang
tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabpaten Kutai Kartanegara
adalah terdiri dari ; Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten
Kutai Kartanegaracukup representatif yang terletak di Jalan Lais Kelurahan Timbau
Tenggarong dalam kondisi baik. Kendaraan terdiri dari Kendaraan Roda Duadan
Kendaraan Roda Empat. Sarana Komputer meliputi Komputer dan Laptop.
Telekomunikasi dan Informasi, Peralatan Mesin Generator dalam keadaan baik.

6. Permasalahan dan Solusi

a) Dalam tiga tahun mendatang, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di
Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada berbagai tantangan serius,
terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (1) pemerataan
dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevang dan daya
saing; (3) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (4)
peningkatan pembiayaan.

b) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terkait kualitas SDM
pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan sehingga untuk mengatasi
hal tersebut diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dan koordinasi lebih
intensif.

¢) Program Kegiatan yang seharusnya dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Murni, tetapi dianggarkan pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeah (APBDP).

2. URUSAN KESEHATAN

DINAS KESEHATAN
1. Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 Dinas
Kesehatan telah memasukan sebanyak 23 jumlah program di Tahun 2018 dengan
presentase capaian kinerja keuangan sebesar Z,22%, Secara keseluruhan
pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan
adanya rasionalisasi anggaran dan capaian target program dan kegiatan akan
ditingkatkan lagi pada tahun 2019 mendatang secara keseluruhan sebagai berik :

Tabel.3.5
Realisasi AnggaranDinas KesehatanTahun 2018

A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

1 | Penyediaan jasa surat 5.000.000 5000000 1.230.000| 24.60
menyurat

2 | Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya 500.000.000 500.000.000 440.875.816| 88,18
air dan listrik

3 | Penyediaan jasa peralatan 300.000.000 300.000.000 89.154.320| 29,72
dan perlengkapan kantor

4 | Penyediaan jasa 225.000.000 225.000.000 67.382.039| 29,95
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Penyediaan jasa
administrasi keuangan

1.000.000.000

2.000.000.000

1.075.408.875

53,77

Penyediaan alat tulis kantor

200.000.000

200.000.000

199.572.000

99,79

Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

60.000.000

60.000.000

29.502.000

49,17

Penyediaan peralatan
rumah tangga

150.000.000

150.000.000

Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan

30.000.000

30.000.000

29.532.000

98,44

10

Penyediaan makanan dan
minuman

250.000.000

250.000.000

155.234.500

62,09

11

Penyediaan jasa
administrasi Teknis
Perkantoran

30.079.000.000

27.479.000.000

24.791.921.627

90,22

12

Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan dan
penjilidan

175.000.000

175.000.000

60.891.150

34,79

13

Rapatrapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
dan ke luar daerah

1.100.000.000

1.600.000.000

879.392.838

54,96

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Pengadaan perlengkapan
gedung kantor

1.146.298.0B

746.298.003

247.326.800

33,14

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

508.913.271

508.913.271

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

400.000.000

300.000.000

200.481.500

66,83

Penyediaan Prasarana
Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota (Dana
Alokasi Khusus (DAK)
Fisik*)

122.235.000

122.235.000

121.006.664

99

Pengadaan perlengkapan
gedung kantor

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Pengadaan/Rekrutmen
Tenaga Kontrak UPTD dan
Dinas Kesehatan

60.000.000

60.000.000

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan

75.000.000

75.000.000

38.270.600

51,03

Monitoring Evaluasi

200.000.000

200.000.000

64.069.400

32,03
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Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Fasilitasi pelaksanaan
Akutansi dan
perbendaharaan pada
Puskesmas PPK BLUD

900.000.000

1.900.000.000

780.023.073

41,05

Fasilitasi Pertemuan dan
Pendampingan E Planning

500.000.000

500.000.000

230.308.805

46,06

Fasilitasi Penyelesaian
Kewajiban Kepada Pihak
Ketiga

46.220.914.153

45.467.312.746

98,37

Program Obat dan
Pembekalan Kesehatan

Pembinaan Pelayanan
Kefarmasian

150.000.000

150.000.000

41.884.400

27,92

Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Distribusi
Obat dan E Logistik

260.784.000

260.784.000

223.915.000

85,86

Operasional UPT Dinas
Kesehatan Gudang Farmasi
Kabupaten

250.000.000

250.000.000

50.573.500

20,23

Operasional UPTD
Elektromedik Daerah
Kabupaten

400.000.000

400.000.000

168.225,392

42,06

Pengadaan Perbekalan
Kesehatan

300.000.000

300.000.000

96.096.652

32,03

Pengadaan Obat

4.000.000.000

4.000.000.000

764.663.586

19,12

Fasilitasi PeningkatanMutu
Pengguna Obat

100.000.000

100.000.000

10.545.600

10,55

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
bunga jadi

404.119.000

404.119.000

274.847.955

68,01

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
prangat

291.443.000

291.443.000

272.500.900

93,50

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
badak baru

270.464.000

270.464.000

242.129.459

89,52

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
rimba ayu

311.283.000

311.283.000

287.471.312

92,35

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
jonggon jaya

284.362.000

284.362.000

283.637.866

99,75

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
muara badak

365.064.000

365.064.000

249.927.822

68,46

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas loa

240.455.000

240.455.000

231.261.262

96,18
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Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
rapak mahang

282.151.000

282.151.000

277.153.711

98,23

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
sangasanga

285.364.000

285.364.000

239.514.212

83.93

10

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
muara kaman

422.961.000

422.961.000

252.899.489

59,79

11

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
marang kayu

308.418.000

308.418.000

289.733.300

93,94

12

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
kahala

425.195.000

425.195.000

419.559.850

98,67

13

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas ritan

345.325.0®

345.325.000

307.760.961

89,12

14

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
muara wis

360.048.000

360.048.000

320.944.000

89,14

15

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
sungai meriam

432.312.000

432.312.000

377.664.159

87,76

16

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas loa
kulu

479.566.000

479.566.000

327.141.210

68,22

17

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
muara muntai

373.510.000

373.510.000

336.717.443

90,15

18

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
mangkurawang

321.088.000

321.088.000

300.640.950

93,63

19

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
batuah

184.066.000

184.066.000

165.164.500

89,73

20

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
tabang

319.669.000

319.669.000

279.689.847

87,49

21

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
muara jawa

456.454.000

456.454.000

327.066.585

71,65

22

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas teluk
dalam

386.650.000

386.650.000

277.418.080

71,75

23

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas loa
ipuh

309.800.000

309.800.000

285.019.602

92,00

24

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
handil baru

368.877.000

368.877.000

331.366.974

89,83

25

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas kota
bangun

383.511.000

383.511.000

324.053.300

84,50
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198.087.125

86,75

27

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas loa
janan

266.672.000

266.672.000

219.385.958

82,27

28

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
sebulu 2

215.872.000

215.872.000

146.613.209

67,92

29

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
samboja

335.247.000

335.247.000

313.269.372

93,44

30

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
kembang janggut

450.313.000

450.313.000

310.823.000

69,02

31

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas sei
merdeka

298.275.000

298.275.000

277.395.996

93,00

32

Peningkatan pelayanan
kesehatan puskesmas
sebulu 1

420.711.000

420.711.000

247.422.621

58,81

33

Peningkatan Upaya
Kesehatan Dasar di
Puskesmas dan
Jaringannya

450.000.000

450.000.000

165.203.350

36,71

34

Peningkatan pelayanan
Kesehaan Khusus

337.404.000

337.404.000

122.005.000

36,16

35

Peningkatan Kompetensi
Teknis Tenaga Kesehatan

250.000.000

250.000.000

56.346.400

22,54

36

Penilaian Fasilitas
Kesehatan Tingkat pertama

250.000.000

250.000.000

83.972.851

33,59

37

Fasilitasi Pelagnan
Kesehatan Swasta/
Klinik/Institusi

200.000.000

200.000.000

71.183.900

35,59

38

Fasilitasi Kesehatan Jiwa

150.000.000

150.000.000

81.544.000

54,36

39

Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Puskesmas

236.790.000

236.790.000

102.573.400

43,32

40

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
bunga jadi

544.464.894

544.464.894

449.709.300

82,60

41

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
prangat

543.528.860

543.528.860

496.977.000

91,44

42

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
badak baru

498.950.777

498.950.777

412.854.499

82,74

43

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
rimba ayu

701.213.259

701.213.259

436.467.700

62,24

44

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
jonggon jaya

599.784.260

599.784.260

599.759.260

100

45

Bantuan Operasional

633.826.706

633.826.706

518.955.475

81,88
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46

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas loa
duri

571.585,554

571.585,554

541.683.400

94,77

47

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
rapak mahang

597.532.484

597.532.484

597.097.484

99,93

48

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
sangasanga

578.553.672

578.553.672

505.772.900

87,42

49

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
muara kaman

612.833.813

612.833.813

525.168.600

85,70

50

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
marang kayu

530.138.790

530.138.790

490.793.355

92,58

51

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
kahala

647.216.647

647.216.647

647.167.800

99,99

52

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
ritan

500.028.825

500.028.825

324.468.225

64,89

53

Bantuan Operasiond
Kesehatan puskesmas
muara wis

604.255.765

604.255.765

544.008.800

90,03

54

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
sungai meriam

744.085.731

744.085.731

536.609.000

72,12

55

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas loa
kulu

736.482.908

736.482.908

723.373.300

98,22

56

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
muara muntai

751.585.731

751.585.731

679.636.500

90,43

57

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
mangkurawang

611.660.083

611.660.083

607.715.700

99,36

58

Bantuan Operasional
Kesehatan puskemas
batuah

454.269.871

454.269.871

413.537.562

91,03

59

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
tabang

542.014.612

542.014.612

450.314.612

83,08

60

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
muara jawa

605.674.331

605.674.331

585.167.900

96,61

61

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
teluk dalam

684.936.707

684.936.707

616.508.900

90,01

62

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas loa
ipuh

515.035.967

515.035.967

515.025.900

100

63

Bantuan Operasional

529.702.589

529.702.589

513.209.068

96,89
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64

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas kota
bangun

705.731.096

705.731.096

614.607.800

87,09

65

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
separi 3

537.837.295

537.837.295

473.610.100

88,06

66

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas loa
janan

560.993.425

560.993.425

531.246.024

94,70

67

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
sebulu 2

452.531.472

452.531.472

365.670.700

80,84

68

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
samboja

554.025.307

554.025.307

553,845.000

99,97

69

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
kembang janggut

633.929.530

633.929.530

513.780.100

81,05

70

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas sei
merdeka

511.262.801

511.262.801

474.180.300

92,75

71

Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas
sebulu 1

670.809.108

670.809.108

477.272.600

71,15

72

Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Upaya
Kesehatan Masyarakat
Kabupaten (DAK Non Fisik

*)

933.204.000

933.204.000

877.218.994

94,00

73

Operasional fasilitasi badan
Narkotika Kabupaten (BNK)

1.000.000.000

1.000000.000

649.791.825

64,98

74

Operasional Fasilitasi
palang Merah Indonesia
(PMI)

1.000.000.000

1.000.000.000

73.690.800

7,37

Program Pengawasan
Obat dan Makanan

Sosialisasi Keamanan
pangan atau Makanan

100.000.000

100.000.000

60.292.600

60,29

Pemeriksaan dan
Pemusnahan obat obatan
dan makanan yang
mengandung bahan
berbahaya

50.000.000

50.000.000

10.449.400

20,90

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat

Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat

150.000.@0

150.000.000

105.943.000

70,63

Monitoring dan Evaluasi
program promosi

150.000.000

150.000.000

90.992.500

60,66
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Fasilitasi Peringatan Hari
Hari Tertentu Kesehatan

150.000.000

150.000.000

67.862.000

45,24

Program Perbaikan Gizi
Masyarak at

Pencegahan dan
Penanggulangan anemia
gizi, Kekurangan Vit A dan
Gangguan akibat
kekurangan yodium (lbu
Hamil KEK)

200.000.000

200.000.000

51.763.100

25,88

Pengadaan Buku KIA dan
GPA

145.000.000

145.000.000

85.464.900

58,94

Fasilitasi Percetan
Program ASI Eksklusif

200.000.000

200.000.000

13.544.700

6,77

Pencegahan dan
Penanggulangan Gizi
Buruk/KEP

300.000.000

300.000.000

108.554.059

36,18

Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan

100.000.000

100.000.000

Peningkatan kapasitas tata
Laksana Gizi Buruk pd Anak

300.000.000

300.000.000

Peningkatan kapasitas
Petugas dalam
pemantauan Pertumbuhan
pd Balita

300.000.000

300.000.000

Program Pengembangan
Lingkungan Sehat

Fasilitasi penyehatan
Lingkungan

175.000.000

175.000.000

132.744.731

75,85

Pemeriksaan Colinesterase
Darah Petani dan pekerja

75.000.000

75.000.000

10.201.600

13,60

Peningkatan Kapasitas
Petugas Sanitasi

108.000.000

108.000.000

41.218.500

38,17

Program Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular

Penanggulangan penyakit
menular

150.000.000

150.000.000

64.692.000

43,13

Pertemuan Monitoring dan
Evaluasi program Imunisasi

200.000.000

200.000.000

22.929.740

11,46

Pemberian Imunisasi Bagi
Jemaah Haji

100.000.000

100.000.000

88.577.800

88,58

Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan

Fasilitasi
sertifikasi/perijinan tenaga
kesehatan, fasilitas
kesehatan dan fasilitas
peninjang pelayanan
Kesehatan

291.270.000

291.270.000

88.146.000

30,26

Fasilitasiakreditasi
Puskesmas

530.000.000

530.000.000

203.358.319

38,37

FasilitasSurveylance Dinkes

269.000.000

269.000.000

207.635.467

77,19

LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Katutai Kartaregara Tahun2018




ISO dan Puskesmas ISO

BAB Il |56

Fasilitasi Implementasi
Regulasi Bidang Kesehatan

100.000.000

100.000.000

33.779.011

33,78

Akreditasi Puskesmas (DAK
Non Fisik)

1.250.000.000

1.250.000.000

1.074.976.922

86,00

Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya

Pembangunan Puskesmas

11.000.000.000

10.931.658.400

10.667.813.825

97,59

Rehabilitasi Sedang/Berat
PugBerat Puskesmas
Pembantu

538.130.000

538.130.000

255.575.700

47,49

Rehabilitasi Total
Puskesmas

33.600.000.000

31.400.000.000

13.026.991.917

41,49

Renovasi Puskesmas

8.500.000.000.

8.301.832.000

6.202.215.950

74,71

Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas

400.000.000

0

0

Perluasan Puskesmas

2.600.000.000

1.400.000.000

114.484.850

8,18

Perencanaan
Pembangunan / Rehab /
renovasi dan perluasan
Puskesmas

400.000.000

400.000.000

102.571.500

25,64

Perencanaan
pembangunan / Rehab /
Renovasi dan Perluasan
Puskesmas Pembantu

200.000.000

200.000.000

Pavingisasi dan Pemagaran
Puskesmas

300.000.000

300.000.000

19.296.500

6,43

10

Pavingisasi dan pemagaran
Puskesmas pembantu

15.000.000

15.000.000

11

Pembanguna Puskesmas
Pembantu

3.393.426.000

618.402.550

491.095.200

79,41

12

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan sarana dan
prasarana kesehatan

150.000.000

150.000.000

108.287.517

72,19

13

Pengadaan Mobil
Ambulance Puskesmas

800.000.000

800.000.000

14

Pengadaan Generabr /
Pembangkit Listrik
Puskesmas dan Puskesmas
pembantu

690.000.000

690.000.000

8.786.250

1,27

15

Penyediaan Sewa Gedung /
kantor Puskesmas

400.000.000

700.000.000

263.410.500

37,63

16

Pembangunan Rumah
Dinas paramedis
Puskesmas

6.478.000.000

578.000.0®

216.648.200

37,48

17

Pengadaan Alat Kesehatan

12.500.000.000

4.400.000.000

4.334.503.808

98,51

18

Pengadaan meubelair

3.500.000.000

3.500.000.000

3.230.040.865

92,229

19

Pemasangan Listrik dan

300.000.000

300.000.000

8.365.000

2,79
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20

Perbaikan / Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Puskesmas

464.935.000

2.464.935.000

21

Pembuatan Sertifikasi
tanah Puskesmas /
Pueksmas Pembantu

300.000.000

300.000.000

22

Pembangunan Puskesmas
Dana Alokasi Khwsus (DAK
| Fisik)

5.976.416.000

5.976.416.000

5.505.543.000

92,12

23

Pengadaan peralatan
pendukung Imunisasi
(Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik)

472.564.000

472.564.000

466.750.658

98,77

24

Pendamping dana Alokasi
Khusus (DAK)

270.000.000

270.000.000

237.633.500

88,01

25

Pemeliharaan Rutin /
berkala Puskesmas
pembantu

600.000.000

600.000.000

250.778.000

41,80

26

Pevingisasi dan pagar
beton Puskban Jembayan
RT. 002 Ds jembayan Kec.
Loa Kulu

100.000.000

100.000.000

27

Pembangunan Puskesmas
(Lanjutan)

4.000.000.000

4.000.000.000

2.708.964.850

67,72

Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

Kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat

800.000.000

8.704.123.000

4.771.414.168

54,82

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia

Faglitasi Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia

100.000.000

100.000.000

58.964.300

58,96

Program Pengendalian
Penyakit dan Surveilans

Surveilan aktif petugas
Kabupaten ke RSUD, BPS

50.000.000

50.000.000

6.580.700

13,16

Fasilitasi Surveylance dn
Penyelidikan Epidemiologi

350.000.000

350.000.000

102.522.921

29,29

Program Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit tidak Menular

Penanggulangan penyakit
tidak menular

250.000.000

250.000.000

123.050.699

49,22

Program

penanggulangan kejadi an
luar biasa (KLB) dan
bencana/wabah

Fasilitasi penanggulangan

150.000.000

150.000.000

53.777.800

35,85
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Fasilitasi Penaggulangan
bencana

150.000.000

150.000.000

21.590.000

14,39

Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Reproduk si

Kunjungan Dokter spesialis
kandungan secara berkala

200.000.000

200.000.000

57.119.700

28,56

Jaminan persalinan (DAK
Non Fisik) *)

7.184.671.000

7.184.671.000

3.460.922.750

48,17

Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Anak

Peningkatan Kesehatan
Anak dan Remaja

450.000.000

450.000.000

173.868.000

38,64

Program Kebijakan dan
Manajemen Kesehatan

Fasilitasi Kehumasan
bidang kesehatan

100.000.000

100.000.000

44.075.600

44,08

Fasilitasi Pengembangan
dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan
kesehatan

100.000.000

100.000.000

30.321.000

30,32

Fasilitasi peningkatan
Kualitas Informasi
Kesehatan

150.000.000

150.000.000

88.299.900

58,87

Fasilitasi Pengelolaan
Wibesite Puskesmas

150.000.000

150.000.000

31.111.900

20,74

Pemeliharaan peralatan
pendukung sistim

informasi kesehatan di
dsinkes Kabupaten,
puskesmas dan jaringannya

114.760.000

114.760.000

37.359.400

32,55

JUMLAH

192.689.690.274

227.673.194.377,50

164.435.669.145

72,22

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2018 pada SKPD Dinas Kesehatan dan Puskesmas

dapat dihimpun pencapaian-pencapaian dibawah ini :

Tabel.3.6
Standar Pelayanan Minimum (SPM)Dinas KesehatanKab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

Pelayanan Kesehatan Ibu 18,110 13,327 73,59 %
Pelaygnan Kesehatan Ibu 17,287 12,563 72.67 %
Bersalin

Pelayanan Kesehatan Bayi Bar

Laeh?’a an Kesehatan Bayl Baru 15,182 11,759 77,45 %
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4 Pelayanan Kesehatan Balita 74,900 38,967 52,03 %

5 Pelaygpan Kesehtan Pada 29,900 28,566 95.5 %
Pendidikan Dasar

6 Pelayangn Kesehatan Pada Usia 523,003 100,051 19.1 %
Produktif

7 Pelgyanan Kesehatan Pada Usig 37.109 16,208 43,68 %
Lanjut

8 Pglayanap Kesehatan Penderita 182,976 50,777 27.8%
Hipertensi

9 Pglayanan f@isehatan Penderita 51.546 20,328 39.4%
Diabetes Militus

10 Pelayanan Kesehatap Orang 464 464 100 %
Dengan Gangguan Jiwa

11 Pelayanan Kesehatan Orang 1286 1220 94,87 %
Dengan TB

12 Pelayanan Kesehatan Orang o
Dengan Resiko terinfeksi HIV 18,997 13,224 696 %

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 85,89 % atau
sebanyak 3.111 kasus komplikasi pada tingkat puskesmas dari 3.622 ibu
dengan kasus komplikasi kebidanan.

2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan 77,79 % atau 13.448 ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan dari sasaran ibu bersalin sebanyak 17.287 ibu bersalin .

3) Cakupan desal/kelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 100 % atau 237
desa/kelurahan yang telah mencapai UCI dibanding/dari 237
desa/kelurahan yang ada di Kab Kutai Kartanegara .

4) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % atau 73
balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari 73 balita gizi buruk yang
ditemukan .

5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC sebesar

6) 94,8 % atau 1220 penderita baru TBC yang ditemukan dan diobati di satu
wilayah kerja selama 1 thn dari 1286 penderita TBC dalam kurun waktu
yang sama

7) Cakupan penemuan dan peranganan penderita penyakit DBD sebesar 100
% atau 794 penderita DBD yang ditangani dari 794 penderita DBD yang
ditemukan.

8) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar
100 % atau sebanyak 123.991 kunjungan pasien miskindi sarana kesehatan
strata 1 dari 123.991 Jiwa masyarakat miskin.

9) Cakupan kunjungan bayi sebesar 82,51%atau 12,526 bayi yang berkunjung
dan memperoleh pelayanan, dari 15.182 bayi baru lahir.

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 957
orang PNS, 5 orang PTT, 7 orang NS, 236 THL dan 785 orang TKRengan rincian
Jabatan Struktural dan Fungsional terdiri dari Jabatan Struktural berjumlah 79
orang* dari 89 jabatan structural, dan Jabatan Fungsionalberjumlah 648 orang.
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4. Alokasi dan Realisas Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018
sebesar Rp. 319.464.976.731,74 (Tiga ratus sembilan belas milyampat ratus enam
puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu
rupiah tujuh puluh empat sen) terdiri dari :

b Belanja Tidak Langsung Rp. 91.791.782.354,24

b Belanja Langsung Rp.227.673.194.377,50
- Belanja Pegavai Rp. 5.756.840.325,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp.136.090.581.931,00
- Belanja Modal Rp. 85.825.772.121,50

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab Kutai Kartanegara tahun 2018 sebesar Rp.
255.286.237.303,11 (Dua ratus lima puluh lima milya dua ratus delapan puluh
enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah sebelas sen) terdiri

dari :

b Belanja Tidak Langsung Rp. 90.850.568.158,11

b Belanja Langsung Rp.255.286.237.303,11
- Belanja Pegawai Rp. 4.513.073.700,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp.103.812.585.744,00
- Belanja Modal Rp. 56.110.009.701,00

Adapun pelaksana urusan desentralisasi ini Dinas Kesehatan dibantu oleh UPTD
Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), UPTD Gudang Farmasi dan UPTD
Elektromedik.

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam penyusunan dokumen perencanaan wajib adanya konsistensi progran pada
Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun kesesuaian program
pada dokumen perencanaan di OPD Dinas Kesehatampada tabel sebagai berikut :

Tabel.3.7
Keseuaian Juméh Program Dinas KesehatanTahun 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 1 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 1 1 0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 1 1 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 1 1 0
Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 1 1 0
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 1 1 0
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana 1 1 1

dan Prasarana Puskesms/ Puskesmas Pembantu dan 0
Jaringannya

Program obat dan perbekalan Kesehatan 1 1 1 0
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Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 1 1 0
Program Pengawasan Obat dan makanan 1 1 1 0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1 1 1 0
Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 1 1 0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1 1 1 0
Menular
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan lbu dan 1 1 1 0
Reproduksi
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1 1 1 0
Program Kebijakan danManajemen Kesehatan 1 1 1 0
Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans 1 1 1 0
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 1 1 0
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 1 1 0
Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak 1 1 1 0
Menular
Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan 1 1 1 0
Bencana/Wabah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 1 - -
Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah 1 1 - -
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit PartParu/Rumah
Sakit Mata

JUMLAH PROGRAM 23 23 21 0

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Jaringannya
sebagai berikut :

A. Dinas Kesehatan ;1 Unit
B. UPTD Gudang Farmasi : 1 Unit
C. UPTD Elektromed dan Laboratorium Kesehatan 1 Unit
D. UPTD Puskesmas : 32 Unit
1. Puskesmas Biasa : 6 Unit
2. Puskesmas Rawat Inap 1 26 Unit
E. Puskesmas Pembantu : 181 unit

F. Kendaraan Operasional :
1. Roda Empat

a. Ambulance : 48 unit

b. Mobil Operasional : 52 unit

- Operasional Dinkes ;16 Unit

- Operasional Puskesmas : 27 Unit

2. Roda Dua : 495 unit
3. Pusling Air D - unit
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7. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Permasalahan dibidang Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018
adalah masih kurang optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan pesehatan, hal ini
mengakibatkan belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
bidang kesehatan, diantaranya adalah relatf masih tingginya Angka Kematian Ibu
(AKI) dan Bayi (AKB) dan Balita (AKABA), masih rendahnya kualitas sanitasi, masih
ditemukan kasus balita dengan gizi buruk, masih kurangnya ketersediaan tenaga
kesehatan terutama tenaga medis (dokter), serta pelayanankesehatan kepada usia
pendidikan dasar yang masih rendah. Selain itu kurangnya pengawasan dalam
memproritaskan penyediaan dana untuk kegiatan yang mempunyai daya ungkit
terhadap pencapaian SPM menjadi penyebab beberapa kegiatan tidak dapat
terlaksana.

B. Solusi
Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan meningkatkan jumlah dan jenis tenaga,
sarana medis dan penunjangnya; sarana nonmedis, sarana tranportasi dan
ambulan, listrik; perencanaan dan penganggaran; System Informasi kesehatan
(SIMPUS), JejaringSydem Rujukan dan leadership, harus dapat dipenuhi untuk
mendapatkan hasil pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya
guna. Selain itu juga perlu diimbangi dengan penguatan dalam proses monitoring
dan evaluasi melalui supervisi terpadu yang sudah erbentuk dan terpola dengan
baik.
TM@ LDMHMFIJ@SJ@M LNSHU@RH ODSTF@R JDRDG@S@M X
TRMHRGLDMSs A@@FH ODSTF@R SDM@QF@ DRDG@S@M~ A@
Puskesmas.

RSUD AM. PARIKESIT

1. Program dan Kegiatan

Tabel 3.8
Penapaian Program dan Kegiatan Tahun 2018

I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. | Penyediaan Jasa Administrasi 12 bulan 12 bulan 100 %
Keuangan
2. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 100 %
3. | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis 696 696 100 %
Perkantoran orang/bulan | orang/bulan
Il Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. | Fasilitas Penyelesaian Kewajiban 4 kegiatan | 4 kegiatan 100 %
kepada pihak ketiga
VI | Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru -Paru/ Rumah Sakit Mata
1. | Pembuatan Parit dan Turap Keliling 1 paket 0,25 paket 25 %
Rumah Sakit
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2. | Pengadaan Alat Kesehatandan 7 paket 7 paket 100 %
Kendaraan Khusus (DAK)
3. | Dana Pendampingan DAK 2018 7 paket 7 paket 100 %

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

RSUD Aji Muhammad Parikesit melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
129/Menkes/SK/I1/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Tabel 3.9
Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2018

NO JENIS INDIKATOR STANDAR HASIL 2018
LAYANAN MINIMAL 2017 REALISASI KET
1 | INSTALASI 1. Kemampuan menangani 100 % 100 % 100 % Tercapai
RAWAT life saving anak dan
DARURAT dewasa
2. Jam buka pelayanan 24 jam 24 jam 24 jam Tercapai
gawat darurat
3. Pemberi pelayanan 100 % 100 % 100 % Tercapai
kegawat daruratan yang
bersertifikat
BLS/PPGD/GELS/ALS
4. Ketersediaan tim 1Tim Koordinasi 1Tim Tercapai
penanggulangan dengan
bencana tim k3
5. Waktu tanggap "5 menit 3.25 menit 4,64 Tercapai
pelayanan Dokter di terlayani menit
Gawat Darurat setelah pasien
datang
6. Kepuasan pelanggan 70 % 75,73 % 77,36 % Tercapai
pada Gawat Darurat
7. Kematian pasien " 2 per 1000 1,6633 0,0014 Tercapai
kematian < 24 jam di (pindah ke
Gawat Darurat pelayanan
rawat inap
setelah 8 jam)
8. Tidak adanya keharusan 100 % 100 % 100 % Tercapai
untuk membayar uang
muka
2 | INSTALASI 1. Pemberi pelayanan di 100 % 99,79 % 100 % Tercapai
RAWAT JALAN klinik spesialis
2. Ketersediaan pelayanan |Min. Peny. Tercapai 100 % Tercapai
rawat jalan Dalam, Kes.
Anak, Obsgyn
dan Bedah
3. Jam buka pelayanan 100 % 94,91 % 93 % Belum
sesuai ketentuan tercapai
4. Waktu tunggu di rawat " 60 menit | 108 menit 98,58 Belum
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NO JENIS INDIKATOR STANDAR HASIL 2018
LAYANAN MINIMAL
2017 |REALISASI|  KET
jalan menit tercapai
5. Kepuasan pelanggan di *90 % 83,08 % 80,38 % Belum
rawat jalan tercapai
6. a. Penegakan Diagnosis * 60 % 25,41 % 76 % Tercapai
TB melalui
pemeriksaan
mikroskopis TB
b. Kegiatan Pencatatan * 60 % 100 % 100 % Tercapai
dan Pelaporan TB di
RS
3 | INSTALASI 1. Pemberi pelayanan 100% 100 % 100 % Tercapai
RAWAT INAP rawat inap
2. Dokter penanggung 100 % 100 % 100 % Tercapai
jawab pasien (DPJP)
rawat inap
3. Ketersediaan pelayanan |Min. 100 % 100 % Tercapai
rawat inap Peny.Dalam,
Kes. Anak,
Obsgyn dan
Bedah
4. Jam visite dokter 100 % 50,70 % 56,90 % Belum
spesialis tercapai
5. Kejadian infeksi pasca "1.5 % 0% 0% Tercapai
operasi
6. Angka kejadian infeksi "1.5% 7,20 % 6,24 % Belum
nosocomial tercapai
7. Tidak adanya kejadian 100% 99,94 % 100 % Tercapai
pasien jatuh yang
berakibat
kecacatan/kematian
8. Kematian pasien > 48 NDR " 25/ 15,67 % 1,53 % Tercapai
jam 1000 (0.025)
9. Kejadian pulang paksa "5 0 3,9 % 3,14 % Tercapai
10. Kepuasan pasien rawat «90 % 84,08 % 83,49 % Belum
Inap tercapai
11. a. Penegakan Diagnosis 60 % 81,9 % 65 % Tercapai
TB melalui
pemeriksaan
mikroskopis TB
b. Kegiatan Pencatatan 60 % 100 % 100 % Tercapai
dan Pelaporan TB di
RS
4 | INSTALASI 1. Waktu tunggu operasi " 2 hari 1 hari 1 hari Tercapai
BEDAH elektif
ENTRAL . . . .
S 2. Kejadian kematian di "1 % 0% 0 Tercapai
meja operasi
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NO JENIS INDIKATOR STANDAR HASIL 2018
LAYANAN MINIMAL 2017 | REALISASI] KET
Tidak adanya kejadian "100 % 0% 100 % Tercapai
operasi salah sisi
Tidak adanya kejadian ”100% 0% 100 % Tercapai
operasi salah orang
Tidak adanya kejadian ”100% 0% 100 % Tercapai
sdah tindakan pada
operasi
Tidak adanya kejadian "100% 0% 100 % Tercapai
tertinggalnya benda
asing pada tubuh pasien
setelah operasi
Komplikasi anestesi "6 % 0% 0% Tecapai
karena over dosis, reaksi
anestesi, dan salah
penempatan
endotracheal tube
5 | PELAYANAN Kejadian kematian ibu Perdarahan ” 0% 1,17 % Tercapai
PERSALINAN karena persalinan 1%
DAN .
0, 0,
PERINATOLOGI Pre- _ 0% 0% Tercapai
eklampsia
"30 %
Sepsis " 0.2 % 0% 0% Tercapai
Pemberi pelayanan 100 % 100 % 100 % Tercapai
persalinan normal (dr. Sp.
OG, dr. Umum, bidan)
Pemberi pelayanan Tersedia Tersedia 100 % Tercapai
persalinan dengan
penyulit (Tim PONEX)
Pemberi pelayanan 100% 100 % 98% Belum
persalinan dengan (Sp.0Og) (Sp.Og) | Tercapai
tindakan operasi 100 % 97%
(Sp.An) (Sp.An)
80,53 % 84%
(Sp.A) (Sp.A)
Kemampuan menangani 100% 97,47 % 95% Belum
BBLR 1500 gr” 2500 gr tercapai
Pertolongan persalinan " 20% 45,33 % 41,48% Belum
melalui seksio cesaria tercapai
Keluarga Berencana 100 % 100 % 100 % Tercapai
a. Keluarga Berencana
b. Konseling KB Manta
c. Gakin KB Pembiayaan
100%
. Kepuasan pelanggan *80 % 82,33 % 89,87 % Tercapai
6 | INSTALASI Ratarata pasien yang "3% 0,50% 0% Tercapai
RAWAT kembali ke perawatan
INTENSIF intensif dengan kasus
yang sama < 72 jam
Pemberi pelayanan unit 100 % 96,37 % 100 % Tercapai
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NO JENIS INDIKATOR STANDAR HASIL 2018
LAYANAN MINIMAL 2017 | REALISASI] KET
intensif (Dokter)
100 % 31,10 % 31% Belum
(Perawat) Tercapai
7 | INSTALASI 1. Waktu tunggu hasil "3 Jam 34,18 89,87 Tercapai
RADIOLOGI pelayanan thoraks foto menit menit
2. Pelaksana ekspertise 100% 22,10 % 48% Belum
hasil pemeriksaan (IGD) tercapai
62,5 % 92%
(IRJA)
41,89 % 86%
(IRNA)
3. Kejadian kegagalan "2 % 1,03 % 0.85% Tercapai
pelayanan rontgen
4. Kepuasan pelanggan *80 % 85,69 % 82.97 Tercapai
8 | INSTALASI 1. Waktu tunggu hasil " 140 menit 100,25 106,68 Tercapai
LABORATORIUN pelayanan laboratorium (manual) menit menit
2. Pelaksana ekspertise 100% 100 % 100 % Tercapai
hasil pemeriksaan
laboratorium
3. Tidak adanya kesalahan 100 % 100 % 100 % Tercapai
penyerahan hasil
4. Kepuasan pelanggan *80 % 83.84 % 85,66 % Tercapai
9 | INSTALASI 1. Kejadian drop out " 50 % 16.50 % 0% Tercapai
REHABILITASI pasien terhadap
MEDIK pelayanan rehabilitasi
yang direncanakan
2. Tidak adanya kejadian 100 % 100 % 100 % Tercapai
kesalahan tindakan
3. Kepuasan pelanggan *80 % 88.41 % 88,41 % Tercapai
10 | INSTALASI 1. a. Waktu tunggu " 30 menit 20.27 16,75 Tercapai
FARMASI pelayanan obat jadi menit menit
b. Waktu tunggu ” 60 menit 37,08 32,64 Tercapai
pelayanan obat menit menit
racikan
2. Tidak adanya kejadian 100 % 100 % 100% Tercapai
kesalahan pemberian
obat
3. Kepuasan pelanggan *80 % 79,91 % 81,07 % Tercapai
4. Penulisan resep sesuai 100 % 98 % 99 % Belum
formularium tercapai
11 | INSTALASI GIZI|1. Ketepatan waktu *90 % 86,25 % 96 % Tercapai
pemberian makanan
kepada pasien
2. Sisa makanan yang tidak *20% 18,17 % 12,14 % Tercapai
termakan oleh pasien
3. Tidak adanya kesalahan 100 % 91,42 % 100 % Belum
dalam pemberian diet tercapai
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NO JENIS INDIKATOR STANDAR HASIL 2018
LAYANAN MINIMAL 2017 | REALISASI] KET
12 | TRANSFUSI 1. Pemenuhan kebutuhan 100 % Rumah Rumah | Datatidak
DARAH darah bagi setiap sakit sakit tersedia
pelayanan transfuse belum belum
memiliki memiliki
Unit Bank | Unit Bank
Darah Darah
2. Kejadian reaksi transfusi " 0,01 % Rumah Rumah | Datatidak
sakit sakit tersedia
belum belum
memiliki memiliki
Unit Bank | Unit Bank
Darah Darah
13 | PELAYANAN |1. Pelayanan terhadap 100 % Data tidak | Data tidak | Data tidak
GAKIN pasien GAKIN yang tersedia tersedia tersedia
datang ke RS pada
setiap unit pelayanan
14 | INSTALASI 1. Kelengkapan pengisian 100 % 85,19 % 87.62% Belum
REKAM MEDIK rekam medik 24 jam tercapai
setelah selesai
pelayanan
2. Kelengkapan informed 100 % 75,16 % 45.52% Belum
concept setelah tercapai
mendapatkan informasi
yang jelas
3. Waktu penyediaan Rerata 10 | 7,3 menit | 10 menit Tercapai
dokumen rekam medik menit
pelayanan rawat jalan
4. Waktu penyediaan " 15 menit é 29 menit Belum
dokumen rekam medik tercapai
pelayanan rawat inap
15 | UNIT 1. Baku mutu limbah cair 30 mg/l 78.50 Tercapai
KESEHATAN a. BOD< 30 mgll mg/l 14.35
LINGKUNGAN mg/I
(PENGELOLAAN b. COD<80mg/l 80 mg/l 120.48 48.33 Tercapai
LIMBAH)
mg/l mg/l
c. TSS<30mg/l 30 mg/l 13.2 mgl/l 13.02 Tercapai
mg/!
d. PH69 PH6 "9 7.253 7.64 Tercapali
2. Pengelolaan limbah 100 % 100 % 100% Tercapai
padat berbahaya sesuai
dengan aturan
16 | ADMINISTRASI | 1. Tindak lanjut 100 % 100 % 100% Tercapai
/ MANAJEMEN penyelesaian hasil
pertemuan tingkat
direksi
2. Kelengkapan laporan 100 % 100 % 100% Tercapai
akuntabilitas kinerja
3. Ketepatan waktu 100 % 100 % 100% Tercapai
pengusulan kenaikan
pangkat
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NO JENIS INDIKATOR STANDAR HASIL 2018
LAYANAN MINIMAL 2017 | Reasasl]l  KET
4. Ketepatan waktu 100 % 100% 100% Tercapai
pengurusan kenaikan
gaji berkala
5. Karyawan yang * 60% 45% 21.34% Belum
mendapat pelatihan tercapai
minimal 20 jam
pertahun
6. Cost recovery * 40% 56.80% 67.78% Tercapai
7. Ketepatan waktu 100% 100% 100% Tercapai
penyusunan laporan
keuangan
8. Kecepatan waktu "2 jam - - Data tidak
pemberian informasi tersedia
9. Ketepatan waktu 100 % 100 % 100% Tercapai
pemberian imbalan
(insentif) sesuai
kesepakatan waktu
17 | UNIT 1. Waktu pelayanan 24 jam 24 jam 24 jam Tercapai
AMBULANCE ambulance/kereta
jenazah
2. Kecepatan memberikan 100% 100% 100% Tercapai
pelayanan
ambulance/mobil
jenazah di RS
3. Respon time pelayanan " 45 menit 15 menit 12 menit Tercapai
ambulance oleh
masyarakat yang
membutuhkan (sesuai
kebutuhan berlaku)
18 | UNIT 1. Waktu tanggap (respons "2 jam 10.08 12 menit Tercapai
PEMULASARAA time) pelayanan menit
JENAZAH pemulasaran jenazah
19 | INSTALASI 1. Kecepatan waktu * 80 % 71.58 % 89.49% Tercapai
PELAYANAN menanggapi kerusakan
PEMELIHARA alat
AN SARANA 15 Ketepatan waktu 100 % 44,06% | 90,84% | Belum
RUMAH SAKIT pemeliharaan alat (Alkes) Tercapai
100 % (Non 80,06 % 71,03 %
Alkes)
3. Peralatan laboratorium 100 % 100 % 98,86 % Belum
(dan alat ukur yang lain) Tercapai
yang terkalibrasi tepat
waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi
20 | INSTALASI 1. Tidak adanya kejadian 100 % 100 % 100 % Tercapai
LAUNDRY linen yang hilang
2. Ketepatan waktu 100 % 99,50 % 100 % Tercapai
penyediaan linen untuk
ruang rawat inap
21 | KOMITE Ada anggota Tim 75 % 58,75 % 52 % Belum
PENCEGAHAN | Pencegahan Tercapai
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NO JENIS INDIKATOR STANDAR HASIL 2018
LAYANAN MINIMAL 2017 REALISASI KET
DAN Penanggulangan Infeksi
PENGENDAL:I
AN INFEKSI Tersedia APD di setiap 75 % 89,50 % 100 % Tercapai
instalasi/ departemen
Kegiatan pencatatan dan 75 % 100 % 100 % Tercapai
pelaporan infeksi
nosokomial / HAI ( Health
Care Associated Infectior)
di RS (min 1 parameter)
3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

RSUD Aji Muhammad Parikesit memiliki pegawai sebanyak 1203 orang, meliputi
302 orang Pegawa Negeri Sipil (PNS), 629 orang Non Pegawai Negeri Sipil (THL),

272 orang Outsourcing.
Alokasi dan Realisad Anggaran

RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartangara mendapat anggaran
sebesar Rp. 55.842.656.359, dan terealisasi setesar Rp. 48.061.148.453, atau

88,81%.

Tabel

3.10

Uraian Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan B&nja Daerah (APBD)
RSUD AM Parikesit Tahun 2018

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.681.255.86 | 34.346.189.63 91,15
0 8
1 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 234.606.000 119.629.000| 50,99
2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.872.600.000| 7.174.640.000| 91,13
3 | Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran 29.574.049.860| 27.051.920.638| 91,47
Il | Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1.725.327.319 | 1.725.327.319 100
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 | Fasilitas Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketigg 1.725.327.319| 1.725.327.319 100
Il | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 16.436.073.18 | 11.989.631.49 72,95
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah 0 6
Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
5 | Pembuatan Tarip dan Turap Keliling Rumah Sakit 2.451.165.180 48.565.000 1,98
6 | Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Khusus 13.885.000.000| 11.883.497.471| 85,59
(DAK)
7 | Dana Pendampingan DAK 99.908.000 57.569.025| 57,62
Jumlah 55.842.656.359 |48.061.148.453 88,81

5.

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan di RSUD Aji Muhammad Parikesit pada tahun 2018
sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat
akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembanguan untuk berjalan
menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses
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pembangunan. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu
pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatankegiatan yang
ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Sarana dan prasarana RSUD Aji Muhammad Parikesit saat ini, secara umum sudah
sesuai standar, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat, RSUD Aji Muhammad
Parikesit selalu membenahi sarana dan prasarana yam ada serta melengkapi
dengan sarana dan prasarana yang terbaru dan lebih canggih.
1. Bangunan dan Gedung
RSUD Aji Muhammad Parikesit memiliki luas bangunan 27.749,44 M2 diatas
lahan seluas 7 (tujuh) Ha yang terdiri dari 8 (delapan) gedung utama dan
gedung pendukung yang penamaannya terdiri dari:
a. Gedung Merak

1) Lantail : Poliklinik Rawat Jalan, Ruang Tindakan (Bedah Minor),
Loket Pendaftaran, Kasir Rawat Jalan, Nurse Station, Apotek IRJA,
Pojok Menyusui, Kantin, dan Fotokopi.

2) Lantai2 :  Poliklinik Rawat Jahn, Nurse Station, Laboratorium IRJA,
Ruang KSM Paru dan KSM Kulit dan Kelamin, dan Ruang Administrasi
IRJA.

3) Lantai3 :  Auditorium dan Instalasi Rekam Medik.

b. Gedung Garuda digunakan sebagai tempat administrasi perkantoran dan
struktural.
c. Gedung Elang
1) Lantail : UGD, depo obat UGD, Kasir UGD, Informasi, Pendaftaran
UGD, Unit Admisi Rawat Inap dan Pengaduan Pelanggan, Ruang
Administrasi Instalasi Rawat Darurat, Instalasi CSSD, HCU, dan Mini

Market.

2) Lantai2 : Maternitas, KSM Obgyn, KSM Anak, KSM THT, KSM
Mata, Perinatologi, Rawat Gabung, PICU NICU, Ruang Bayi, dan Ruang
Dokter IRNA.

3) Lantai3 : Instalasi Bedah Sentral, Administrasi IRIN, Ruang Rapat

Medik, KSM Anestesi, KSM Bedah, ICU ICCU, KSM Penyakit Dalam.
d. Gedung Rajawali

1) Lantail : Kasir Rawat Inap, Rang Administrasi Rawat Inap,
Radiologi

2) Lantai2 :  Casemix, Laboratorium

3) Lantai3 :  Apotek Rawat Inap, Endoskopi, Hemodialisa.

e. Gedung Punai

1) Lantail : Instalasi Rehabilitasi Medik, General Check Up, Parikesit
Mother Care

2) Lantai2 : Ruang Perawatan Kelas Wdma, Ruang Kelas 1 dan 2,
dan Komite Keperawatan

3) Lantai3 : Ruang Perawatan Kelas 3, Ruang Perawatan Anak kelas
1,2dan 3

f. Gedung Enggang
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1) Lantail : VVIP dan VIP.

2) Lantai2 : Ruang Administrasi Instalasi Rawat Inap, Kelas | dan
Kelas 2

3) Lantai3 : Kelas 2 dan kelas 3.

g. Gedung H yang terdiri dari Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, dan Gudang
Umum Rumah Tangga.

h. Gedung | yang terdiri dari Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Unit
Kesehatan Lingkungan, Genset, dan Insenerator.

2. Tempat Tidur
RSUD Aji Muhamnmad Parikesit memiliki kapasitas tempat tidur
sebanyak 373 tempat tidur (TT) yang tersebar di 19 (sembilan belas)
jenis perawatan.

7. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
9 Adanya program dan kegiatan APBD yang tidak bisa dilaksanakan, hal ini

dikarenakan akibat defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

9 Masih adanya beberapa indikator SPM yang belum tercapai.

9 Pengembangan SIM RS tidak bisa dilakukan serentak, hal ini disebabkan
kompleksnya satuan kerja yang terkait dalam sistem.

9 Kualitas gedung dan sarana penunjang yang kurang baik sehingga
memerlukan biaya pemeliharaan yang besar.

2. Solusi
9 Peninjauan kembali besar target pencapaian dengan kondisi yang

dilaksanakan.

9 Pengembangan SIM RS secara bertahap.

9 Diupayakan untuk menjadwalkan pemeliharaan secara rutin agar kualitas
gedung dan sarana penunjang tidak sempat rusak parah sehingga tidak
memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, dan untuk pembangunan
selanjutnya agar memperlibatkan konsultan kontruksi yang merencanakan
dan mengawasi pembangunan gedung tersebut.

8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

1. Pelayanan Unggulan
Pelayanan unggulan yang ada di RSUD Aji Muhammad Parikesit antara lain :
a) Pelayanan Parikesit Mother Care

b) Pelayanan Hemodialisa

c) Pelayanan One $op Service

d) Pelayanan Pengaduan Pelanggan
e) Wisma Transit

f) Pelayanan Laundry

2. Prestasi
a) Lulus Akreditasi Paripurna versi KARS 2012

b) DQ@HG DFG@QQF@@M DK@X@M@M TAKHJ SDQA@HJ
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QHL@+ C@QH 2- NS @iddo@esida O @ SDM RD

c) Meraih Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2 tahun
berturut -turut dari KPK dan Omsbudman RI.

d) Stand Terbaik Pertama Kategori Pelayanan Publik dalam EXPO ERAU 2018.

e) Juara Pertama kategori Gunung Emas dalam Kaizen Festival Nasional yang
diselenggarakan di Bali Tahun 2018.

f) Meraih Penghargaan Champion of WOW Public Service Excellence Award
dari MarkPlus.Inc

RSUD ABADI SAMBOJA
1. Program dan Kegiatan

RSUD ABADI Sambg@ pada tahun 2018 melaksanakan 9 (sembilan) program
dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, yang capaiannya tertuang dalam laporan
monitoring dan evaluasi (e-Monev) sebagaimana pada lampiran |.

RSUD ABADI Samboja dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut telah
menetapkan beberapa indicator kinerja, baik kinerja keuangan maupun Kinerja
pelayanan, Adapun capaian kinerjayang terdapat dalam Renstra dan Rencana
Strategis Bisnis RSUD ABADI Samboja tahun 2018

Indikator Kinerja Utama yang terdapat di dalam Renstra RSUD ABADI Samboja
tahun 2018, target dan realisasinya dapat d lihat sebagaimana pada tabeL berikut

Tabel 3.11
Target dan Capaian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2018

1 Tersedianya SDM yang | Terpenuinya 15 18 Dokter 120
sesuai dengan standar Jumlah Dokter Sp
Spesialis
2 Tersedianya peralatan Terpenuhinya 80% 70% 87.5
yang sesuai standar Alat Kesehatan
sesuai standar
3 Meningkatnya sarana Jumlah lama 3 hari 3 hari 100
dan prasarana yang hari rawat /
terstandarisasi Lengt Of Stay
(LOS)
Jumlah 70 % 56,61 80,87
pemanfaatan
Tempat Tidur
(BOR)
4 Terwujudnya sistem Pencapaian 100 % 100% 100
organisasi dan Keselamatan
manajemen rumah sakit | Pasien (Patient
berdasarkan prinsip Safety)
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good governance Rumah Sakit Paripurna | Paripurna 100
Umum Daerah
yang
terakreditasi
oleh Komite
Akreditasi
Rumah Sakit
(KARS)
Terwujudnya sistem Rumah Sakit Sertifikat Sertifikat 100
manajemen keuangan Umum Daerah ISO ISO
yang transparan dan yang 9001;2015 | 9001;2015
akuntabel melaksanakan
Sistem
Manajemen
Mutu (1SO :
9000 : 2008)
Terwujudnya Ketersediaan 90 % 87% 96,67
manajemen logistik yang | Obat Genereik
efektif dan efisien
Terwujudnya Sistem Cakupan Individu Individu 60 | 100
Informasi dan Penyuluhan 60 % %
Manajemen Rumah Sakit | Kesehatan di RS| kelompok | kelompok 2
(SIMRS) yang (Individu dan 2X X seminggu
terintegrasi antar unit Kelompok) seminggu
Tersajikannya produk Tingkat 100 % 100% 100
unggulan RS sesuai Kepatuhan
dengan kebutuhan terhadap SOP
masyarakat
Terwujudnya pelayanan | Tingkat 85 78,86 92,77
yang bermutu dan kepuasan
berorientasi kepada Pasien
keselamatan pasien Jumlah 0 14
komplain
Kejadian Mal 0 0
Praktek
Cakupan HIV AIDS | HIV AIDS =
Pelayanan =0, TB. 11, TB.
(Penemuan dan Paru=0, Paru=700,
penangan) HIV | Malaria=0 | Malaria=20
AIDS, TB Paru,
dan Malaria
Menurunnya < 16/10000
Angka 16/10000 | Kelahiran0
Kematian Ibu & | Kelahiran
Angka
Kematian Bayi
di Rumah Sakit
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Berdasarkan Tabeldi atas, ditinjau dari capaian kinerja mashg-masing sasaran
strategis tahun 2018, RSUD Aji BataraAgung Dewa Sakti secara umumtelah dapat
melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Aralisis capaian
kinerja sasaranRSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2018 dijelaskan sebagai
berikut:

1) Tersedianya SDM yang sesuai dengan standar
Sasaran ini diukur dengan menggunakan 1(satu) Indikator Kinerja sebaga
berikut : Indikator Kinerja Terpenuinya Jumlah Dokter Spesialis dengan target
sebanyak 15 orang dokter spesialis dan Realisasil8 orang dokter spesialis,
dilaksanakan melalui usulan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis
oleh BKD Kutai Kartanegara pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, selain itu
rekrutmen sendiri sebagai dokter tenaga harian lepas (tenaga dokter
kontrak/hon or). Selain pemenuhan Jumlah Dokter Spesialis dilaksanakan juga
Pemenuhan Tenaga Medis, Paramedis/Keperawatan dan tenaga kesehatan
lainnya.

2) Tersedianya peralatan yang sesuai dengan standar
Indikator Kinerja Terpenuhinya Alat Kesehatan sesuai standar sebsar 87,5 %
pada tahun 2018, target tersebut dicapai melalui pengadaan Alat ~ alat
kesehatan kedokteran Umum, Kedokteran Bedah dan Gawat Darurat dan
Peralatan penunjang Medis lainnya. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan
Pengadaan alat Kedokteran Umum, Kedokeran Bedah, kedokteran gigi dan
Peralatan penunjang Medis lainnya yang bersumber dari BLUD, APBD
Kabupaten Kutai Kartanegara dan DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang
Kesehatan Rujukan berupa alat kedokteran bedah (kamar Operasi).

3) Meningkatnya sarana dan prasarana yang terstandarisasi
Sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagi
berikut : Indikator Kinerja Jumlah lama Hari rawat/lengt of Stay (LOS) sebesar 3
hari dan Target Indikator Kinerja Jumlah pemanfaatan Tempat Tidur (BQR)
sebesar 56,61% dan realisasi pada tahun 2018 telah mencapai 80,87%. Target
tersebut dicapai dengan pemenuhan sarana dan Prasarana pelayanan berupa
SDM vyang profesional Khususnya Dokter Spesialis dan melengakapi sarana
pelayanan ruang rawat Inap, Pengemkangan Gedung Rumah sakit berupa
pembangunan Gedung IGD, Gizi dan IPSRS.

4) Terwujudnya sistem Organisasi dan manajemen rumah sakit berdasarkan
prinsip good governance.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai

berikut : Indikator Kinerja Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)

sebesar 100 % dan Target Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan tingkat

capaian Akreditasi standar akreditasi Bau KARS 2012 y@ HST "O@TaH@TQM @ ¢«
tersebut dicapai dengan melaksanakan Pelatihan dan mengikuti bimbingan

teknis serta sosialisasi Patient safety secara terusnenerus dan melaksanakan

study banding ke Rumah Sakit yang telah mendapatkan akreditasi secara

penuh dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) .

5) Terwujudnya sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel
Indikator Kinerja melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (ISO : 9001 : 2015
adalah dicapainya kembali Sertifikat ISO :9001 : 2015 dari World Quality
Assurance (WQA) melalui kerja keras mempertahankan mutu layanan
berstandard internasional sejak Tahun 2009 hingga sekarang dimana setiap
tahunnya dilaksanakan Audit Eksternal dari pihak WQA dan Hasilnya pihak
RSUD Aji batara Agung Dewa Sakti dapat mempertaha sertifikat yang telah di
raih.
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6) Terwujudnya manajemen Logistik yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja Ketersediaan Obat Generik sebesar 96,67 %, hal ini dapat
dicapai dengan Pengadaan Obat- obatan secara terus menerus sesuai dengan
tingat ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan dan Formularorium RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang telah
di bahas di Forum Komite Medik dengan menggunakan anggaran pendapatan
fungsional Badan layanan Umum daerah (BLUD) RSUD Apatara Agung Dewa
Sakti.

7) Terwujudnya SIM yang terintegrasi antar unit
Indikator Kinerja Cakupan Penyuluhan Kesehatan di RS(Individu dan
Kelompok) sebesar Individu 60%, kelompok 2 X seminggu. Target tersebut
dicapai dengan pemberian penyuluhan dan pemberian Informasi masalah
kesehatan yang dilaksanakan melaui unit rawat jalan/poliklinik dan unit
penunjang diantaranya Instalasi Gizi RSUD AJlI Batara Agung Dewa sakti
berupa pemerian informasi perorangan dan kelompok melaui lisan dan tulisan.

8) Tersajikanrya produk unggulan RS sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure
(SOP) sebesar 100%. Target tersebut dicapai dengan memberikan sosialisasi
terhadap SOP yang baru disusun maupun direvisi selan itu dilaksanakan
evaluasi dan pengawasan secara intensif pada unit” unit pemberi pelayanan
langsung dan di manajemen.

9) Terwujudnya pelayanan yang bermutu dan berorientasi kepada keselamatan

pasien
Target Indikator Kinerja pada Tingkat Kepuasan Pasiensebesar 78,86%,
Jumlah Komplain = 0, Kejadian Malpraktek = 0, Cakupan Pelayanan

(Penemuan dan penangan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria HIV AIDS = 11, TB.
Paru=70, Malaria=20 dan Menurunnya Angka Kematian Ibu & Angka Kematian
Bayi di Rumah Sakit sebesaf kelahiran. Target tersebut dapat dicapai dengan
pelaksanaan survei Kepuasan pelanggan secara berkala, pemberian
pemahaman terhadap pelaksanaan SOP, peningkatan layanan penyakit yang
berkaitan dengan program global

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Target dan Realisasi
Indikator Pembangunan)

Indikator kinerja RSUD ABADI dilakukan dengan menilai tingkat kesehatan RSUD
ABADI berdasarkan total skor dari penjumlahan indikator tiap aspek kinerja.

Predikat tingkat kesehatan RSUD ABADI Peraturan Déktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER34/ PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Badan Layanan Umum Bidang. Capaian Tingkat Kesehatan Capaiya dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Tingkat kesehatan RSUD ABDI Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2018

No Uraian Bobot Skor
1 | Kinerja Keuangan 30 22,00
2 | Kinerja Pelayanan 35 19,00
3 | Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat| 35 31,39

Jumlah 100 72,39

Dari table tersebut diatas dapat dilihat Penilaian Kinerja Tingkat Kesehatan RSUD
Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2018 oleh Dewan Pengawas BLUD RSUD ABADI
tergolong A (sehat) dengan skor tingkat kesehatan sebesar 72,39 (tujuhpuluh dua
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koma tiga puluh sembilan). Capaian masingmasing indicator baik keuangan

maupun pelayanan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Keuangan dan PelayanarRSUD ABADI Kabupaten Kutai
Kartanegara, Tahun 2018

A. ASPEK KEUANGAN
1. Rasio Keuangan
a. Rasio Kas Cash Rati) ggg sd 2 0,97% 0.50 25,00%
b. Rasio Lancar Current Ratio) >600 2,5 149,97% 0.50 20.00%
Periode Penagihan Piutang . 0
C. (Collection Period) <30 hari 2 100 0,25 12,50%
g, | Perputaran AsetTetap Fixed | 2 19.25% 150 | 75.00%
Asset Turnovel
Imbalan Atas Aset Tetap 0 0
e. (Return on Fixed Assey >6 2 14,07% 2.00 100.00%
;| Imbgllan Ekutas (Return on 8 2 74,35% 200 100.00%
Equity)
0. Perputaran Persediaan 30 §.d 35 5 17 1.00 50.00%
(/nventory Turnover) hari
h, | Rasio Pendipatan BLUD >65 2,5 49,68% 1.75 | 70.00%
terhadap Biaya Operasional
i Rasio Subsidi Biaya Pasien 10s.d.15| 2 7,71% 1.50 75.00%
Jumlah 19 11,00 | 57,89%
5 Kepatuhan Pengelolaan
) Keuangan BLUD
a Rencana Bisnis dan Anggaran 31 Des 5 Ada 200 100.00%
| (RBA) Definitif : R
Laporan Keuangan
b. Berdasarkan Standar Akuntansi| Ada 2 Ada 2.00 100.00%
Keuangan
Surat Perintah Pengesahan 0
¢ Pendapatan dan Layanan BLUD Ada 2 Ada 2:00 100.00%
d. Tarif Layanan Ada 1 Ada 1.00 100.00%
e. Sistem Akuntansi Ada 1 Ada 1.00 100.00%
f. Persetujuan Rekening Ada 0,5 Ada 0.50 100.00%
g. SOP Pengelolaan Kas Ada 0,5 Ada 0.50 100.00%
h. SOP Pengelolaan Piutang Ada 0,5 Ada 0.50 100.00%
i. SOP Pengelolaan Utang Ada 0,5 Ada 0,50 100,0%
i SOP Pengadaan Barang dan Ada 0.5 Ada 0,50 100,0%
Jasa
K | SOP Pengelolaan Barang Ada 05 Ada 0,50 | 100,0%
Inventaris
Jumlah 11 11.00 | 100.00%
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN 30 2200 | 73.33%
(1+2)
B ASPEK LAYANAN
Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas
1) Pgrtumbuhan Ratarata 1,10 3 0.98 2,00 66.67%
Kunjungan Rawat Jalan
2) P_ertumbuhan Ratarata 51,10 25 1,01 2,00 80.00%
Kunjungan Rawat Darurat

LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Katutai Kartaregara Tahun2018




BAB Il |77

3) Pertumbuhan Hari >1,10 2,5 0.90 1,00 | 40.00%
Perawatan Rawat Inap
4) Pertumbuhan Pemeiksaan | _, 25 0.87 0.50 | 60.00%
Radiologi
5) Pertum.buhan Pemeriksaan 1,10 25 1.05 2,00 60.00%
Laboratorium
6) Pertumbuhan Operasi >1,10 2,5 0.91 1.00 0.00%
7) Pgrtumbuhan Rehabilitasi 51,10 25 043 0.00 40.00%
Medik
Jumlah 18 8.50 47.22%
b. Efektivitas Pelayanan
1) Kelengkapar? Rekam Medik >80 5 2.01% 0.00 0.00%
24 Jam Selesai Pelayanan
2) Pengembalian Rekam Medik | >80 2 12,70% 2.00 100.00%
3) Angka Pembatalan Operasi | <1 2 0.00 2.00 100.00%
4) Angka Kegagalan Hasil <1 2 4,50% 0,50 | 100.00%
Radiologi
5 Penulisan Resep Sesuai >90 2 99.51% 2.00 | 100.00%
Formularium
6) Angka Pengulangan <1 2 0.000077 2.00 | 100.00%
Pemeriksaaan Laboratorium
7) Bed Occupancy RatgBOR) | 70s.d.80 | 2 56,61% 1.00 50.00%
Jumlah 14 7.50 53,57%
C. Pertumbuhan Pembelajaran
1) Ratarata Jam >0,80 15 0,90 150 | 100.00%
Pelatihan/Karyawan
2) Program Reward and Ada, Ada
°9 dilaksana | 1,5 aa, 150 | 100.00%
Punishment Kan dilaksanakan
Jumlah 3 3.00 100.00%
JUMLAH SKOR LAYANAN 35 19.00 | 54,29%
(at+b+c)
Mutu dan Manfaat Kepada
2
Masyarakat
a. Mutu Pelayanan
1) Emergency Response Time | _g ot | 2 3 Menit 2.00 | 100.00%
Rate
<30 .
2) Waktu Tunggu Rawat Jalan menit 2 120 menit 0.50 25.00%
3) Length of Stay 6s.d9 2 3 2.00 100.00%
4) Kecepatan Pelayanan <30 . 0
ResepObat Jadi menit 2 7,5 menit 2,00 100.00%
5) Waktu Tunggu Sebelum <2hari |2 1 hari 2.00 | 100.00%
Operasi
6) Waktu Tunggu Hasil <2jam |2 2 Jam 200 | 100.00%
Laboratorium
7) Waktu Tunggu Hasil <3jam |2 1 Jam 200 | 100.00%
Radiologi
Jumlah 14 12.50 | 89.29%
b. Mutu Klinik
1) Angka Kematian di Gawat <25 5 0.17% 200 100.00%
Darurat
2) Angka Kematian/Kebutaan <5 5 0.68% 200 100.00%
>48 Jam
3) Pos Operating Death Rate <2 2 0% 2.00 100.00%
4) Angka Infeksi Nosokomial <1,5 4 0%-60% 3.50 93.75%
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5) Angka Kematian Ibu di <1 2 0.00% 2.00 | 100.00%
Rumah Sakit
Jumlah 12 11.50 | 95.83%
c Kepedulian Kepada
' Masyarakat
1) PembinaanKepada Ada, Ada program
Puskesmas dan Saranan dilaksana | 1 dilaksanakan | 1.00 100.00%
Kesehatan Lain kan semua
Ada, Ada program,
2) Penyuluhan Kesehatan dilaksana | 1 dilaksanakan | 1.00 100.00%
kan semua
3) Rasio Tempat Tidur Kelas 11l | >30 2 65.57% 2.00 100.00%
Jumlah 4 4.00 100.00%
d. Kepuasan Pelanggan
1) Penangan . >70 1 100.00% 1.00 | 100.00%
Pengaduan/Komplain
2) Kepuasan Pelanggan E;cl’pos'o 1 78,89% 079 | 82.00%
Jumlah 2 1.79 89,50%
Kepedulian Terhadap
e. .
Lingkungan
1) Kenersihan Lingkungan 0
(Program RS Bersih) >7500 2 41-79,99 1.00 50.00%
2) Proper Lingkungan Kuning 1 Biru 0.60 60.00%
Jumlah 3 1.60 53.33%
JUMLAH SKOR MUTU DAN
MANFAAT KEPADA 35 31.39 | 89.69%
MASYARAKAT (a+b+c+d+e)
JUMLAH XOR ASEPEK
0,
PELAYANAN (1+2) 70 50.39 | 71.99%
100 72.39 | 72.39%

Dari tabel tersebut diatas maka dapat dijelaskan secara umum capaian skor rasio
keuangan secara keseluruhan indicator belum mencapai target yang ditetapkan
yaitu 11.00 dari bobot 19, atau mencapai sebesar 57,89%. Indicator yang belum
mencapai skor maksimal adalah rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang,
perputaran asset tetap, perputaran persediaan, rasio pendapatan BLUD terhadap
biaya Operasional dan Rasio Subsidi Biaydasien.

Capaian skor aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD RSUD secara
keseluruhan indicator sudah optimal yaitu 11 dari bobot 11 atau mencapai sebesar
100%. Capaian yang masih belum menunjukkan hasil belum optimal agar menjadi
agenda penting pejabat pengelola BLUD untuk melakukan upaya evaluasi dan
rencana tindak lanjut pada periode yang akan datang.

Capaian Aspek pelayanan dari sub aspek pertumbuhan produktifitas, secara
keseluruhan 7 (tujuh) indicator yang ditetapkan yaitu Pertumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Jalan, Pertumbuhan Raterata Kunjungan Rawat Darurat,
Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap, pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi,
Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium, Pertumbuhan Operasi, Pertumbuhan
Rehabilitasi Medik belum optimal yaitu 8.50 dari bobot 18, atau hanya mencapai
sebesar 47.22%, aspek efektifitaspelayanan sebagian besar belum optimal yaitu
7.50 dari bobot 14, atau mencapai sebesar 53,57%. Indicator yang belum mencapai
skor maksimal adalah Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam SelesaPelayanan,
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pengembalian rekam medic, Angka Kegagalan Hasil Radiologi dan Bed Occupancy
Rate (BOR), sedangkan Aspek Pertumbuhan dan pembelajaran dari 2 (dua)
indikator sudah mencapai target yaitu 3 dari bobot 3 atau 100%. Capaian yang
masih belum menunjukkan hasil yang optimal agar menjadi perhatian yang serius
bagi pejabat pengelola BLUD atau manajemen RSUD ABADI untuk melakukan
langkah-langkah evaluasi dalam mendorong peningkatan kinerja pelayanan atau
menjaga kestabilannya.

Selain aspek pelayanan, kinga pelayanan juga dievaluasi berdasarkan aspek
kinerja mutu layanan dan manfaat bagi masyarakat. Secara umum indikator mutu
layanan dan manfaat bagi masyarakat pada tahun 2018 mencapai nilai 31.39 dari
bobot 35 yang ditetapkan atau mencapai 89.69 %. Indicator yang belum mencapai
target adalah waktu tunggu rawat jalan baru mencapai 25% dari target, Kebersihan
Lingkungan (Program RS Bersih) baru mencapai 50% dari target, proper lingkungan
baru mencapai 60% dan kepuasan pelanggan baru mencapai 79%. keempat
indikator tersebut perlu mendapat perhatian dengan menjaganya tidak semakin
menurun bahkan diupayakan mendorong peningkatannya. RS dalam hal kinerja
dari sub aspek manfaat bagi masyarakat telah mengimplementasikan pula rumah
singgah bagi pasien yang membutuhkan waktu tunggu sedangkan tempat tinggal
atau domisili pasien jauh dari RS. Hal ini tentu akan mendorong peningkatan
kepuasan pelanggan atas pelayanan RS

Target dan realisasi Standar Pelayanan Minimal RSUD ABADI Samboja berdasarkan
peraturan Bupati nomor 20 tahun 2018 telah ditetapkan 22 jenis pelayanan yang
wajib disediakan oleh rumah sakit beserta indikator mutu dan standarnya.
Berdasarkan analisis dan evaluasi data dapat disimpulkan bahwa RSUD ABADI
Samboja telah melaksanakan 22 pelayanan yang terdir atas 240 indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Dari 240 indikator SPM yang dievaluasi, 184 indikator
telah memenuhi standar atau 77%, 56 indikator belum memenuhi standar. Tingkat
pencapaian mutu pelayanan RSUD ABBI tahun 2018 terhadap standar.

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

RSUD ABADI Samboja memiliki pegawai sebanyak 393 orang yang terdiri dari
tenaga PNS sebanyak 88 orang dan THL 305 orang, adapun rinciannya sebagai
berikut:

Tabel 3.14
Jumlah pegawai RSUD ABADI Samboja berdasarkan Jenis Tenaga, kualifikasi
Pendidikan, dan jabatan, tahun 2018

1 Dokter
Spesialis 2 0 12 1 0 15
) 0 0 1 0 0 1
Umum 2 0 11 0 15
Sekolah 0 0 4 0 0 4
2 Dokter Gigi
Gigi Spesialis 1 0 2 0 0 3
S2 1 0 0 0 0 1
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Umum 0 0 0 0 0 0
Sekolah 0 0 1 0 0 1
Apoteker 0 0 2 5 0 7
3 Sarjana Kesehatan Masyarakat
S2 (Magister) 1 0 0 0 0 1
S1 Kesmas 3 2 0 8
4 Paramedis Perawat
Profesi Keperawatan (Ners) 0 2 2 17 0 21
Sarjana Keperawatan 0 0 0 0 1
D IV Anestesi 1 0 0 0 1
D IV Kebidanan 0 0 3 0 3
D Il Keperawatan 1 3 9 106 | O 119
D 11l Kebidanan 0 0 7 26 0 33
D Il Keperawatan Gigi 0 0 1 2 0 3
D Il Anestesi 0 0 0 0 0 0
SPR/SPK 0 1 0 1 0 2
Perawat (Pend. S1) 0 0 1 0 0 1
5 Paramedis Non Perawat
S1 Farmasi 0 0 0 2 0 2
D lll Farmasi 0 0 1 6 0 7
SMF 0 0 1 1 0 2
D IV Analis Kesehatan 0 0 1 0 0 1
D Il Analis Kesehatan 0 0 2 10 0 12
SMAK 0 0 0 0 0 0
S1 Gizi 0 0 1 2 0 3
D lll Gizi 0 0 1 0 0 1
D Il Fisioterapi 0 0 1 1 0 2
D 1l Rekam Medik 0 0 0 1 0 1
S1 Psikologi 0 0 0 0 0 0
D lll Kesehatan Lingkungan (AKL) | O 0 0 2 0 2
S1 Fisikawan Medik 0 0 0 0 0 0
D Il Radiologi (ATRO/APRO) 0 1 1 4 0 6
D Il Tekhnik Elektro Medik (ATEM)| O 0 0 0 0 0
APK 0 0 0 0 0 0
Lain-lain/D 1/ DIl 0 0 0 0 0 0
SMAK (Pend. D3) 0 0 1 0 0 1
6 Tenaga Non Medis
S2 (Magister) 2 0 0 0 0 2
S1 (Sarjana) 0 5 0 35 0 40
D Il (Sarjana Muda) 0 2 0 0 7
SPPH 0 0 0 0 0 0
SMA 0 1 0 52 2 55
SMP 0 0 0 2 1
SD 0 0 0 0
Lain-lain/DI1/D 0 0 0 4 0 4
JUMLAH TOTAL PEGAWAI 14 17 57 302 | 3 393
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Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah PNS RSUD ABADI Samboja
sebanyak 88 Pegawai dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 305 pegawai, dari
jumlah PNS yang ada yang menduduki jabatan struktural sebanyak ¥ pegawai,
non struktural sebanyak 17 pegawai, dan fungsional sebanyak 57 pegawai.

4. Alokasi dan Realisas Anggaran

RSUD ABADI Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program
dan kegiatan mendapat anggaran dari APBD Kutai Kartanegara sebesarRp.
48.125.620.986,84, terealisasi sebesar Rp. 46.239.740.213,00 atau 96.08% dan dari
pendapatan fungsional RSUD ABADI Samboja sebesar Rp. 32.573.105.595,00
terealisasi sebesar Rp27.323.148.270,00 atau 84,00%Jadi Alokasi anggaran RSUD
ABADI Samboja fahun 2018 sebesar Rp. 80.698.726.581,84 terealisasi sebesar Rp.
73.562.888.491,00 atau 91,16.

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau
disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Darah (RKPD) dengan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh RSUD ABADI Samboja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.15
Pelaksanaan program RKPD kedalam APBD RSUD ABADI Samboja Tahun 801

1 Program Pelayanan Program Pelayanan ¥ i
Administrasi Perkantoran | Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Program Peningkatan

2 | Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana ¥ -
Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan

3 | Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya ¥ -
Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan

4 pengembangan sistem pengembangan sistem ¥ i
pelaporan capaian kinerja | pelaporan capaian kinerja
dan keuangan dan keuangan

5 Program Upaya Kesehatan | Program Upaya Kesehatan ¥ i
Masyarakat Masyarakat
Program Standarisasi Program Standarisasi

6 | Pelayanan Kesehatan ¥ -

Pelayanan Kesehatan

Program pengadaan, Program pengadaan,

7 peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan ¥ )
prasarana rumah sakit/ prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah rumah sakit jiwa/ rumah
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sakit paru-paru/ rumah
sakit mata

sakit paru-paru/ rumah
sakit mata

Program pemeliharaan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit

Program pemeliharaan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit

Paramedis dan Non Medis

8 jiwa/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit ¥ )
paru-paru/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
mata mata
Program Pencegahan dan

9 | Penanggulangan Penyakit - 1
Menular
Program Peningkatan Peningkatan Mutu

10 | Pelayanan Medis, pelayanan kesehatan ¥ -

BLUD

Dari tabel tersebut diatas bahwa tidak ada kesesuaian antaa RKPD dengan APBD,
yang mana jumlah rencana program dalam RKPD pada tahun 2018 sebanyak 10
(sepuluh) program, telah dilaksanakan 9 (sembilan) program atau 90% oleh RSUD
ABADI Samboja dalam program APBD, ada 1 (satu) program yang tidak masuk
dalam program APBD adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular.

Jumlah pelaksanaan kegiatan RSUD ABADI Samboja dalam RKPD sebagaimana
terdapat dalam peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 29 tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPDtahun 2018 sebanyak 100 (Seratus)
kegiatan, namun jumlah pelaksanaan kegiatan dalam APBD sebanyak 33 (dua
puluh dua) kegiatan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan
Daerah dengan pelaksanaan kegiatan APBD RSUD ABADI Samboja hanya 33 (dua
puluh dua) kegiatan dari 100 (seratus) kegiatan dalam RKPD, sehingga terjadi
selisih ketidaksesuaian sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kegiatan.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Dalam menjalankan tugasnya tersebut RSUD ABADI didukung dengan sarana dan
prasarana antara lain lahan yang dimiliki RSUD ABADI adalah 100.000 m2 dengan
luas bangunan 7.200 m2, fasilitas air PDAM/Sumur bor, fasilitas listrik PLN 435 KVA,
Generator 2x435 KVA (2 unit), pengolahan linbah padat dan limbah cair masing-
masing 2 unit. Jumlah tempat tidur terpasang sebanyak 82 tempat tidur dengan
persentase sebagai berikut:

Tabel 3.16
Persentase Jumlah Tempat Tidur Terpasang Menurut JeniRSUD ABADI Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahu 2018

1 VIP 8 9,76
2 Kelas | 8 9,76
3 Kelas Il dan Kebidanan 23 28,05
4 Kelas llI 37 45,12
5 Isolasi 1 1,22
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6 Intensif 5 6,10

Total 82 100,00

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Persentase tempat tidur RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti tertinggi adalah kelas Il sebanyak 45,12% hal ini sudah
memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56

tahun 2015 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit sebagaimana terdapat

pada lampiran peraturan tersebut jumlah TT perawatan kelas Il (RS Pemerintah)
sebanyak 30% dari jumlah TT.

Peralatanperalatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya masih banyak yang
harus ditingkatkan jika dibandingkan dengan standar Rumah Sakit Kelas C, pada
tahun 2012 telah dilaksanakan pengadaan alatalat kedokteran bedah, kebidanan,
ICU, Laboratorium, laundry dan lairtlain yang meliputi pengadaan alat kesehatan
laparaskopi, USG 3 Dimensi, alat laboratorium dan peralatan laundry (mesin cuci
laundry dan pengering) begitu juga tahun-tahun berikutnya telah dilaksanakan
pengadaan alat-alat kedokteran umum. pada tahun 2016 telah dilaksanakan
pembangunan gedung rawat inap, Kamar Operasi Sentral dan pengadaan alatalat
kedokteran Radiologi, Kamar Operasi, Gawat Darurat, Gigi dan figiterapi, dan pada
tahun 2018 telah dilaksanakan pengembangan gedung rawat inap tahap | dan
pengadaan alat kedokteran bedah. dan pada tahun 2018 juga telah diadakan
peralatan kedokteran bedah, peralatan kedokteran gigi dan peralatan kedokteran
lainnya serta pembangunan gedung IGD, GIZI dan IPSRS yang dibiayai dari dana
DAK dan pendapatan fungsional RSUD ABADI (BLUD)

7. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti Samboja
1) Permasalalan umum :
Permasalahan umum yang berimplikasi terhadap program dan kegiatan
Pelayanan Kesehatan antara lain :
a) Perubahan RKA / DPA sehingga berpengaruh terhadap realisasi kegiatan

serta penyerapan anggaran.
b) Adanya Rasionalisasi Anggaran

2) Permasalahan tekis :
Dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan masih terhambat adanya
permasalahan yang bersifat teknis baik yang beifat internal maupun ekternal
antara lain :
a) Masih adanya proses realisasi anggaran yang selalu di akhir tahun

disebabkan oleh adanya arggaran perubahan yang sangat besar.

b) Penerbitan SPD yang selalu terlambat dari yang direncanakan sehingga
proses pencairan menumpuk di akhir tahun anggaran.

c) Beralihnya sistem jaminan kesehatan dari Jamkesda ke BPJS yang
memengaruhi pendapatan RSUD Aji Bataa Agung Dewa Sakti.

Solusi

Agar kegiatan Pelayanan Kesehatan pada RSUD ABADI Samboja tetap berjalan
dengan baik dan sesuai harapan, tentunya perlu adanya penanganan dan tindakan
yang konkrit baik bersifat umum maupun teknis dalam upaya mengatasi
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permasalahan tersebut diatas antara SKPD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakiti
mengambil beberapa langkah-langkah :
1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran berbasis kinerja organisasi.

2) Menetapkan output dan realisasi anggaran yang terukur dan terkendali.

3) Menyusun anggaran kas sesuai kebutuhan riil dilapangan.

4) Menjaga akuntabilitas dan profesionalisme aparatur.

5) Sesegera mungkin mengambil sikap atas kejadiankejadian yang berpotensi
menghambat realisasi belanja dan pendapatan.

RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN
1. Program dan Kegiatan

Tabel 3.17
Realisasi AnggaranRSUD Dayaku Rajaahun 2018

I Program Pelayanan 75 %
Administrasi Perkantoran 21.468.810.328, - 91,82

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, | 4 Rekening 340.578.148; 97.31
sumber daya air dan Listrik

2 Penyediaan Jasa Pemeliharan | 12 Unit 15.420.900; 90.71
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Oprasional

3 Penyediaan Jasa Administrasi | 23 Orang 149.350.000- 99,57
Keuangan

4 Penyediaan Jasa Kebersihan 12 Gedung 1.974.485,675; 99,66
Kantor

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64 Jenis 296.447.500; 98,83

6 Penyediaan Makanan dan 10.000 Kotak 162.325.000; 54,11
Minuman

7 Penyediaan Jasa Administrasi | 1 Paket 16.653.113.279, 91,12
Perkantoran

8 Penyediaan Barang Cetakan 1, Ls,Lembar,Buku| 348,105.560; 99,46
dan Penggadaan 19200,150

9 Rapatrapat koordinasi dan 3 Paket 161.744.501; 76,77
konsultasi kedalam daerah dan
keluar daerah

10 | Penyediaan Jasa Keamanan 12 Gedung 1.291.185.675; 99.97
dan Ketertiban 99,54

11 | Faslitasi Kehumasan Rumah 3 Jenis 76.024.000; 50,68
Sakit

2 Program Peningkatan Sarana 901.541.000, - 51,05
Dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala| 14 Unit 499.545.000; 88,24
Kendaraan Dinas/oprasional

2 Penyediaan  Peralatan dan| 12 Gedung 401.996.000; 33.50

Perlengkapan Gedung Kantor
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Ry %

80,29

Pelatihan Fungsional Disetiap
Unit

200

Orang

243.316.875;

54,07

Pelatihan Managerial dan
softskill disetiap unit

200

Orang

286.524.861;

63,67

Kerjasama Penempatan Dokter
Spesialis/Residen

Dokter

2.481.022.355;

87,05

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

739.036.939, -

75,57

Fasilitasi Penyelesaian
Kewajiban kepada Pihak Kéga

739.036.939;

75,57

Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan

4.850.808.550, -

69,30

Pengadaan Obat (obat Obatan
dan BHP Medis)

Paket

4.850.808.550;

69,30

VI

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

279.250.000, -

69,81

Pelayanan Rujukan Pasie

Paket

279.250.0005

69,81

Vi

Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan

748.823.475, -

93,60

Pemeriksaan Kualitas
Lingkungan

Baku Mutu

59.242.600;

59,24

Pemusnahan Limbah B3

15186

Kg

689.580.875;

98,51

VI

Program Pengadaan,
Peningkatan S arana dan
Prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru -paru/ rumah sakit mata

9.707.341.069, -

90,21

Pengadaan Alatalat Kesehatan
Rumah Sakit

Paket

96.835.800;

96,84

Pengadaan Bahanbahan
Logistik Rumah Sakit

Paket

1.989.401.675;

99,75

Pengadaan Alat alat Kesehatan
Rumah Sakit (DAK 2018)

Paket

3.670.528.212;

75.41
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Ry %

4 Pengadaan Darah 1 Paket 365.016.331; 73,00
5 Dana Pendampingan DAK 2018 | 16 Orang 173.346.651; 57,78
6 Rehabilitasi Ringan/ Sedang 1 Bangunan 194.431.7005 97,22
Gudang TPS Limbah B3 Rumah
Sakit
7. Rehabilitasi Ringan/ Sedang 1 Bangunan 98.708.1005 98,71

Ruang Daput Rumah Sakit

8. Pemeliharaan Peralatan 1 Paket 2.711.775.100, 90,39

9. Perencanaan Pembangunan 1 Paket 407.297.500; 95,83
Sarana Penunjang

IX Program Pemeliharaan 1.424.019.215, - 89,40
Sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru -paru/
rumah sakit mata

1 Pemeliharaan Sarana 9 Paket 727.731.000; 94,67
2 Pemeliharaan Prasarana 696.288.215; 84,50
JUMLAH 43.130.494.667, - 85,53

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Pelayanan Gawat Darurat
Ada 8 indikator mutu pelayanan gawat darurat dengan pencapaian 7 indikator
87,50%, indikator yang tidak tercapai adalah kematian pasien < 24 jam,
permasalahannya pasien yang datang sudah dalam keadaan kritis.

2. Pelayanan Rawat Jalan
Ada 10 indikator mutu pelayanan rawat jalan dengan pencapaian 9 indikator
85,71%, indikator yang tidak tercapai adalah dokter pemberi pelayanan di
poliklinik spesialis masih ada yang digantikan oleh dokter umum, dikarenakan
ada poliklinik hanya memiliki 1 orang dokter residen, apabila ada pergantian
akan digantikan oleh dokter umum.

3. Pelayanan Rawat Inap
Ada 14 indikator mutu pelayanan rawat inap dengan pencapaian 13 indikator
91,76%, indikator yang tidak tercapai adalah kejadian pulang paksa, pasien
merasa sehat/sembuh, memilih pengobatan yang lebih dekat dari rumah,
karena tidak ada penunggu, tidak mau dilakukan tindakan/operasi.

4. Pelayanan Bedah Sentral
Ada 11 indikator mutu pelayanan rawat bedah sentral dengan pencapaian 10
indikator 85.71%, indikator yang tidak tercapai adalah waktu tunggu operasi

LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Katutai Kartaregara Tahun2018




BAB Il |87

elektif, dikarenakan jumlah kamar operasi yang kurang.

5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
Ada 10 indikator mutu pelayanan persalinan dan perinatologi dengan
pencapaian 9 indikator 87,50%, indikator yang tidak tercapai adalah
pertolongan persalinan melalui section caesaria, tinggi diakibatkan karna
RSUD Dayaku Raja Kota Bangun sebagai rumah sakit rujukan terdekat dari
hulu mahakam, pasien yang daang dengan kondisi yang sudah jelek,
sehingga perlu dilakukan operasi.

6. Pelayanan Intensif
Ada 7 indikator mutu pelayanan intensif dengan pencapaian 6 indikator 80 %,
indikator yang tidak tercapaiadalah pemberi pelayanan unit intensif untuk
dokter sudah sesuai namun untuk perawat masih ada perawat dengan
pendidikan DIIlI tanpa sertifikat ICU, karna berbenturan dengan peraturan
perawat dengan status honor tidak biasa dikirim untuk mengikuti pelatihan.

7. Pelayanan Radiologi
Ada 7 indikator mutu pelayanan radiologi dengan pencapaian 7 indikator
100%, seluruh indikator terpenuhi.

8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
Ada 10 indikator mutu pelayanan laboratorium patologi klinik dengan
pencapaian 10 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi.

9. Pelayanan Rehabilitas Medik
Ada 5 indikator mutu pelayanan rehabilitasi medik dengan pencapaian 5
indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi.

10. Pelayanan Farmasi
Ada 7 indikator mutu pelayanan farmasi dengan pencapaian 7 indikator 100%,
seluruh indikator terpenuhi.

11. Pelayanan Gzi
Ada 6 indikator mutu pelayanan gizi dengan pencapaian 6 indikator 100%.

12. Pelayanan Tranfusi Darah
Ada 5 indikator mutu pelayanan tranfusi darah dengan pencapaian 4 indikator
80%, indikator yang tidak tercapai adalah kebutuhan darah bagi setiap
pelayanan transfusi, dikarenakan stok bank darah yang masih terbatas di PMI,
sehingga pemberian trasfusi diberikan 2 kantong sehari.

13. Pelayanan Masyarakat Miskin
Ada 5 indikator mutu pelayanan masyarakat miskin dengan pencapaian 5
indikator 100%.

14. Pelayanan Rekam Melik
Ada 6 indikator mutu pelayanan rekam medik dengan pencapaian 5 indikator
80,5%, indikator yang tidak tercapai adalah kelengkapan pengisian rekam
medik 24 jam setelah selesai pelayanan.

15. Pelayanan Pengelolaan Limbah
Ada 5 indikator mutu pelayanan pengelolaan limbah dengan pencapaian 5
indikator 100%.

16. Pelayanan Aministrasi dan Manajemen
Ada 16 indikator mutu pelayanan aministrasi dan manajemen dengan
pencapaian 1 indikator 88,89%,indikator yang tidak tercapai adalah karyawan
yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun, dengan target >60%
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dikarenakan keterbatasan anggaran.

17. Pelayanan Ambulance dan MobilJenazah
Ada 7 indikator mutu pelayanan ambulans dan kereta jenazah dengan
pencapaian 7 indikator 100%.

18. Pelayanan Pemulasan Jenazah
Ada 7 indikator mutu p elayanan pemulasan jenazah dengan pencapaian 7
indikator 100%.

19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
Ada 6 indikator mutu pelayanan pemeliaraan sarana rumah sakit dengan
pencapaian 4 indikator 66,67%, kecepatan menanggapi kerusakan,
dikarenakan menunggu suku cadang alat khusus untuk alat alat medis.

20. Pelayanan Laundry
Ada 7 indikator mutu pelayanan laundry dengan pencapaian 6 indikator 85%,
indikator yang tidak tercapai adalah ketepatan pemberian linen untuk ruang
rawat inap, dikarenakan sarana pengelodan linen yang masih terbatas dan
jumlah linen yang kurang.

21. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Ada 6 indikator mutu pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
dengan pencapaian 6 indikator 100%.

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

RSUD Dayaku Raja Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki pegawai
sebanyak 367 orang, meliputi 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 343 orang
Non Pegawai Negeri Sipil (TenagaHarian Lepas).

4. Alokas dan Realisas Anggaran

Pada tahun 2018 Total Anggaran belanja Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kutai
Kartanegara ( APBD) Rp. 60.403.404.765.95vang meliputi anggaran Biaya Tidak
Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, séa belanja modal, dengan
realisasi atau serapan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Tak Langsung Rp. 3.247.137.223,73,

b) Belanja Langsung Rp. 51.451.115.51300-

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk menciptakan masyarakat Kuta Kartanegara sehat sejahtera secara
berkeadilan akan di arahkan pada 3 fokus strategi :
1) Pengembangan beberapa pusat meliputi infeksi, alergi, kanker dan luka bakar

termasuk pembangunan private wing.

2) Pengembangan pelayanan kesehatan paripurna professiond berstandar
internasional meliputi upaya pelayanan preventif, promotif, kuratif dan
rehabilitatif termasuk didalamnya penguatan managemen dan pengembangan
mutu berkelanjutan.

3) Memperluas jejaring dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, insustri/swasta,
masyarakat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.
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6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Sarana dan prasarana RSUD Dayaku Rajsaat ini, secara umum sudah sesuai
standar, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan

pelayanan yang prima bagi konsumen maka RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
mengadakan pembangunan gedung, membenahi sarana dan prasarana yang ada,
serta melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang lebih canggih.

7. Permasalahan dan Solusi

Dengan jumlah pasien semakin banyak seiring dengan meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya kesehatan, hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan berkualitas juga semakin besar. Selain itu beberapa
program dan Kkegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang telah
direncanakan, ternyata banyak menemui kendala dan hambatan serta
permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.

Berdasarkan kesepakatan Manajemen RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
menetapkan fokus pada 4 area perubahan yaitu :

1. Area Perubahan Sumber Daya Manusia

2. Area Perubahan Akuntabilitas
3. Area Perubahan Pengawasan
4. Area Perubahan Pelayanan

Adapun permasalahan yang timbul pada area perubahan Sumber Daya Manusia
Aparatur adalah :
a) Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai
salah satu faktor yang menjadi pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang
baik.

b) Pengangkatan Pejabat Struktural belum mengacu pada Kompetens dan
Prasyarat lainnya yang semestinya dilakukan.

c) Sistem Manajemen Kinerja Pegawai yang belum maksimal dilaksanakan dan
diterapkan.

d) Tingkat Kesejahteraan Aparatur dan Pegawai yang rendah.

e) Mutasi Internal Pegawai dan Distribusi Pegawai yang belum memenuhi
kebutuhan Unit Kerja yang ada.

f) Pola Pengembangan Karier Pegawai masih belum diterapkan secara benar.

g) Hasil Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek yang diikuti Pejabat atau Aparatur,
yang belum termanfaatkan dengan optimal.

Permasalahan yang dihadapi pada aea perubahan Akuntabilitas adalah :
a. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di beberapa Instalasi / Unit dan

Bagian / Bidang yang terkait.

b. Masih adanya anggapan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah tidak
maksimal dan berbelit belit.

c. Sistem absersi atau kehadiran yang belum dijadikan rujukan untuk
memberikan reward atau punishment.

Permasalahan yang dihadapi pada area perubahan Pengawasan adalah :
a. Lemahnya Sistem Pengawasan Internal Rumah Sakit Sendiri.
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b. Belum adanya pegawai khusus yang bergerak diBidang Pengawasan.
c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengawasan
d. Sarana dan Prasarana Pengawasan belum tersedia sesuai kebutuhan

Permasalahan yang dihadapi pada area perubahan Pelayanan adalah :
a. Masih adanya keluhan masyarakat tentang Kuram Kualitas Pelayanan Rumah

Sakit di Instalasi Rawat Darurat ( IRD ), Instalasi Rawat Inap ( IRNA Ipstalasi
Rawat Jalan(IRJA ), Instalasi Bedah Sentral ( IBS ), Instalasi Ambulance (Baik
Umum dan Jenazah) dan lairlain.

b. Masih adanya keluhan Kunjungan / Visite Pasien oleh Dokter Spesialis / Dokter
Umum / Dokter Gigi terlambat.

c. Pelayanan Perawat / Bidan dan Petugas Kesehatan lainnya di rumah sakit ini
yang kurang memuaskan / kurang ramah.

d. Banyaknya Calon Pasien yang antri untuk mendapatkan Kamar Rawat Inap

Adapun masalah yang menjadi keluhan masyarakat adalah :
a. Adanya keluhan bahwa pasien di IRD dilayani lambat oleh petugas jaganya.

b. Adanya keluhan bahwa pasien atau keluarganya dibuat berbelit belit untuk
menyelesaikan urusan pendaftaran pasien, obat, danadministrasi.
c. Suasana pelayanan di IRD kurang nyaman untuk pasien atau keluarganya.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)
1. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegidan dalam Tahun Anggaran 2018, Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat pagu MAggaran Rp.
401.687.736.768,99( Empat Ratus Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh
Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah
Koma Sembilan Puluh Sembilan Sen ). Dalam elaksanaan kegiatan tahun
anggaran 2018, dapat diuraikan capaian kinerja SPM/ IKU adalah sebagai berikut :

% Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik.

Jumlah total panjang jalan kabupaten pada tahun 2018, adalah sepanjang 2.193.02
Kilo Meter, dengan perincian sebagai berikut : kodisi jalan dalam keadaan baik,
sepanjang 1.876,44 KM dan kodisi jalan dalam keadaan rusak berat, sepanjang
316,86 KM ( tabel panjang jalan kabupaten ).

¥ Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik.

Panjang saluran dan Luasan irigasexsisting Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah
sebagai berikut : Luas Irigasi 23.154,16 Ha, dengan kondisi Luas Irigasi dalam
kondisi baik 16.905.92 Ha ( tabel luas irigasi kabupaten kutai kartanegara ).

Dalam pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umm Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun Anggaran 2017, maka dapat digambarkan dalam tabel tersebut
dibawah ini Realisasi Capaian Kinerja.
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Anggaran Belanja Dan RealisasDinas Pekerjaan UmumTahun Anggaran 2018

Program Pelayanan Administrasi

1 3.446.412.500,00 | 3.060.139.364,00 | 88,75
Perkantoran

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 879.361.833,00 726.214.900,00 82,58
Aparatur
Program peningkatan pengembangan

3 | sistem pelaporan capaian kinerjadan 187.369.367.693,88| 175.899.538.882,10| 93,88
keuangan

4 | Program pembangunan jalan dan jembatan | 29.450.000.000,00 | 19.526.740.511,00 | 66,30

5 | Program pembangunan saluran 500.000.000,00 | 457.663.700,00 | 91,53
drainase/gorong-gorong

g | Program peningkatan sarana dan prasarana | , g 100 000,00 | 1.400.306.725,00 | 53,86
kebinamargaan

7 | Program Peningkatan Sistem jaringan Ingasi | ¢ ;e 600 000,00 | 5.793.134.975,00 | 90,97
Pertanian

8 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air 1.500.000.000,00 | 1.149.906.000,00 | 76,66

9 | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 65.229.594.742,11 | 57.237.662.761,00 | 76,66

10 | Program Pembangunan/Peningkatan 91.350.000.000,00 | 76.635.505.300,00 | 83,89
Bangunan Negara

17 | Program penataan penguasaan, pemilikan, |, ;95 600 000,00 | 9.181.449.925,00 | 75,29
penggunaan dan pemanfaatan tanah

1o | Program Pembangunan Sarana dan 800.000.000,00 | 13.489.575,00 1,60
prasarana Kepariwisataan

Jumlah Total 401.687.736.768,99| 351.081.752.618,10| 87,40
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2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, secara
keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum maksimal,
dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang gagal lelang dan kegiatan yang
diberikan kesempatan menyelesaikan pekejaan selama 50 hari, anggaran dan
capaian target program dan kegiatan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2019

mendatang, secara keseluruhan prosentase capaian Program dan Kegiatan adalah

sebagai berikut :

% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 88,790 ) ;

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, target 14 rekening,
capaian kinerja 1 rekening, (11,01 %)
2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,
target 8 unit, capaian kinerja 8 unit ( 13,25 %)
3) Penyediaan jasa adminidrasi keuangan, target kinerja 55 orang, capaian

kinerja 55 orang ( 89,70 % ).

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor, target kinerja 12 bulan, capaian kinerja 12

bulan ( 78,21 %)
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5) Penyediaan alat tulis kantor, target kinerja 66 jenis, capaian kingja 66 jenis (
99,02 %)

6) Penyediaan makaran dan minuman, target kinerja 2906 porsi, capaian kinerja
2906 (85,35% )

7) Penyediaan Jasa Administrasi Tekhis Perkantoran, target kinerja 107 orang,
capaian kinerja 107 orang ( 96,34 % )

8) Penyediaan barang cetakandan penggandaan, target kinerja 181.669 lembar,
capaian kinerja 181.669 lembar ( 94,75 % )

9) Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah,
target kinerja 360 orang kali, capaian kinerja 360 orang kali ( 84,92 % )

10) peningkatan jaringan internet dinas pekerjaan umum, target Kkinerja 1
kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan ( 96,67 % )

11) Publikasi dan Penyiaran, target kinerja 1 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan (
82,03 %)

12) Pengadaan personal computer (PC), printer dan scanner dinas, teget kinerja 6
jenis, capaian kinerja 6 jenis ( 95,50 % )

13) Sewa Tempat Penyimpanan Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Arsip,
target kinerja 2 gedung, capaian kinerja 2 gedung ( 100 % ).

% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (82,58%) ;

1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, target kinerja 8 unit,
capaian kinerja 8 unit ( 99,69 % ).

2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, target kinerja 51
unit, capaian kinerja 51 unit ( 91,42 %)

3) Pendampingan Jasa Advokasi,target kinerja 4 kegiatan, capaian kinerja 1
kegiatan ( 15,95 % )

4) inventarisasi aset barang milik daerah, target kinerja, 18 kecamatan, capaian
kinerja 6 kecamatan ( 71,88 % ).

5) Pengadaan papan informasi elektronik dinas, 1 kegiatan, capaian kinerja 1
kegiatan (96,84 %)

6) Pengadaan Alat Survei Permukaan Jalan, target kinerja 1 unit, capaian kinerja 1
unit ( 86,56 % ).

% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan (93,88 % )

1) Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak &tiga, target kinerja 311
kegiatan, capaian kinerja 311 kegiatan ( 93,88 % )

% Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ( 66,30 % ) :

1) Pembuatan Badan Jalan Desa Tunjungan Menuju Desa Sabintulung, target
kinerja O, capaian kinerja 0 (0 %)

2) Penanganan Keliran1 dan 2, target kinerja 2 jembatan, capaian kinerja 2
jembatan (31,31 %)

3) Pembangunan Badan Jalan Desa Liang Buaya menuju Desa Sedulang, target
kinerja 0, capaian kinerja 0 (0 %)

4) Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Kelurahan Teluk Dalam Kec. Muara
Jawag target kinerja 1 Km, capaian kinerja 1 Km (62,37 %)
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5) Pembangunan Jembatan Kecamatan Marang Kayu, target kinerja 1 jembatan,
capaian kinerja 1 jembatan ( 66,99 % )

6) Pembangunan Jembatan Muallaf Kelurahan Loa lIpuh Tenggarong, target
kinerja 1 jembatan, capaian kinerja 1 jembatan ( 79,39 %)

7) Pembangunan Badan Jalan Usaha Tani Gunung Uang di Kecamatan
Tenggarong, target kinerja 0, capaian kinerja 0 (0%)

8) Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong, target kinerja 300 m, capaian
kinerja 300 m (92,20 % )

9) Peningkatan Jalan Rimba Ayu- Kedang Murung (Bankeu), target kinerja 500 m,
capaian kinerja 500 ( 75,31 %)

10) Pembangunan Jembatan Tangkon di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu,
target kinerja 1 unit jembatan, capaian kinerja 1 unit jembatan ( 89,49 %)

% Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong ( 91,53 %) ;

1) Rehabilitasi Gorong-gorong jalan Poros Marang Kayu - Muara Badak, target
kinerja 20 m, capaian kinerja 20 m (91,53 %)

% Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah (1,87%) ;

1) Pengadaan lahan untuk Bangunan BPU Desa Tanjung Batu, target kinerja 1.492
M2, capaian kinerja 1.492 M2?( 79,44 % )

2) Pengadaan Lahan Pembangunan Central Bisinis Distrik, target kinerja 8.000 M2,
capaian kinerja 8.000 M2 ( 97,25 %)

3) Pengadaan Lahan di Besa Bakungan Kecamatan Loa Janan, target kinerja 2.000
M2, capaian kinerja 2.000 M2 (0 % ).

4) Pengadaan Lahan Jalan Ahmad Dahlan Menuju Jalan Pasar Mangkurawang,
2.000 M2, capaian kinerja 2.000 M2 (0 %)

% Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwigaan ( 1,69 %)
1) Pembangunan Taman Replika dan Pusat Budaya Waduk Panji Sukarame
Tenggarong, target kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 0 ( 1,69 % ).

% Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan( 53,86 % );

1) OP Bidang Bina Marga, target kinerjal1.000 M, capaian kinerja 1.000 M ( 94,09
%)

2) OP Bidang Teknis, target kinerja 1 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan ( 34,65
%)

3) OP Bidang Cipta Kaya, target kinerja 1 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan (
11,58 %)

4) OP Bidang Sumber Daya Air, target kingja 4 kegiatan, capaian kinerja 4
kegiatan (14,64 %)

5) Core Tim Dinas Pekerjaan Umum, target kirrja 1.500 m, capaian kinerja 1.500
m (90,08 % )

% Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertaniar{ 90,97 %) ;

1) Peningkatan Jaringan lIrigasi DI. Manungal Jaya SP. Il Kec. Tenggarong
Seberang (DAK), target kinerja 1.000 m, capaian kinga 1.000 m ( 90,39 %)

2) Peningkatan Jaringan lIrigasi DI. Kejawi Kecamatan Tenggaram (DAK), target
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kinerja 500 m, capaian kinerja 500 m ( 92,29 %)

Peningkatan Sistem Jaringn Irigasi Pertanian di Kecamatan Kota Bangm),
target kinerja 1 dokumen, capaian kinerja 1 dokumen ( 87,16 % )

Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian di Kecamatan Loa Hu), target
kinerja 1 dokumen, capaian kinerja 1 dokumen (93,22 %)

Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian di Kecamatan Tenggarong
Seberang, target kinerja capaian kinerja), target kinerja 1 dokumen, capaian
kinerja 1 dokumen (92,57 % ).

Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( 76,66 % ) ;
Operasional dan Pemeliharaan Irigasidan Rawa Kabupaten Kutai Kartanegara
(Bankeu), target kinerja 66.592 M, capaian kinerja ( 76,66 % ).

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ( 87,75 % ) ;

Peningkatan Jalan Di Kecama&n Marang Kayu, target kinerja 100 m, capaian
kinerja 100 m ( 98,81 % )

Peningkatan Jalan Di Kecamatan Sebulu, target kinerja, 300 m, capaian kinerja
300m (71,64 %)

Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong 8berang, target kinerja 350 m,
capaian kinerja 350 m (93,62 %)

Penanganan Ruas Jalan Sebelimbingan Tuana Tuha Kec Kota Bangun, target
kinerja 1.000 , capaian kinerja 1.000 ( 99,94 % )

Peningkatan Jalan Darussalam Handil 6 Kelurahan Muara Jawa Tengah, target
kinerja 800 m, capaian kinerja 800 m ( 95,99 % )

Peningkatan Jalan Sukarelawan Handil 9 Kelurahan Muara Jawalin, target
kinerja 800 m, capaian kinerja 800 m( 98,84 )

Lanjutan Peningkatan Jalan Sebembang menuju Melintang (TMMD), target
kinerja 1.200 m, capaian kinerja 1.200 m ( 89,98 % )

Peningkatan Jalan Sukamaju Desa Bukit Birudnggarong, target kinerja 800 m,
capaian kinerja 800 m (94,04 %)

Peningkatan Jalan Gunung Beiiris Tenggarong, target kinerja 0 m, capaian
kinerja 0 m ( 0,57 %)

10) Peningkatan Jalan Desa Bukit Pariaman, target kinerja 2.000 m, capaian kinerja

2.000 m (87,50 % )

11) Peningkatan Jalan Desa Aggana, target kinerja 600 m, capaian kinerja 600 m (

82,11 %)

12) Pemeliharaan Wiayah I, target kinerja 1 UPT capaian kinerja 1 UPT( 31,28% )
13) Pemeliharaan Wilayah I, target kinerja 1 UPTcapaian kinerja 1 UPT ( 63,3% )
14) Pemeliharaan Wilayah l1ll, targetkinerja 1 UPT,capaian kinerja 1 UPT ( 50,260)
15) Pemeliharaan Wilayah 1V, target kinerja 1 UPTcapaian kinerja 1 UPT ( 40,0p
16) Pemeliharaan Wilayah V, target kinerja 1 UPTcapaian kinerja 1 UPT ( 26,3% )
17) Lanjutan Peningkatan Jalan Loleng- Muara Kaman llir (DAK), target kinerja
5.830 m, capaian kinerja 7.103 m( 95,01 % )
18) Lanjutan Peningkatan Jalan Ulaq Nanga- Jahuy (DAK), target kinerja 740 m
capaian kinerja 476 m (97,90 %)

19) Peningkatan Jalan Buak (Desa Kembang Janggut Ilir/ Terusan Jaya), target

kinerja 1.780 m , capaian kinerja 1.780 m ( 98,01 %)
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20) Peningkatan Jalan Ngadang Menuju Sanggulan Kecamatan Sebulu, target
kinerja 2.000 m, capaian kinerja 3.500 m ( 98,01 %)

21) Peningkatan Jalan Jambing Triyu 2, target kinerja350 m, capaian kinerja 370 m
(96,59 %)

22) Peningkatan Jalan di Kecamatan Loa Kulu, target kinerja 300 m, capaian kinerja
173 m (71,34 %)

23) Peningkatan Jalan di Kecamatan Muara Kaman, target kinerja 925 m, capaian
kinerja 925 m (97,22 %)

24) Peningkatan Ruas Jalan Kec. Muara Wis Kec. KotaBangun, target kinerja 850
m, capaian kinerja 4.010 m ( 66,81 %)

% Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara( 83,89 % ) ;

1) Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara di Kecamatan Muara Kaman,
target kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 1 bangunan( 86,39 %)

2) Pembangunan Sekolah Polisi Negara, target kinerja 1 komplek bangunan ,
capaian kinerja 1 komplek bangunan ( 88,41 % )

3) Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Kota Bangun 3 Kec. Kota Bangun,
target kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 1 bangunan( 33,04 % )

4) Pembangunan Pasar Kuala Samboja, target kinerja 1 bangunancapaian kinerja
0 bangunan (7,75 %)

5) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kec. Loa Janan (Sektor Tahy, target
kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 0 bangunan( 0 %)

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara per Desember 2018 berjumlah 398 orang ASN yang terdiri dari 31
Pejabat Struktural dan 367 Non Struktural.

Untuk jumlah jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara termasuk UPT sebanyak 33 jabatan per Desember 2018, jabatan yang
terisi berjumlah 30 jabatan, 2 jabatan kosong belum terisi dan 1 jabatan kosong
karena naik dari Ess. lll/b ke Ess. lll/ a dan 1 jabatan mengundurkan diri dan sampai
sekarang belum terisi dan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai
Kartanegara tidak terdapat Jabatan Fungsional.

4. Alokas dan Realisas Anggaran

Pada tahun 2018 Total Anggaran belanja Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kutai
Kartanegara ( APBD) Rp. 433.509.962.247,23 yangneliputi anggaran Biaya Tidak
Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, dengan
realisasi atau serapan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaierikut :

¢) Belanja Tak Langsung Rp. 31.822.225.478,24

d) Belanja Langsung Rp. 401.687.736.768,99

5. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan Kkegiatan

selama tahun 2018, sebagai berikut :
1) Masih rendahnya tingkat koordinasi di lingkungan SKPD dan Lintas SKPD.
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2) Kegiatan yang batal lelang.
3) Uang Persediaan yang diberikan masih kurang.
4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di semua bidang.

b. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat kami sampaikan solusi sebagai
berikut :
1) Memberikan pemahaman akan pentingnya koordinasi di lingkungan SKPD

terlebih lagi lintas sektor.

2) Kegiatan Pembangunan Jangan dianggarkan di akhir tahun, terkecuali pada
kegaitan yang bersifat Perencanaan.

3) Perlu adanya regulasi dan perhitungan kembali terkait penyediaan uang
persediaan.

4) Perlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur.

6. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Isu-isu Strategis kedepan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Kutai Kartanegara adaldn :
Pembangunan Infrastruktur Jalan Penghubung Antar Kecamatan serta Jembatan.
yang menghubungkan antara Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Wis dan
Kecamatan Muara Muntai.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dari masingmasing program dan kegiatan sesuai dengan
realisasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun Anggaran 2018, adalah
sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Realisasi Program Dinas Perkirfiahun 2018

1 Program Pelayanan Administrasi 128,58
Perkantoran
264 Rekening | 264 Rekening
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ai| Air, Listrik, Air, Listrik, 100.00
dan Ligrik Speedy dan Speedy dan '
TV Kabel TV Kabel
5 Penyediaan J_asa Pemellharaan dan Perizinan 295 Unit 126 Unit 56.00
Kendaraan Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 87 87 100.00
4 g Orang/Bulan | Orang/Bulan '
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 BIn 12 BIn 100.00
1820 Box, 1820 Box,
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pak, Lusin, Pak, Lusin, 100.00
Unit, Buah, Unit, Buah,
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Kotak, Roll Kotak, Roll
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.000 7.800
6 Perundana-Undanaan Eksemplar/ Eksemplar/ 78.00
9 9 Unit Unit
7900 6517
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kotak/Kaleng | Kotak/Kaleng | 82.49
/Dus /Dus
8 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis 553150 553150 100.00
Perkantoran Org/Bulan Org/Bulan '
. 11.115 11.115
9 iZ:yegﬁZZ;arang Cetakan dan Blok, Rim, | Blok, Rim, | 100.00
99 Lembar Lembar
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke . .
10 Dalam Daerah dan ke Luar Daerah 15 Kal 82 Kal 546.67
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
11 Kesehatan Non PNS 816 Orang 816 Orang 100.00
12 Penyediaan Perlengkapan HarHari Tertentu 24 Buah 26 Buah 108.33
13 Pengelolaan Website 1 Paket 1 Paket 100.00
5 Program Peningkatan Sarana dan 128.00
Prasarana Aparatur
14 Pgmellharaan. Rutin/Berkala Kendaraan 295 Unit 295 Unit 100.00
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 50 8
15 | e periengkap Unit/Buah/ | UnitBuah/ | 156.00
gecung Kali/Paket | Kali/Paket
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 100.00
Daya Aparatur
16 Rekonsiliasi Data.ASN Dinas Perumaan dan 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100.00
Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Sistem Pelaporan
4 ) O 100.00
Capaian Kinerja dan Keuangan
17 Penyusunan Ren§tra Dinas Perumahan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Kawasan Permukiman
18 Bekias 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
19 Inventarisasi Aset (Barang Milik Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
20 F§5|I|ta3| Penyelesalan Kewajiban Kepada 176 Kegiatan | 176 Kegiatan | 100.00
Pihak Ketiga
5 Program Pengembangan Kinerja 80.88
Pengelolaan Persampahan
21 FS TPA Tenggarong Skerang 1 Dokumen 0 0.00
22 FS TPA Samboja 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Penimbunan Sampah dengan Tanah Urug TPA| 1000 M3 1144 M3
23 114.40
Bekotok tanah tanah
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3 Unit 2 Unit
24 Pengadaan dan Perbaikan Bak Dump Truck Pengadaan Pengadaan 90.00
Sampah dan 7 Unit dan 7 Unit '
Perbaikan Perbaikan
25 Review DED TPA Kecamatan Muara Badak 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
6 (RTH) 107.50
26 Perencanaan Taman Lansia Eks. Pasar Tanggg 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Arung
57 Pemangkasan can Penebangan Pohon Rawan 80 Pohon 92 Pohon 115.00
Tumbang Dalam Kota Tenggarong
7 Program Peng_empangan Klnetrja_ 110.76
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan
28 Distribusi Layanan Di Desa Rapak Lambur Kec| 5000 Meter 6579 Meter 131.58
Tenggarong (DAK Reguler)
29 F§S|I|jca5| / Pendampingan DAK Reguler Bidang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00
Air Minum
1 Unit IPAL 1 Unit IPAL
Komunal dan | Komunal dan
30 Pembuatan Prasarana Sanitasi (Regular) 16 Unit 16 Unit 100.00
Tangki Septik | Tangki Septik
Komunal Komunal
31 FaS|_I|ta§| / Pendampingan DAK Regular Bidang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00
Sanitasi
32 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK 8000 Meter 10879 Meter | 135.99
Penugasan)
33 F§5|I|ta5|_/ Pgndampmgan DAK Penugasan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00
Bidang Air Minum
34 Pembuatan Prasarana Sanitasi (Penugasan) 8 Unit 8 Unit 100.00
35 FQS|I|taS| / EenQamplngan DAK Penugasan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00
Bidang Sanitasi
Pembangunan Reservoar dan Penunjang
36 Distribusi Air Minum Pada IPA Badak 100 Kec.| 1 Unit 1 Unit 100.00
Muara Badak
Fasilitasi / Pendampingan Kegiatan . .
37 . 4 Unit 4 Unit 100.00
PAMSIMAS Regional Ill (4 Desa) n !
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa
38 Distribusi Layanan Menuju ke Jalan Long Apari| 5000 M 3765 M 75.30
Kelurahan Maluhu Kec. Tenggarong
39 Penggdaan Jaringan Pipa Air GG. Veteran 120 M 180 M 150.00
Handil 4
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa
Distribusi Layanan Menuju ke Perumahan
40 800 M 2521 M 315.13
Korem 091 ASN Kecamatan Tenggarong
Seberang
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa
41 Distribusi Layanan Menuju Desa Suka Maju 3600 M 1600 M 44.44
Kecamatan Tenggarong Seberang
Lanjutan Pengadaan Tandon air minum Desa . .
42 . . 150 Unit 78 Unit 52.00
Bukit Jering
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Perencanaan Pembangunan Sistem
43 Penyedaan Air Minum (SPAM) lbukota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Kecamatan (IKK) di Kecamatan Tabang
Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Asin
44 menjadi Air Siap Minum (SWRO) di Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Sepatin Kecamatan Anggana
Perencanaan InstalasPengelolaan Air Asin
45 menjadi Air Siap Minum (SWRO) di Desa Tani | 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Baru Kecamatan Anggana

Perencanaan Jaringan Pipa Air Bersih di

46 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Jawa

8 Program Lingkungan Sehat Perumahan 97.47
Pembuatan Septicktank Komunal (510 KK) . .

a1 Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu (Bankeu) 1 Unit 1 Unit 100.00

48 Bantuan Pembuatan Septiktank Berstandar di 16 Unit 16 Unit 100.00
Kec. Loa Kulu (Bankeu)

49 Pembuatan Drainase JI. Setia RayRT. 52 Kel. 500 M 424 M 84.80
Loa Ipuh

50 Peningkatan Kualitas Permukiman Desa Loa 30 Unit 60 Unit 200.00

Janan Ulu Kec. Loa Janan (KOTAKU)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Relokasi
51 Penduduk Terkena Dampak Pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00
Bendungan Kec. Marangkayu

9 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 7.00

50 Peningkatan Jalan dan Jembatan Permukiman 500 M Z0M 14.00
Kecamatan Tenggarong

53 Identifikasi dan Inventarisasi Sarana Jalan 8 Kecamatan | 0 0.00

Lingkungan

Dari tabel diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa di Tahun Anggaran 2018, Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaanakan
9 (Sembilan) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan. Yang terdiri dari 4 (empat)
program generik/rutin dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan
dan 5 (lima) program non generik/teknis dengan jumlah kegiatan sebanyak 33
kegiatan, dari 33 kegiatan teknis tersebut ada 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan.
Dari 9 program dan 53 kegiatan tersebut ada beberapa kegiatan yang target
capaiannya tidak terpenuhi, dan ada juga yang target capaiannya bahkan melebihi
dari target kinerja sehingga jika dihitung rata -rata capaian fisik pogram kegiatan
tersebut sebesar 95,58%.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 3.20
Sasaran IKU Dinas Perkim Tahun 2018

1 2 3

Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan

i 0
antar sektor antar wilayah Cakupan Rumah Layak Huni 90,91%
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Cakupan Lingkungan 0.006%
Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan Permukiman Kumuh ’
dan kawasan permukiman —
Cakupan Layanan Air minum
84,89%
Rumah Tangga

Dari tabel capaian Indikator Kinerja Utama diatas dapat dilihat bahwa untuk
cakupan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 0,73% dibandngkan
dengan capaian Tahun 2017 yaitu sebesar 90,18% dan pada Tahun 2018 meningkat
menjadi 90,91%. Hal ini dipengaruhi adanya Program Kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kotaku.

Untuk cakupan layanan air minum rumah tangga, juga mengalami peningkatan
sebesar 1,18% dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 83,70% dan pada
Tahun 2018 meningkat menjadi 84,88% . Hal ini dipengaruhi oleh adanya Program
kegiatan yang berasal dari Pamsimas, DAK dan CSR.

Untuk cakupan lingkungan permukiman kumuh dari segi penanganan mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,8 ha menjadi 15,1 hektar
hal ini dipengaruhi oleh program kegiatan KOTAKU.

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) per Desember 2018 berjumlai242 orang ASN
yang terdiri dari 20 Pejabat Struktural dan 222 Non Struktural sedangkan Tenaga
Harian Lepas berjumlah 154 orang.

4. Alokas dan Realisas Anggaran

Pada tahun 2018 Total Anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara ( APBD ) Rp.65.004.585.343 yang
meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
serta belanja modal, dengan realisasi atau serapan TahunAnggaran 2018 adalah
Rp 59.219.087.831,31atau sebesar 91,10%.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Untuk meningkatkan kinerja Aparatur khususnya di bidang ~ bidang diperlukan
Sarana dan Prasarana yang cukp memadai, demi terselenggaranya tugas pokok
dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan sampai dengan posisi bulan
Desember 2018 adalah sebagai berikut :
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Tabel.3.21
Sarana dan Prasarana Dinas PerkiniTahun 2018

1 | Kendaraan Roda 4 :
Mini Bus 12 10 2 Operasional
Mobil Tinja 1 1 Pengangkutan
Mobil WC 2 2 ~ | Tinja
Dumk Truck 9 3 6 Pengangkutan
Mobil Penyiram Tanaman 2 1 1 Sampah
Pick Up 1 - 1 Operasional
Pick Up (Double Cabin) 3 3 - Operasional
Excavator 2 1 1
Tractor 2 2 -

2 | Sepeda Motor Roda Dua 82 82 - Operasional
Ke_ndargan I?,ermotor Khusus 18 14 4

3 Lain Lain (Viar) Pengangkutan
frC;(raiL(;bak Sampah/Gerobak 33 16 17 Sampah

4 |P.C 148 124 24 | Operasional

5 | Notebook/Laptop 79 79 Operasional

6 | Printer 174 145 29 | Operasional

5 Mesin Pencacah Sampah Mengurangi
Organik Dan Non Organik 6 6 Sampah organik

8 (Pégﬁ/lﬁlc;ré;nfocus 4 4 Operasional

9 Mesin Ganset (Silend/180 3 3 Operasional
Kva)

10 | Mesin Pemotong Rumput 61 61 Perawatan Taman

11 Kapal Motor (Cess & Kapal 4 4 Operasional
Very Kayu

12 | Mesin Foto Copy (Canon) 6 4 2 Operasional

13 | Handy Talky (Radio Mobile) 79 79

14 | GPS 5

15 | Hand Sprayer (Solo) / Tanaka 16 Operasional

16 | Digital Multimeler 25 25
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6. Permasalahan dan Solusi

9 Permasalahan

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan
dan permukiman terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik
untuk setiap sektor bidang (pembinaan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman, penyehatan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan
pemakaman, teknis). Adapun permasalahan umum dalam pembangunan sarana
dan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Belum terpenuhinya lingkungan permukiman yang memadai;

Rendahnya penataan perumahan permukiman;

Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat;

Masih minimnya penyediaan dan pengelolaan air limbah domestik;

Belum optimalnya penyediaan TPA dan Penanganan Sampah Rumah Tangga;
Pembebasan lahan;

Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) publik.

NoOkWDN

9 Solusi

Diharapkan kedepannya permasalahan seperti yang telah disebutkan diatas,
perlahan namun pasti bisa tertangani. Tentunya hal tersebut tidak akan bisa
terwujud tanpa adanya dukungan baik dari pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, sasaran dan indikator kinerja yang
ditetapkan oleh OPD terkait maupun Pemerintah Daerah harus diselaraskan
dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

DINAS PEMADAM K EBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Program dan Kegiatan

Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dengan mengantisipasi
perkembangan masa depan yang harus dilakukan secara bertahp dan
berkelanjutan dan menggambarkan mengenai sesuatu yang ingin dicapai, yang
ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, serta
upaya-upaya yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja SKPD yang harus
dilaksanakan secaa konsisten. Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan serangkaian kegiatan
mendasar yang dibuat secara bersamasama antara pimpinan dan seluruh
komponen organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Kutai Kartanegara
terdiri dari 10 Program dengan 62 Kegiatan Dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target renja 100% dan

capaian renja 97,88%, dengan kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komurkasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan target
renja 14 Rekening dan capaian renja 14 Rekening (100%).

2) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan target renja 30
unit dan capaian renja 30 buah (100%).

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizim Kendaraan Dinas/Operasional
dengan target renja 36 Unit dan capaian renja 36 Unit (100%).
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4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target renja 33
Aparatur/Orang dan capaian renja 28 Orang (84,85%).

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target renja 3045 Item dan capaian
renja 4045 item (100%).

6) Penyediaan Makanan Dan Minuman dengan target renja 3.000 Kotakan dan
capaian renja 3000 kotak (100%).

7) RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Dalam daerah Dan ke Luar
Daerah dengan target renja 50 Orang dan cgpaian renja 50 Orang (100%).

8) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran dengan target renja 225
Orang dan capaian renja 225 Orang (100%).

9) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan target renja 2.765
Lembar dan capaian renja 3000 item (92,17%).

10) Perlindungan/Asuransi Satgas Penanggulangan Bencana dengan target
renja 360 Orang dan capaian renja 225 Orang (62.5%).

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target renja 50 Unit dan

capaian renja 45 wnit (90%).

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan target
renja 30 Unit dan capaian renja 65 unit (50%).

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target
renja 3 Unit dan capaian renja 15 unit (20%).

4) Rehabilitas sedang/berat gedung kantor dengan target renja 1 Paket dan
capaian renja 1 Paket (100%).

5) Pengelolaan Website BPBD dengan target renja 1 Paket dan capaian renja 1
unit (100%).

6) Semenisasi halaman gedung kantor BPBD dan Pos UPTB di Kecamatan
dengan target renja 1 Paket dan capaian renja 1 Paket (100%).

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Khusus Harhari Tertentu dengan target renja 325 Stell

dan capaian renja 185 stel (56,93%).
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dengan targeenja 325
Stell dan capaian renja 200 stel (61,54%).

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan target renja

10 Orang dan capaian renja 3 orang (30%).
2) Pembinaan Jasmani Dan Rohani Bagi Apatur dengan target renja 100
Orang dan capaian renja 100 orang (100%).

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
1) Penyusunan Laporan Keuangan dengan target renja 15 Dokumen dan

capaian renja 16 Laporan (100%).

2) Penyuswan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja dengan target
renja 4 Dokumen dan capaian renja 6 Dokumen (100%).

3) Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan SKPD dengan target renja 1 Dokumen
dan capaian renja 1 Dokumen (100%).
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4) Fasilitasi Pendampingan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD dengan
target renja 1 Dokumen dan capaian renja 16 Laporan (100%).

f.  Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
1) Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana dengan target renja 75

Unit/Rumah dan capaian renja 75 kejadian (100%).

2) Monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggung
jawaban dan pelaporan belanja bantuan social tidak terencana dengan
target renja 70 Paket dan capaian renja 50 kejadian (71,43%).

3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dengan target renja 6L
Unit/Rumah dan capaian renja 100 % (61%).

g. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1) Pemenuhan Sarana Damkar dengan target renja 40 Buah dan capaian renja

34 Unit (85%).
2) Sekolah Siaga Bencana dengan target renja 4 Sekolah danapaian renja 1
Sekolah (25%).

h. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1) Fasilitasi Persiapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan target renja 3

desa dan capaian renja 2 desa (66,67%).
2) Pelatihan Siaga Bencana desa/kelurahan denganarget renja 450 orang dan
capaian renja 40 orang (88%).

i. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
1) Tanggap Darurat Bencana Kebakaran dengan target renja 80 Kejadian dan

capaian renja 79 kejadian (98,75%).

2) Tanggap Darurat Bencana Alam/non alam dengan target renja 80 kejadian
dan capaian renja 79 Kejadian (98,75%).

3) Pengerahan peralatan/logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar dengan
target renja 1265 unit, lembar, paket dan capaian renja 1265 unit, lembar,
paket (100%).

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sasaran: Optimalnya Kerjasama Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha
untuk menjaga Keamanan, Ketertiban dan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana.
Table 3.22
Pengukuran Capaian KinerjaBadan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

Meningkatnya Pelatihan Siaga | 40 Orang | 50 Orang 80 % adanya rencana progran
pemahaman dan Bencana dan kegiatan kedepan
kesadaran Desa/Kelurahan untuk memenuhi sasaran
masyarakat dalam yang ada
pencegahan dan Sekolah Siaga | 1 Sekolah | 1 Sekolah 100 % Data menunjukan bahwa
penanggulangan Bencana kegiatan berjalan secara
bencana maksimal
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Meningkatnya Cakupan Veifikasi 75 75 100 % Data menunjukan bahwa
Penanganan Dan Pendataan Kejadian | Kejadian kegiatan berjalan secara
Keadaan Darurat bencana maksimal
Secara Cepat Dan
Tepat
Meningkatnya Cakupan tanggap 100 % 100 % 100 % adanya rencana progran
efektifitas darurat bencana dan kegiatan kedepan
penanganan kebakaran untuk memenuhi sasaran
kedaruratan yang ada
bencana Cakupan tanggap 100 % 100 % 100 % adanya rencana progran
darurat bencana dan kegiatan kedepan
Alam/Non Alam untuk memenuhi sasaran
yang ada
Ketersediaan Jumlah paket 220 Paket 1715 12,83 % Data menunjukkan bahwa
kebutuhan bantuan logistik paket penyaluran logistik
masyarakat pada dan kebutuhan berjalan sesuai dengan
saat terjadi dasar kebutuhan yang disalurkan
bencana di tempat terjadi bencana
Terbentuknya Cakupan 150 150 100 % Kegiatan DBHDR
Pencegahan dan Masyarakat Orang Orang
Penanggulangan Peduli Api (MPA)
Kebakaran Hutan Jumlah rambu- 91 unit 28 Unit 30,77 % Kegiatan DBHDR
Dan Lahan rambu dan papan
peringatan
Jumlah Sarana 239 120 50,20 % Kegiatan DBHDR
Prasarana unit/bua unit/bua
Pengendalian h/roll/set | h/roll/set

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan,
Pejabat Struktural dan Fungsional

Pangkat dan Golongan, Jumlah

Semenjak Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2017 disahkan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kashegara dibentuk
kembali, namun secara personil terutama para pejabat strukturalnya baru dilantik
pada tanggal 2 Februari 2012, yang sampai sekarang dijadikan hari lahirnya Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)BPBD per Desember 2018 berjumlah 98 orang
ASN yang terdiri dari 17 Pejabat Struktural dan 81 Non Struktural sedangkan
Tenaga Harian Lepas berjumlah225 orang.

4. Alokas dan Realisas Anggaran

Didalam penyusunan Alokasi Dan Realisasi Aggaran yang digunakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari
APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 20.175.840.792atau Total
Anggaran Rp 14.316.321.735, dengan Realisasi Fisik 70,95%.
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5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara yang pengadaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatn Kutai Kartanegara, serta bantuan dari
Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berupa
peralatan penanggulangan bencana. Secara keseluruhan dalam kondisi baik.

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan
1) Masih banyak Kecamatan/Kda yang belum terkoordinasi dalam

penanggulangan bencana daerah sehingga dirasakan masih belum optimal.

2) Masih terbatasnya Sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana
sehingga dengan besarnya wilayah yang terkena bencana alam belum
tertangani secara optimal.

3) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bahaya kebakaran.

4) Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana.

5) Tidak terpenuhinya perbaikan sarana dan prasarana umum.

6) Kurangnya pendistribusian logistik dan peralatan korban bencana/
kecelakaan

b. Solusi
1) Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi/ Kecamatan/ Kota dalam

penanggulangan bencana daerah

2) Peningkatan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kemampuan
pada penanggulangan bencana.

3) Dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan bahaya
kebakaran.

4) Diberikan wawasan tentang penanggulangan bencana

5) Sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya penanggulangan
bencana

6) Pendistribusian logistik dan peralatan secara tepat dan benar keada korban
bencana/kecelakaan

7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ini telah terbentuk Pelayanan Pos
Pemadam kebakaran pada 7 Kecamatan yaitu pada Kecamatan Loa Kulu,
Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Anggana,
Kecamatan Loa Janan, Kecantan Samboja Dan Kecamatan Kota Bangun yang
telah berfungsi sejak 1 Januari 2013, Badan Penanggulangan Bencandaerah
(BPBD) hingga Tahun ini akan terus melaksanakan pembangunan Pospos
Pemadam Kebakaran di tiaptiap kecamatan tentunya dengan sarana dan
prasarana yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan secara bertahap dan
juga personil /anggota yang telah disiapkan dan terlatih, sehingga bisa melayani
masyarakat dikecamatan dengan baik sesuai yang diharapkan semua pihak.

LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Katutai Kartaregara Tahun2018




BAB 111|107

5. URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dari masingmasing program dan kegiatan sesuai dengan
realisasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kutai Kartanegara selama Tahu Anggaran 2018.

Tabel.3.23
Realisasi Capaian Kinerja Progransatpol PPTahun 2018

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

a. | Penyediaan jasa surat 2.500 lembar 2.500 lembar 100%
menyurat materai materai

b. | Penyediaan jasa komunikasi, 2 rekening telepon | 2 rekening telepon 100%
sumber daya air dan listrik

c. | Penyediaan jasa pemeliharaan | 75 unit 75 unit 100%
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

d. | penyediaan jasa administrasi 12 bulan 12 bulan 100%
keuangan

e. | Penyediaan jasa perbaikan 145 unit 145 unit 100%
peralatan kerja

f. | Penyediaan alat tulis kantor 1 paket 1 paket 100%

g. | Penyediaan barang cetakan 3 paket 3 paket 100%
dan penggandaan

h. | Penyediaan makanan dan 5.000 porsi 5.000 porsi 100%
minuman

i. | Rapatrapat koordinasi dan 2 paket 2 paket 100%
konsultasi ke dalam daerah
dan ke luar daerah

j- | Penyediaan jasa administrasi 274 orang 274 orang 100%
teknis perkantoran

k. | Penyediaan baran bacaan dan | 500 exemplar 500 exemplar 100%
peraturan perundang
undangan

I. | Penyediaan bahan logistik 13 jenis 13 jenis 100%
kantor

2. | Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

a. | Pemeliharaan rutin/berkala 1 Paket 1 Paket 100%
gedung kantor

b. | Pemeliharaan rutin/berkala 75 unit 75 unit 100%
kendaraan dinas/operasional

3. | Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
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a. | Penyusunan Pelaporan 1 dokumen 1 dokumen 100%
Keuangan Akhir Tahun

b. | Penyusunan RENJA, LAKIP, 3 dokumen 3 dokumen 100%
LPPD Satpol PP

c. | Penyusunan Pelaporan 2 dokumen 2 dokumen 100%
Keuangan Semesteran

d. | Fasilitasi Penyelesaian 1 PAKET 1 PAKET 100%
Kewajiban kepada Pihak Ketiga

Dari tabel diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa di Tahun Angaran 2018, Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara hanya melaksanakan 3 (tiga)
Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan saja. Program dan kegiatan yang
dilaksanakan adalah Program dan Kegiata rutin, sedangkan Program dan Kegiatan

yang bersifat teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum. Capaian kinerja secara fisik, semua Program dan Kegiatan adalah
100%.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja
dengan jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban dan

Perlindungan adalah sebagai berikut :

Tabel.3.24
SPM Satpol PPTahun 2018

a. Standar Jumlah dan a. Jumlah penegakan 242 Perda
Kualitas Barang dan/ atau peraturan daerah
Jasa dan peraturan
bupati;
b. Jumlah patroli siaga 1184 kali
ketentraman dan
ketertiban;
b. Standar jumlah dan a. Jumlah personel 112 orang
kualitas personel/sumber pelayanan
daya manusia ketentraman dan
ketertiban;
b. Personel pelayanan 0

ketentraman dan
ketertiban yang
bersertifikat;

¢. Jumlah kebutuhan 112 orang
personel pelayanan
ketentraman dan

ketertiban.
c. Petunjuk teknis atau tata Program/kegiatan 0 Terbatasnya
cara pemenuhan standar terkait pemenuhan anggaran OPD,

sehingga tidak bisa
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terhadap pelayanan mengakomodir
ketentraman dan khusus
program/kegiatan
terkait pemenuhan
terhadap
pelayanan
ketentraman dan
ketertiban,
sehingga
pelayanan
terhadap
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban
dilaksanakan tanpa
menggunakan
anggaran.

ketertiban

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Personil yang ada saat ini sampai dengan 31 Desembe018 adalah 439
(Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja
berjumlah personil terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil ( PNS) : 169 orang
Bantuan Tenaga Pol.PP (BanPol.PP): 270 orang
Jumlah 439 orang

4. Alokas dan Realisas Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai
Kartanegara melaksanakan satu urusan wajib, yakni Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Dengan urusan wab tersebut,
Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 18 (delapan belas) kegiatan yang
terakomodir dalam 3 (tiga) program.

Didalam penyusunan Alokasi Dan Realisasi Anggaran yang digunakan oletSatpol
PP Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari APBD Kabugten Kutai Kartanegara
sebesar Rp 7,042,901,142 dengan realisasi keuangan sebesarRp 6,948,296,026
dengan presentase Realisasianggaran sebesar98,66%. Dengan gambaran Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase perbandingan antara alokasi dan
realisasi anggaran adalah 98,60%. Persentase perbandingan antara alokasi dan
realisasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah
98,99% sedangkan Persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran
Program Peningkatan Pengenbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan adalah 99,98%.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Sehubungan dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya pembangunan
di Kabupaten Kutai Kartanegara maka ruang lingkup kinerja Satuan Polisi Pamong
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Praja sebagai ujung tombak penegakan dan pengamanan kebijakan Pemerintah
Daerah, di tuntut lebih aktif dan Profesional. Sehingga untuk mendukung kinerja
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja maka diperlukan seana dan prasarana yang
memadai.

Berkaitan hal tersebut diatas, sarana (kendaraan dinas) yang dimiliki Satuan Polisi
Pamong Praja sudah mencukupi meskipun untuk menunjang kinerja Anggotanya
dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta dalam pelayanankepada
masyarakat. Baik itu dalam melaksanakan patroli dengan menggunakan kendaraan
roda empat maupun roda dua. Meskipun ada beberapa kendaraan roda empat
yang mengalami kerusakan, sehingga Petugas Satuan Polisi Pamong Praja harus
bergantian menggunakan Kendaraan roda empat yang masih layak dipakai.

Sistem pengawasan dan pengendalian di wilayahwilayah rawan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum bisa dipantau melalui layar CCTV yang
dipusatkan pada Kantor SatPol.PP dan dijaga oleh operator dari Anggota &tPol.PP.
Kamera CCTYV tersebut dipasang disudutsudut jalan pada tempat-tempat hiburan
umum maupun jalan yang dianggap rawan gangguan ketentraman dan ketertiban
umum.

Permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum terpenuhi hanyalah
bangunan beserta peralatan kerja kantor yang masih tidak memadai dan kurang
refresentatif, membuat kinerja Staf Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja masih
belum bisa dimaksimalkan.

6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang sebagian besar dihadapi oleh Anggota Satuan Polisi

Pamong Praja kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dari Angota Satuan Polisi
Pamong Praja yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi yang
bersangkutan.

b. Keterbatasan anggaran yang tersedia, menyebabkan program dan kegiatan
teknis di masing-masing Bidang tidak bisa dilaksanakan sehingga hanya
program dan kegiatan rutin saja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja selama tahun 2018.

c. Keterbatasan gedung kantor, baik luas kantor yang tidak sesuai untuk
menampung jumlah staf bekerja sehingga kondisi gedung yang kurang
memadai serta sarana dan prasarana kerja belum mendukung dengan baik
untuk Anggota di lapangan maupun staf kantor secara tidak langsung
menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja.

d. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Standar PelayananMiniml (SPM)
bidang Ketentraman dan Ketertiban umum belum bisa diterjemahkan serta
diimplementasikan secara maksimal karena belum ada Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang mengatur secara resmi mengenai standar teknis.

Solusi yang diberikan guna mengatasi masalah yang dihadapi :

a. Mengadakan Bimbingan secara intern melalui atasan langsung di setiap Sub
Bagian dan Seksi untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan
bawahannya dengan tujuan bisa memaksimalkan @paian kinerja yang
diharapkan khususnya dalam menegakkan Peraturan Daerah dan
menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan keindahan di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

b. Dengan keterbatasan anggaran, maka sangat perlu untuk menentukan kegiatan
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SATPOL PP vyang lebih mengarah kepada tupoksi SATPOL PPaitu
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda.

c. Mengusulkan program dan kegiatan prioritas dari masing -maisng Bidang dan
Sub Bagian yang bisa mendukung memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja serta bisamembantu Pemerintah Daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Mengusulkan penambahan gedung kantor baru serta sarana dan prasarana
baru yang bisa mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Seluruh Anggota
Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Mengadakan sosalisisasi melaui media sosial (facebook dan instagram) kepada
masyarakat tentang layanan pengaduan masyarakat secara online dengan
tujuan bisa memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja.

f. Dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Mnimal Bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri yng mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya.

7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tahun 2018 adalah tahun kedua perubahan tipelogi Satuan PolisiPamong Praja
dari tipe B menjadi tipe A, yang sebelumnya hanya memiliki 4 Kasi dan 1 (satu) Sub
Bagian berubah terdiri atas 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 Sub Bagian dan
4 (empat) Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Seksi, menjadikan
beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja bertambah lebih banyak. Namun
disayangkan perubahan tipelogi ini tidak didukung dengan anggaran serta sarana
prasarana (gedung dan peralatan kantor ) yang memadai. Hal ini diakibatkan
situasi ekonomi Pemerintah Kabupaten Kuai Kartanegara yang defisit sehingga
memaksa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugasnya dengan keterbatasan
anggaran serta sarana dan prasarana.

Kondisi gedung kantor yang masih kurang memadai, menjadi faktor penghambat
yang belum bisa mengakomodir seluruh Kesekretariatan, Bidang dan Sub Bagian
Bagian/Seksi yang baru terbentuk. Selain itu hal penting lainnya adalah
permasalahan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memahami
dan memiliki skill terhadap tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

6. URUSAN SOSIAL
DINAS SOSIAL
1. Program dan Kegiatan

Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk
bidang sosial terdapat 5 program nasional yang meliputi : Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan SosialProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program
Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan PrograrBantuan dan
Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari 5 program nasional tersebut hanya 5 program
nasional (100%) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pencapaian 5 program nasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial di Rumah Perlindungan dan
Trauma Centre
Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan pelayanan rehabilitasi
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psikososial bagi korban tindak kekerasan, perlakuan salahdan berkonflik
dengan hukum. Sasaran kegiatan ini adalah anak dan perempuan. Khusus
anak fokusnya tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku. Hal ini
didasarkan pada pemikiran bahwa anak belum dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga jika dia
melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan
kesusilaan maka sebenarnya dia merupakan korban dari sistem sosial yang
tidak berjalan dengan semestinya. Dengan memperhatikan kecendrungan
kasus pada tahun 2017 maka diperkirakan tahun 2018 akan ada 40 kasus
yang ditangani. Namun sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah kasus
yang ditangani sejumlah 44 kasus.

b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
1) Kegiatan Pemutakhiran Data Wanita Rawan Sosial Ekenomi (WRSE)

Komponen ini adalah perempuan yang karena faktor kemiskinannya,
keterbelakangan dan kebodohannya mengalami gangguan fungsional
dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang
bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memutakhirkan data WRSE diwilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat diperoleh angka pasti mengenai
jumlah WRSE sehingga dapat segera diprogramkan upaya penangnanya.
Dari kegiatan ini ditahun 2018 diperoleh data bahwa terdapat 48 75 Orang.
Kedepanya strategi yang dapat direkomendasikan untuk mengentaskan
WRSE dari kemiskinan diataranya akses ke pendidikan formal, pelatihan
untuk meningkatkan kapabilitas, bantuan dana untuk penghidupan dan
anak-anak WRSE, membuka akses pada keuangamikro, pendampingan
spiritual/psikologis, memperkuat jaringan pendukung WRSE dan pelibatan
WRSE dalam perencanaan maupun program pengentasan kemiskinan.

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Lembaga Ksejahteraan Sosial Anak

Sasaran kegiatan ini adalah lembaga kesejahteraan sosial atau sarana
sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
Pekerjaan yang dilakukan berupa pembinaan manajemen pelayanan
kesejahteraan sosial melalui sistempanti. Sasarannya adalah 15 lembaga
kesejahteraan sosial yang dapat terealisasi semuanya (100%). Dari
sejumlah LKSA tersebut terdata 726 anak yang menjadi binaan. Di akhir
tahun 2018 terdapat 3 LKSA baru yang terdaftar di Dinas Sosial sehingga
target sasaran tahun 2019 bertambah menjadi 18 LKSA.

d. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

1) Kegiatan Penunjang Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga
Harapan (UPPKH)
Kegiatan ini merupakan sharing dana Pemerintah Kabupaten terhadap
program pemerintah pusat yang berlangsung di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) oleh
pemerintah pusat dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam
memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah pusat menyediakan
anggaran untuk santunan bagi rumah tangga penerima manfaat program,
honorarium dan operasional petugas pendamping. Melalui kegiatan ini
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk
menunjang operasional kegiatan di sekretariat Program Keluarga Harapan
(PKH), peluasan jangkauan sosialisasi pelaksanaan program, dan bantuan
biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya
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ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan untuk tahun 2018 bagi
para pendamping PKH Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingg saat ini
terdapat 99 orang Pendamping, 1 Orang asisten pendamping, 3 orang
Operator dan 1 orang Koordinator Kabupaten.

2) Kegiatan Pendampingan Program Beras Sejahtera (Rastra)

Kegiatan ini merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk membantu
terlaksananya Program Rastra dari Pemerintah Pusat dapat berjalan di
Kabupaten, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Keluarga Penerima
manfaat memperoleh Beras Sejahtera setiap bulanya, kegiatan ini berupa
pemberian Subsidi Ongkos Angkut Beras dari Titik Distibusi (BULOG)
Samarinda ke Titik Bagi (Kecamatan dan Desa) di seluruh wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini juga berfungsi untuk
memonitor penyaluran dan ketepatan pelaksanaan program. Baik
ketepatan waktu, jumlah, sasaran dan biaya tebus berasserta penyalauran
biaya tebus kembali ke BULOG. Dalam pelaksanaanya Program ini beralih
menjadi Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di bulan Oktober
2018 yaitu perubahan sitem penyaluran Beras Rastra ke masyarakat yang
tadinya berbentuk beras menjadi sejumlah uang melalui rekening bank
yang dapat di tukarkan dengan beras dan telur di warung warung yang
ditunjuk.

3) Kegiatan Penanganan MasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Kegiatan ini ditujukan bagi korban bencana untuk memberikan jaminan
hidup bagi mereka akibat bencana yang dialami dan diberikan selama
masa tanggap darurat. Prosesnya adalah pada saat bencana terjadi para
korban ini dievakuasi ketempat-tempat yang aman kemudian barulah
diberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan
korban bencana dikabupaten kutai kartanegara tidak dilakukan sendiri
oleh Dinas Sosial melainkan dilakukan secara terkoordinasi dibawah
kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sampai dengan akhir
tahun 2018 jumlah korban bencana yang berhasil diberikan bantuan
selama masa tanggap darurat sejumlah 65.050 jiwa yang tersebar di 18
kecamatan.

e. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial

1). Pameran Pembangunan Peringatan Peristiva Merah Putih dan Pameran
Lainnya
Sasaran kegiatan ini adalah warga masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara pengunjung kegiatan Pameran Pembangunan yang
dilaksanakan di Kecamatan Sanga sanga setiap akhir Januari. Kegiatan ini
berupaya memberiak edukasi dan pemahaman terhadap masyar&at
terkait Program Program pelayanan yang dilakasanakan oleh Dinas Sosial.
Kegiatan ini pada tahun 2018 hanya dapat dilaksanakan di Kecamatan
sanga sanga karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Kedepanya
harapannya penyuluhan tentang program Dinas Sosal diharapkan dapat
dilaksanakan kepada seluruh desa maupun kelurahan di wilayah
Kabupaten Kutai kartanegara mengingat banyalnya potensi munculnya
permasalahan permasalahan sosial di nasyarakat.
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2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Sosial
merupakan organisasi perangkat daemh yang memiliki kewenangan teknis dalam
penyeleggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian
kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial sepanjang kurun
waktu 2018 dapat digambarkan melalui capaian target kinerja beberapa idikator.
Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang
Sosial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
120/313/0OTDA tanggal 24 Januari 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja KunciPelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial
Tahun 2018

Waijib 68 | Sarana sosial seperti Panti Asuhan, 15 buah 18 buah
Sosial Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
69 Penanganan penyandang masalah 100% 100%

kesejahteraan sosial

70 PMKS yang memperoleh bantuan 93,72 % 97,16 %
sosial

Berdasarkan Lampiran 111.3 Format Indikator Kinerja Kunci Pelaksanaan Urusan
Wajib Bidang Sosial Kabupaten, terdapat 3 indikator kunci yang meliputi :
a. IKK Nomor 68 : Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti

Rehabilitasi dengan rumus penghitungan menunjukkan jumlah ketersediaan
sarana sosial tersebut. Pada tahun 2018 terdapat 18 sarana sosial yang terdiri
dari Panti Asuhan dan Panti Rehabilitasi. Panti rehabilitasi yang ada di
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Panti Rehabilitasi Korban Penyalahguna
Narkoba yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang. Pelayanan sosial
yang diberikan dikhususkan kepada para korban penyalahguna narkoba
dengan pendekatan spiritual. Panti yang sekaligus merupakan pondok
pesantren ini memberikan pelayanan rehabilitasi kepada para korban
penyalahgunaan narkoba dengan dibimbing oleh para ustadz. Dalam hal ini
peran Dinas Sosial adalah memberikan bantuan permakanan dan binfbingan
tekhnis terkait manajerial Panti. Kedepanya bantuan yang yang diharapkan
adalah pemenuhan kebutuhan dalam memperoleh Akreditasi sebagai Lembaga
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Hal ini diharapkan mampu menjadikan
Lembaga Lembaga tersebut mampu memberikan pelayanan optimal bagi
klienya.

b. IKK Nomor 69 : Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut
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usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Indikator ini
lebih fokus pada pemberian jaminan sosial bagi penyandang caat dan lanjut
usia. Capaian IKK Nomor 69 pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 100%. Angka
ini diukur melalui jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang memperoleh
bantuan melalui program Keluarga Harapan dari Kementrian Sosial. Selain itu
untuk penyandang cacat berat dan lanjut usia yang tidak potensial
mendapatkan pelayanan dalam bentuk Asistensi Sosial bagi Orang Dengan
Kecacatan Berat dan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia tidak Potensial oleh
Kementerian Sosial. Pelayanan ini dilaksanakan dengan memberika bantuan
uang tunai kepada masing-masing penerima melalui rekening bank setiap
bulan.

c. IKK Nomor 70 : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
menerima bantuan sosial, dengan rumus penghitungan Jumlah PMKS yang
diberi bantuan dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
dikalikan 100%. Pada tahun 2018 capaiannya 97.13% angka ini diperolaeh dari
jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan pangan
Non Tunai (BPNT) pengganti Program Rastra dan Jumlah Korban Bencana Alam
yang memperoleh bantuan dari Dinas Sosial dalam masa tanggap Darurat
Bencana. Target yang seharusnya dicapai dalam indikator ini adalah 100%
setiap tahunya. Pada tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja indikator ini tidak
mampu mencapai target dikarenakan adanya Migrasi Pola Penyaluran Program
PKH yang tadinya menggunakan sistem tunai menuju ke sistem Non Tunai.
Dalam pelaksanaanya perpindahan sitem tersebut tidak berjalan mulus.
Terdapat beberpa KPM di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum
menerima bantuan Karena kesalahan teknhis dalam sistem perbankan. Hal ini
kemudian dilakukan upaya penelusuran oleh Dinas Sosial langsung ke
Kementrian sebagi pemilik Program dan BRI Pusat di Jakarta sebagai lembaga
penyalur. Dalam proses tersebut akhirnya dapat tersdesaikan masalah masalah
dalam penyaluran bantuan tetapi belum semuanya tuntas karena masih
terdapat beberapa KPM yang belum bisa menerima bantuan tersebut sehingga
capaian indikator ini belum memenihu target.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pmberian bantuan sosial bersifat
jaminan dan perlindungan Sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS.
Hal ini di maksudkan untuk mengurangi beban kebutuhan hidup sehari hari

mereka, bantuan PKH difungsikan untuk meringankan beban biaya pendidikan,
jaminan hidup lansia dan penyandang disabilitas. BPNT difungsikan untuk
mengurangi beban pengeluaran kebutuhan makanan pokok dan bantuan korban

bencana diharapkan mampu menjamin keberlangsungan hidup korban selama
masa tanggap darurat. Selanjutnya bantuan saial seharusnya diarahkan untuk
peningkatan perekonomian agar secara perlahan mampu beranjak dari garis
kemiskinan.

Gambaran umum capaian indikator kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial berdasar Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor : 129/HUKR008 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :
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Capaian Indikator KinerjaStandar Pelayanan Minimal Bidang SosialTahun 2018

Pelaksanaan
program/kegiatan bidang
sosial:
a. | Pemberian bantuan Persentase (%) PMKS | 93.72 | 97,16
sosial bagi skala kab/kota yang
Penyandang Masalah memperoleh bantuan
Kesejahteraan Sosial sosial untuk
skala Kabupaten/ Kota pemenuhan kebutuhan
dasar.
b. | Pelaksanaan kegiatan Persentase (%) PMKS - -
pemberdayaan sosial skala kab/kota yang
skala Kabupaten/Kota menerima program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya.
Penyediaan sarana dan
prasarana sosial:
a. | Penyediaan sarana Presentase (%) pantai 100 100
prasarana panti sosial sosial skala kabupaten/
skala kabupaten/kota kota yang menyediakan
sarana prasarana
pelayanan
kesejahteraan sosial.
b. | Penyediaan sarana Presentase (%) wahana | 100 100
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
luar panti skala berbasis masyarakat
Kabupaten/Kota (WKBSM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.
Penanggulangan korban
Bencana:
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a. | Bantuan sosial bagi 5| Presentase (%) korban 100 100
korban bencana skala bencana skala
Kabupaten/Kota kabupaten/kota yang

menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat korban

bencana
b. | Evakuasi korban 6 | Preentase (%)skala 100 100
bencana skala kabupaten/kota yang
Kabupaten/kota dievakuasi dengan

menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap

4 | Pelaksanaan dan
pengembangan jaminan
sosial bagi penyandang
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial:

- | Penyelenggaraan 7 | Presentase (%) 100 100
jaminan sosial skala penyandang cacat fisik
Kabupaten/Kota dan mental, serta lanjut

usia tidak potensial
yang telah menerima
jaminan sosial

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator SPM Bidang Sosial meliputi 4 jenis
pelayanan dasar dengan 7 indikator. Bila dicermati terdapat kesesuaian antara
indikator kinerja kunci berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
120/313/0OTDA tanggal 24 Januari 2011 dengan Indikator SPM Bidang Sosial,
sehingga angka capaiannya pun juga tidak jauh berbeda. Untuk tahun 2019 SPM
bidang sosial mengalami perubahan sesuai dengan Permensos Nomor 90 Tahun
2018 tetntang standar tekhnis pelayanan dasar pada SPM bidang Sosial yang arah
pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan PMKS terlantar diluar panti dan Korban

Bencana Alam.

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial

pada tahun 2018 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 75 orang PNS.

Dari jumlah tersebut 55 orang PNS secara langsung melaksanakan fungsi
pelayanan kepada masyarakat, sedangkan 20 orang PNS lainnya melaksanakan
fungsi penunjang dibidang kesekretariatan.

Dinas Sosial sampai dengan akhir tahun 2.8 belum memiliki pejabat Fungsional

Tertentu, meskipun demikian kebutuhan untuk Pejabat Fungsional Tertentu yaitu
Pekerja Sosial. Jabatan Struktural yang ada di Dinas Sosial terdiri dari Esselon Il
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sejumlah 1 orang, Esselon Ill sebanyak 4 orang terdiri dai 1 orang Sekretaris dan 3
orang Kepala Bidang, serta Esselon IV sejumlah 13 orang. Jabatan yang masih
kosong diantaranya 1 orang Kepala bidang karena Pensiun dan 3 Orang Kepala
Seksi karena Pensiun dan Mengundurkan diri.

4. Alokas dan Realisas Anggaran

Alokasi anggaran yang disediakan untuk Dinas Sosial Tahun 2018 sebesar Rp.
10.456.317.438,00 sampai dengan akhir Desember 2018 berhasil terserap sebesar
Rp. 8.716.566.733,00 (83,36%). Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut berasal
dari selisih penawaran dengan nilai kontrak, selisih antara realisasi dan target fisik
yang harus dibayar.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi suatu organisasi. Sarana dan prasarana ini dapat dikelompokkan setidaknya
dalam kelompok mesin terdiri dari kendaraan, peralatan kerja dan pendingin
ruangan sedangkan yang bukan mesin meliputi tanah dan bangunan kantor,
perlengkapan kantor dan peralatan bukan mesin lainnya. Semua peralatan tersebut
saat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik sehingga dapat
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Terkecuali untuk satu hal
dalam pelayanan rehabilitasi medis dan sosial untink penyandang penyakit sosial
dan gelandangan psikotik, masih diperlukan adanya 1 (satu) unit mobil operasional
untuk mengamankan dan merujuk ke lembaga rehabilitasi di samarinda.

6. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan urusan wajib sosial oleh ihas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara tidak menemui permasalahan, hal ini dibuktikan dengan ratarata

realisasi fisik dan keuangan setiap tahun yang berada pada angka diatas 90%.
Namun demikian secara teknis pelaksanaan urusan wajib sosial, masih ditemu&n

beberapa kendala sebagai berikut :

a. Kurangnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan

dibidang ilmu kesejahteraan sosial ataupun profesi pekerjaan sosial. Hal ini
menyebabkan adanya kesulitan dalam mengikuti perkembangan permasdahan
kesejahteraan sosial dan kebutuhan perkembangan tehnik pelayanan
kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan pengajuan
kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan
sesuai kebutuhan ke Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Pelaksanaan Program Bedah Rumah bagi Penduduk Miskin sangat
membutuhkan kemampuan dalam menghitung kebutuhan bahan material
secara baik dan benar. Secara khusus kemampuan teknis ini tidak dimiliki oleh
aparatur Dinas Sosial akan tetapi program tersebut harus dilaksanakan oleh
Dinas Sosial.

c. Terjadinya defisit anggaran belanja daerah yang menyebabkan rasionalisasi
anggaran belanja pada tahun 2017, sempat dirasakan sebagai sebuah
gangguan dalam rencana pencapaian target kinerja pada tahun tersebut. Hal
ini terbukti dengan tidak dapat tercapainya target kinerja berapa kegiatan.
Ketika anggaran suatu kegiatan mengalami defisit maka solusi yang ditempuh
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adalah mengurangi jumlah target penerima pelayanan atau mengurangi biaya
penunjang kegiatan, sehingga diharapkan rencana target kinerja dapat
tercapai.

Untuk mengatasi masalah ini solusi yang ditempuh adalah dengan cara :
a. Membentuk tim perencana yang salah satu tugasnya adalah untuk

merencanakan kebutuhan material secara bak dan dengan spesifikasi teknis
yang layak. Anggota tim yang bertugas mengerjakan pekerjaan ini berasal dari
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Menyampaikan usulan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar memberikan
peran yang lebih besar kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam
pelaksanaan Program Bedah Rumah bagi Penduduk Miskin.

7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Menyadari atas berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimiliki Dinas Sosial

dalam melaksanakan urusanwajib sosial, setidaknya beberapa hal berikut ini dapat

memotivasi aparatur Dinas Sosial untuk berkinerja lebih baik lagi. Beberapa hal

yang merupakan prestasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. DMFG@QQF@@M ADQTO@ " @MIH DRDI@ G&DsRl@ M NRF
Propinsi Kalimantan Timur sebagai Kabupaten yang telah berhasil
melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dengan baik, yang diberikan
bertepatan dengan peringatan ulang tahun Propinsi Kalimantan Timur.

2. DQG@OQF@@M ADQTO@ " lanvBithangDPamaqy&na@n KEmis&indn C @

Tahun 2018 dari Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan bertepatan dengan
peringatan apel gabungan korpri dihalaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara.

3. DQG@QF@@M ADQTO@ "H@F@L QDCHJ@S DO@STG®@
Standar Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Tinggi, Kategori Zona

HI@Te @GTM -«=-3 C@QQH TO@SH TS@H @QS@MDF@Q@ -

B. RINGKASAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

7. URUSAN KETENAGAKERJAAN

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
1. Program dan Kegiatan

Urusan Program Nasional yang melekat di kementerian yang harus dilaksanakan
oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara ada 4
(empat ) Program Nasional, yang terbagi 3 program nasional pada urusan wajib
ketenagakerjaan dan 1 program nasional pada program pilihan ketransmigrasian,
sebagai berikut :

% Urusan Wajib Ketenagakerjaan

1) Program Peningkatan Kualitas Produktifitas Tenaga Kerja
2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
3) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
% Urusan Pilihan Ketransmigrasian
1) Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian
2) Program lainnya yang termasuk dalam urusan wajib ketenagakerjaan.

Untuk mendukung kinerja DInas Transmigrasi dan Tenaga KerjaKabupaten Kutai
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Kartanegara secara optimal, maka berbagi kegiatan yang belum tertampung
dalam program pokok ketransmigrasian dan ketenagakerjaan akan diupayakan
untuk memperoleh tambahan dari program lain (sebagai tugas penunjang).

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten kutai
kartanegara memperoleh alokasi dana belanja sebesarRp. 11.380.865.174.853,80
terdiri dari :

a) Belanja tidak langsung(belanja pegawai) adalah sebesar Rp. 8.634.995.853,80

b) Belanja langsung (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) adalah sebesar
Rp. 2.745869.321,00

Alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 2.745.869.321,00 adalah untuk
melaksanakan, antara lain :

1. Tugas penunjang yang terdiri dari 3 program

2. Tugas pokok urusan wajib sebanyak 2 program

3. Urusan pilihan ketransmigrasian 1 program

Dari program tersebut telah terealisasi anggaran sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.159.746.138,00 atau sebesar 78,65 % dengan
pencapaian fisik kegiatan sebesar 79,64 %

2.1. Program Wajib Ketenagakerjaan
1. Program Peningkatan Kompetensi dan produktifitas Tenaga Kerja
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian
kompetensi tenaga kerja dan produktifitas sedangkan peningkatan
kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja
dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem
pengembangan sumber daya manusia.
Kegiatan pada program ini adalah :
Kegiatan pelatihan keahlian/keterampilan tenaga kerja berbasis
kompetensi
2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Tujuan program ini adalah untuk menciptakan suasana hubungan kerja
yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan
sarana hubungan industrial bagi pelaku proses barang dan jasa.
Kegiatan pada program ini adalah :
1. Kegiatan pengupahan data hidup layak (KHL) dan penetapan upah

minimum sektor kabupaten (UMK dan UMSK).
2. Kegiatan deteksi dini perselisihan hubungan industrial dan mogok
kerja.

2.2. Program Pilihan Ketransmigrasian

1. Program Pengembangan Kawasan/Desa/Kimtrans
Program ini menitikberatkan pada penyeselsaian berbagai permasalahan
paska pengembangan wilayah transmigrasi.

2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Tujuan program ini adalah untuk pengembangan eks pertumbuhan
transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan
yang salah satu diantaranya direncanakan utnuk mewujudkan pusat
pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah, kegiatan program ini adalah :
1. Kegiatan penyusuanan rencana kawasan desa/kimtans (RKT)

LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Katutai Kartaregara Tahun2018




BAB 11 121

2. Kegiatan penyelesaian permasalahan utnuk permukiman transmigrasi

2.3. Program lainnya yang termasuk dalam urusan wajib ketenagakerjaan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1. Penyediaan Surat Menyurat,

2. Penyediaan jagm komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional;
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Penyediaan Makanan danminuman;
Penyediaan jasa administrasi perkantoran;
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan;
10. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; ;
c. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan,dengan kegiatan;
1. Inventarisasi BMD
2. Kegiatan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga
d. Program Pengembangan Kawasan /Desa/ Kimtrans, dengan kegiatan;
1. Kegiatan penyusunan rencana kawasan desa/kimtrans
2. ldentifikasi potensi penyelesaian permasalahan unit permukiman
transmigrasi

© © N o Ok

e. Program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan

kegiatan;
1. Kegiatan pelatihan keahlian/ketrampilan tenaga kerja berbasis
kompetensi

f.  Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, dengan kegiatan;
1. Kegiatan Pengumpulan data kebutuhan hidup layak (KHL) dan
penetapan upah minimum sector kabupaten (UMK dan UMSK);
2. Kegiatan deteksi dini perselisihan hubungan industrial dan mogok
kerja;

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dibidang ketenagakerjaan pada tahun 2018, dari jumlah penduduk 752.091 jiwa

terdapat angkatan kerja (AK) saat ini sebesar 340.338 dengan penduduk usia
kerja/DUK (15-16 tahun) sebanyak 540.658 jiwa. Dengan melihat jumlah tersebut
maka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) saat ini menunjukkan angka 62,95
%, jika diliat dari sisi pengangguran terbaru di tahun 2018 menunjukkan angka

19.475 jiwa, angka i mengalami penurunan dan dari tahun sebelumnya 20.302

jiwa.

Jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja hingga
tahun 2018 adalah sebanyak 18.592 orang yang berhasil ditempatkan sebanyak
10.940 orang sehinggga masih terdapat pencari kerja yang belum mendapatkan

pekerjaan sebesar 6.534 orang.

Disisi lain penyelesaian permasalahan kasus perselisihan hubungan industrial (PHI)
yang didaftarkan pada tahun 2018 ini sebanyak 107 dan mampu diselesaikan
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dengan penjanjian hubungan industri al bersama sebanyak 94 kasus.

Tabel 3.27
Capaian Indikator Makro Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ketenagakerjaan
Penduduk 15 tahun |

1. jiwa 524.180 540.658
keatas (PUK)

2. | Angkatan Kerja Orang | 377.624 340.338

3. | Kesempatan Kerja % 94,62 94.28
Jumlah

4. Orang | 20.302 19.473
Pengangguran

5. | PHK Kasus | 123 107

Jumlah Tenaga Kerja
6. | PHK Orang | 1.168 767

Rata rata Kebutuhan ]
7. ] Rupiah | 2.331.363,00 | 2.515.663,50
Hidup Layak

8. | Pencari Kerja Orang | 13.638 18.592

Ketransmigrasian

9. | Transmigrasi Baru Orang |0 0

Transmigrasi e
10. 9 Orang | 24.492 24.492 Normalisasi
Swakarsa

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel.3.28
Jumlah Pegawai ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerjgahun 2018

1 S3

2 S2 5 5 1] 4

3 S1 4 | 26 15 45 |0 3| 9 12 6
4 DIPLOMA 4 1 5 1 4

5 SLTA 16 | 36 14 66 52

6 SLTP 1 1

7 SD 2 1
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JUMLAH PEGAWAI 9

46 | 37 | 0| 31 68 6

JUMLAH PNS 92 92

4. Alokasi dan Realisas Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara memperoleh Pagu Anggaran (APBDBP) adalah sebesar Rp.
11.380.865.174,80, yang meliputi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp
8.634.995.853,80, Dan belanja langsung sebesar RP. 2.745.869.3200,-. meliputi

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan realisasi anggaran tahun

2018 adalah sebesar Rp. 10.488.098.954,

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.29
Keseswian RPIJMD dengan Progran/Kegiatan

Program Meningka Meningka 1.100.945.200, 1.100.945.200,
Pelayanan | tnya tnya 00 00
Administr | pelayanan | pelayanan
asi publik publik
Perkantor
an
1. | Penyediaa | Jumlah Jumlah 212 212 lbr 1.000.000,00 1.000.000,00
n Surat meterai meterai Ibr
Menyurat dan dan
perangko perangko
yang yang
disediakan | disediakan
2. | Penyediaa | Jumlah Jumlah 12 12 149.983.680,00| 149.983.680,00
n Jasa Rekening Rekening bin/reke | bin/reke
Komunika | yang yang ning ning
si, Sumber | dibayar dibayar
Daya Air
dan Listrik
3. | Penyediaa | Jumlah Jumlah 33 unit 33 unit 22.400.000,00 22.400.000,00
n Jasa Jasa KIR Jasa KIR
Pemelihar | dan Pajak | dan Pajak
aan dan Kendaraan | Kendaraan
Perijinan Dinas Dinas
Kendaraan
Oprasional
4. | Penyediaa | Terpenuhin | Terpenuhin 167 167 146.716.000,00| 146.716.000,00
n Jasa ya ya org/bln org/bin
Administra | kebutuhan | kebutuhan
Si dasar dasar
Keuangan | oprasional | oprasional
unit kerja unit kerja
SKPD SKPD
dalam dalam
mendukun | mendukun
g Tupoksi g Tupoksi
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5. | Penyediaa | Jumlah Jumlah 173 173 3.000.000,00 3.000.000,00
n Jasa Peraklatan | Peraklatan | unit/pkt | unit/pkt
Perbaikan | Kerja Kerja
Peralatan Kantor Kantor
Kerja
6. | Penyediaa | Jumlah Jumlah 62 jenis | 62 jenis 70.000.000,00 70.000.000,00
n Alat ATK yang ATK yang
Tulis disediakan | disediakan
Kantor
7. | Penyediaa | Jumlah Jumlah 43 43 5.000.000,00 5.000.000,00
n komponen | komponen | buah/pk | buah/pk
Kompone | instalasi instalasi t/rol t/rol
n Instalasi | listrik listrik
Listrik/pen | peneranga | peneranga
erangan n n
bangunan | bangunan bangunan
kantor kantor kantor
8. | Penyediaa | Jumlah Jumlah 14 jenis | 14 jenis 8.000.000,00 8.000.000,00
n Bahan peralatan peralatan
Logistik rumah rumah
Kantor tangga dan | tangga dan
kebersihan | kebersihan
kantor kantor
9. | Penyediaa | Jumlah Jumlah 515 515 14.650.000,00 14.650.000,00
n Makan Makanan Makanan ktk/pors | ktk/pors
dan dan dan i/ld os i/dos
Minuman Minuman Minuman
Aparatur Aparatur
dan Tamu | dan Tamu
10 | Penyediaa | Tersediany | Tersediany 31 31 344.795.520,00| 344.795.520,00
n Jasa a Jasa a Jasa orangg orang
Administra | Tenaga Tenaga
si Pendukung | Pendukung
Perkantora | Non PNS Non PNS
n
11 | Penyediaa | Jumlah Jumlah 18 jenis | 18 jenis 35.400.000,00 35.400.000,00
n Barang barang barang brg brg
Cetakan cetakan cetakan cetakan | cetakan
dan dan dan
Penggand | pengganda | pengganda
aan an an
12 | Rapat Jumlah Jumlah 513 513 300.000.000,00| 300.000.000,00
rapat Aparatur Aparatur orang orang
Koordinasi | yang yang
dan mengikuti mengikuti
Konsultasi | Rapatrapa | Rapatrapa
Luar dan t t
Dalam Koordinasi | Koordinasi
Daerah dan dan
Konsultasi | Konsultasi
Dalam dan | Dalam dan
Luar Luar
Daerah Daerah
Peningkat | Meningka Meningka 288.350.000,70 | 288.350.000,00
an Sarana | tnya tnya
dan kerapian, kerapian,
Prasaran kebersiha kebersiha
Aparatur n dan n dan
keselamat | keselamat
an an
Pegawai Pegawai
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13 | Pemelihar | Jumlah Jumlah 29 unit 29 unit
aan kendaraan | kendaraan 288.350000,00 288.350000,00
rutin/berk
ala
kendaraan
dinas/opra
sional
Program Terpenuhi | Terpenuhi 478.863.850,00 | 478.863.850,00
Peningkat | nya nya
an kebutuha kebutuha
Pengemb | ndasar n dasar
angan operasion operasion
Sistem al unit al unit
Pelaporan | kerja kerja
capaian SKPD SKPD
kinerja dalam dalam
dan menduku menduku
keuangan | ng ng
tupoksi tupoksi
14 | Inventarisa | Meningkat | Meningkat 1 1 50.000.000,00 50.000.000,00
si BMD nya sistem | nya sistem | dokume | dokume
pelaporan | pelaporan n n
capaian capaian
kinerja kinerja
pada OPD | pada OPD
15 | Fasilitasi Jumlah Jumlah 1rekana | 1rekana 428.863.850,00| 428.863.850,00
Penyelesai | fasilitasi fasilitasi
an penyelesai | penyelesai
Kewajiban | an an
kepada kewajiban | kewajiban
pihak kepada kepada
ketiga pihak pihak
ketiga ketiga
Program Cakupan Cakupan 421.710.271,00 | 421.710.271,00
Peningkat | pencaker pencaker
an yang yang
Kompete dilatih dilatih
nsi berbasis berbasis
Tenaga kompeten kompeten
Kerja dan | sidi9 KLU | sidi9 KLU
Produktiv
itas
16 | Kegiatan Jumlah Jumlah 99 99 421.710.271,00| 421.710.271,00
pelatihan tenaga tenaga orang orang
keahlian/ kerjayang | kerja yang
keterampil | dilatih dilatih
an tenaga | berbasis berbasis
kerja kompetens | kompetens
berbasis i i
kompeten
si
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Program Besaran Besaran 106.000.000,00 | 106.000.000,00
Pengemb | kasus kasus
angan yang yang
,/;/ubunga diselesaik diselesaik
Industrial | &N an
dan dengan dengan
Peningkat | perjanjian perjanjian
an bersama bersama
Jaminan

Sosial

Tenaga

Kerja

17 | Pengumpu | Survey 7 Survey 7 4dokum 4 76.000.000,00 76.000.000,00| ¥
lan data | pasar 18 pasar 18 en | dokume
kebutuhan | kecamatan | kecamatan n
hidup
layak
(KHL) dan
penetapan
upah
minimum
sector
kabupaten
(UMK dan
UMSK)

18 | Kegiatan Jumlah Jumlah 50 50 30.000.000,00 30.000.000,00| ¥
Deteksi dokumen dokumen laporan | laporan
Dini kerawanan | kerawanan
Perselisiha | Hi di Hi di
n perusahaa | perusahaa
Hubungan | n n
Industrial
dan
mogok
kerja
Program Jumlah Jumlah 350.000.000,00 | 350.000.000,00
Pengemb | kawasan/ kawasan
angan desa /desa
kawasan/ | /kimtrans /kimtrans
desa/kimt | yang yang
rans ditata ditata

dibangun dibangun

19 | Kegiatan Jumlah Jumlah 1 1 300.000.000,00( 300.000.000,00| ¥
Penyusuna | kajian/pere | kajian/pere | kawasan | kawasan
n Rencana| Ncanaan ncanaan
Kawasan pengemba | pengemba

) ngan ngan
Desa/Kimt kawasan kawasan
ras (RKT) | transmigra | transmigra

simenjadi | si menjadi
kimtrans/d | kimtrans/d
esa esa

mandiri mandiri

LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Katutai Kartaregara Tahun2018




BAB 111 |127

20 | Kegiatan Jumlah Jumlah 1 1 50.000.000,00 50.000.000,00| ¥

Penyelesai | masalah masalah kasus/m | kasus/m
an yang yang asalah asalah
Permasala diselesaika | diselesaika
han Untuk : n
Permukim
an
Transmigr
asi

2.745.869.321, 2.745.869.321,

00 00
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi

atau lainnya)

Sampai dengan tahun 2018 Prasarana Kantor telah dibangun hanya kekurangan
sarana kerja berupa kekurangan meubelair, AC, Komputer PC dan Printer, Rumah
Genset, Turap sebelah baat dan pekerjaan taman, Penambahan tempat parkir

dengan membangun/ memperluas pasangan paving dan pembuatan kanopy.

Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2018 pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 18.592 orang yang berhasil
ditempatkan adalah sebanyak 12.238 orang (65,82 %) dan sisanya sebanyak 6.534
orang merupakan tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan /menganggur,
hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Perusahaan yang sudah melakukanpenempatan tenaga kerja tetapi

tidak menyampaikan laporan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Dari sisi pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat kontrak
kerja dari kontraktor tidak menyampaikan penempatan tenaga kerja/karyawan
ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

3. Masih terbatasnya peluang kerja atau kesempatan kerja yang tersedia,
sehingga belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja di
Kartanegara.

Kutai

Disisi lain masih rendahnya kwalitas SDM tenaga keja lokal yang mengakibatkan
sulitnya bersaing mengisi sejumlah lowongan pekerjaan yang tersedia disektor
formal, pemerintah maupun swasta yang banyak menggunakan teknologi tinggi

dalam operasi kerjanya. Hal ini berarti terbatasnya tenaga kerja lokal yang mampu

bersaing dengan SDM tenaga kerja dari luar (baik dalam negeri maupun dalam

negeri). Solusi yang diambil adalah meningkatkan cakupan Tenaga Kerja yang
dilatih melalui program peningkatan kesempatan dan produktifitas tenaga kerja

lokal dan program penin gkatan kesempatan kerja .

Angka pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat Altenatif
pemecahan masalah yaitu memberikan keterampilan kepada para tenaga kerja
produktif yang masih belum mendapatkan pekerjaan dan harapan mereka bisa
membuka lapangan pekerjaan baru (UKM) melalui program perluasan kesempatan
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kerja dengan kegiatan :
- Pelatihan keahlian/keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi
- Pelatihan produktif tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Jumlah pendatang dan pecahan KepalaKeluarga (KK) yang bermukim di47 desa
eks permukiman transmigrasi sebanyak 6.112 KK.

Alternatif pemecahan masalah, dengan luasan sisa HPL transmigrasi sebesar 41.398
ha masih memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru
dengan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan. Dengan penempatan
transmigrasi dan penduduk setempat sebanyak 15.300 KK, dengan kegiatan :

a) Penyusunan Rencana Kawasan Desa/Kimtrans (RKT)

b) Penyusunan Rencana Tata Ruang SP ( satuan permukiman)
c) Penyusunan Rencana Satuan Kawsan Pengembangan (RSKP)
d) Pengurusan /Penjelasan sertifikat lahan usaha transmigrasi.

e) Rancang kapling.

8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada Tahun 2018 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara mendapat penghargaan dari Glbernur Kalimantan Timur berupa
Piagam Penghargaan Terbaik Il Bidang Ketenagakerjaan.
Isu strategis kedepan yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
adalah masalah pengangguran dan terdapat pecahan kepala keluarga Transmigran
Swakarsa MandiriGerbang Raja), sebagai berikut :
A. Isu-isu strategis bidang Ketenagakerjaan :

1. Tenaga kerja yang belum ditempatkan belum memperoleh pekerjaan

sebanyak 6.534 orang.

2. Penyelesaian permasalahan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
yang didaftar pada Tahun 2018 sebanyak 107 kasus dan mampu
diselesaikan perselisihan secara Bipartit 30 kasus, melalui perselisihan
secara mediasi 13 kasus dan perselisihan melalui anjuran 64 kasus,
walaupun sudah 100 % dapat difasilitasi oleh Bidang Hubungan Industrial
dan Syarat-syarat Kerja hamun masih ada perselisihan yang timbul akibat
masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan peraturan
perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

B. Isu-isu strategis di bidang Ketransmigrasian :
1. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kutai Kartanegara masih

banyak tergantung dengan pasokan dari daerah lain.
Pembangunan di pedesaan relatif kurang berkembang yang diakibatkan

N

masih minimnya infrastruktur (Jalan, Jembatan, sarana prasarana).
3. Telah banyak pecahan Kepala Keluarga + 24.450Jiwa (Transmigrasi
swakarsa Mandiri Gerbangraja) yang menempati lahan HPL Transmigrasi
4. Belum tercipta fungsi kota di kawasan pedesaan di Kabupaten Kutai
Kartanegara.
5. Dari sisi kewilayahan, angka kemiskinan terbesar terkonsentrasi di wilayah
perdesaan.
Seperti dilansir Badan Pusat Statistik (2013), daerah pedesaan memiliki
indeks kedalaman kemiskinan lebih tinggi daripada perkotaan. Penyebab

o

tingginya angka kemiskinan di pedesaan adalah tingginya jumlah
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penduduk di pedesaan yang bekerja disektor informal-pertanian.

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEEMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)
1. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Penidungan Anak Kabupaten Kutai
Kartanegara melalui beberapa program kegiatan yaitu:

Tabel.3.30
Realisasi AnggaranDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaklahun 2018

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

756.332.65
0

714.987.812

94,53

30,71

24,30

41.344.838

Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

12.000.000

11.977.440

99,81

0,41

0,41

22.560

Penyediaanjasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

8.550.000

8.261.000

96,62

0,29

0,28

289.000

Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

130.576.800

127.676.800

97,78

4,44

4,34

2.900.000

Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja

10.000.000

10.000.000

100,00

0,34

0,34

Penyediaan alat tulis
kantor

75.000.000

74.835.000

99,78

2,55

2,54

165.000

Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan

6.336.000

4.632.000

73,11

0,22

0,16

1.704.000

Penyediaan bahan
logistik kantor

5.000.000

5.000.000

100,00

0,17

0,17

Penyediaan
makanan dan
minuman

25.000.000

23.700.000

94,80

0,85

0,81

1.300.000

Penyediaan Jasa
Administrasi Tekhnis
Perkantoran

218.306.880

217.464.400

99,61

7,42

7,39

842.480

10

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

5.562.970

5.562.970

100,00

0,19

0,19

11

Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah dan ke luar
daerah

260.000.000

225.878.202

86,88

13,84

7,68

34.121.798
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Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

98.628.550

98.162.275

99,53

3,35

3,34

466.275

13

Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor

57.051.200

56.884.925

99,71

1,94

1,93

166.275

14

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

41.577.350

41.277.350

99,28

1,41

1,40

300.000

Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

262.651.70
0

262.451.700

99,92

8,93

8,92

200.000

15

Penyusunan
Dokumen Rencana
Laporan Keuangan
dan Kinerja

14.538.800

14.338.800

98,62

0,49

0,49

200.000

16

Fasilitasi
Penyelesaian
Kewajiban kepada
Fihak Ketiga

248.112.900

248.112.900

100,00

8,43

8,43

Program keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan

300.000.00
0

275.733.527

91,91

10,20

9,37

24.266.473

17

Fasilitasi Kabupaten
Layak Arak (KLA)

100.000.000

75.768.927

75,77

3,40

2,57

24.231.073

18

Rapat Koordinasi PP
dan PA

200.000.000

199.964.600

99,98

6,80

6,80

35.400

Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

1.060.000.0
00

983.509.302

92,78

36,02

33,42

76.490.698

19

Fasilitasi
pengembangan
pusat pelayanan
terpadu
pemberdayaan
perempuan (P2TP2)

275.000.000

262.619.152

95,50

9,35

8,92

12.380.848

20

Workshop
Peningkatan Peran
Perempuan dalam
Pengambilan
Keputusan ( Jabatan

50.000.000

50.000.000

100,00

1,70

1,70
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21

Penguatan Pokja
PUG

175.000.000

171.897.750

98,23

5,95

5,84 3.102.250

22

Penyusunan Data
Terpilah Gender

110.000.000

109.532.500

99,58

3,74

3,72 467.500

23

Fasilitasi Forum anak
(Pengarusutamaan
Hak anak)

50.000.000

50.000.000

100,00

1,70

1,70 -

24

Pembinaan Desa
Gender

150.000.000

111.602.800

74,40

5,10

3,79 38.397.200

25

Fasilitasi Hari Besar
Anak

50.000.000

46.128.800

92,26

1,70

1,57 3.871.200

26

Penguatan
Kelembagaan PUG
dengan Perguruan
Tinggi Pusat studi
Gender dan
Organisasi
Masyarakat

200.000.000

181.728.300

90,86

6,80

6,18 18.271.700

Program
Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan

65.000.000

38.350.000

59,00

1,18

1,30 | 26.650.000

27

Fasilitasi upaya
perlindungan
perempuan
terhadap tindak
kekerasan

65.000.000

38.350.000

59,00

1,18

1,30 26.650.000

Program
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan jender
dalam
pembangunan

100.000.00
0

64.147.600

64,15

3,40

1,66 | 35.852.400

28

Pembinaan
Organisasi
Perempuan

100.000.000

48.747.100

48,75

3,40

1,66 51.252.900

Program
Pemenuhan Hak -
Hak Anak

185.000.00
0

116.533.200

62,99

4,50

3,96 | 68.466.800

29

Sosialisasi masalah
sosial anak

60.000.000

18.420.600

30,70

1,02

0,63 41.579.400

30

Fasilitasi
Penanganan
masalah kekerasan
terhadap anak

75.000.000

49.252.600

65,67

1,78

1,67 25.747.400

31

Fasilitasi Forum ABK

50.000.000

48.860.000

97,72

1,70

1,66 1.140.000

Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Perempuan

115.000.00
0

112.530.000

97,85

3,91

3,82 2.470.000
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32 | Bimbingan 115.000.000 | 112.530.000 97,85 3,91 3,82 2.470.000
Manajemen Usaha
Bagi Kelompok
Usaha Bersama

Perempuan (KUBP)

2.942.612.9 | 2.666.405.416 | 90,61 | 102,19 | 90,09 | 276.207.484
00

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan

terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan,

pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta
pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Layanan Tepadu bagi perempuan dan

anak korban kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010
dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yaitu jenis 5
pelayanan yaitu :

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak, dengan Indikator sebagai berikut :
a. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan

penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan
Terpadu

b. Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki
kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan / laporan masyarakat.

2. Pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, dengan
indikator :
a. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasanyang mendapatkan

layanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu
tatalaksanaan dan PPT/PKT di Rumah Sakit

b. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak

c. Cakupan RSU Vertical / RSUD /RS Swasta / RS Pioyrang melaksanankan
pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.

d. Cakupan Tenaga Kesehatan Terlatih tentang tata laksana kasus korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas.

e. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit

3. Rehabilitasi Sosiali bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, dengan
indikator:
a. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas

rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan terpadu.
b. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih.
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c. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di
dalam unit pelayan terpadu.

d. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan
rohani.

4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban
kekerasan,dengan indicator :
a. Cakupan penegaan hukum dari tingkat penyidikan dampai dengan

putusan pengadulan atas kasuskasus kekerasan terhada perempuan dan
anak

b. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak di tingkat kepolisian,

c. Cakupan ketersediaan unit pelayanan perempuan dan anak ( UPPA ) di
Polda dan Polres.
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA,
cakupan ketersediaan Polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang
sensitive gender.

f. Cakupan ketersedian Jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak

g. Cakupan ketersedian hakm yang terlatih dalam menangani perkara
kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

h. Cakupan Perempuan dan Anak kekerasan yang mendapatkan Layanan
Bantuan Hukum.

i. Cakupan ketersediaan Petugas Pendamping Hukum atau Advokad yang
mempunyai kemampuan Pendampingan pada saksi dan atau korban
kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

5. Pemulangan dan reintregrasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban
kekerasan dengan indikator :
a. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban

kekerasan

b. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan

c. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.

Target SPM yang telah di tentukan oleh kementrian PP & PA sebesar 100% sampai
dengan tahun 2016 pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban
kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas PP dan PA sampai dengan tahun 2017
dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

a. Jenis Pelayanan I. tahun 2016 sebesar 29,42 %

b. Jenis Pelayanan ke 2. Tahun 2016 sebesar 33,4%
c. Jenis Pelayanan ke 3 tidak ada Ralisasi dikarenakan jenis Pelayanan ini yang
melaksanakan adalah dinas sosial
d. Jenis Pelayanan ke 4. Tahun 2016 dengan cakupan dengan cakupan
diantaranya :
9 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan
Putusan Pengadilan Kekerasan terhadapPerempuan dan Anak sebesar
100%
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9 Cakupan Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak di Kepolisian sebesar 100%,

9 Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus
kekerasan dan anak sebesar 30,9%,

9 Cakupan ketersediaan pendamping hukum dan advokad yang mempunyai
kemampuan pendampingan pada saat kekerasan terhadap perempuan dan
anak sebesar 9,5%.

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai dilingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

berjumlah 62 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Berjumlah 62 Orang dan

Tenaga Tidak Tetap Daerah berjumlah 20 Orang.

4. Alokas dan Realisas Anggaran

Dalam rangka Pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2018, serta Alokasi
Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kutai Kartanegara mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kabpaten Kutai Kartanegara dengan pagu anggaran

sebesar Rp.2.942.612.900- dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.666.405.416-

atau presentase sebesar90,61%.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Penerapan pelaksanaan program, kebijakan dan sasaran sebagai penjabaran lebih
lanjut dari rencana stratejik tahun 2017 diatas tidak akan berjalan dengan baik bila

tidak didukung dengan faktor -faktor tertentu. Faktor pendukung pelaksanaan

kegiatan ini seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, tingkat
kepedulian masyarakat, alokasi anggaran yang tepat, pelaksanaan dilapangan,
kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan faktorfaktor lainnya yang dapat

mendukung proses penerapan perencanaan pembangunan Dinas Penberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana diantaranya adalah :

a. Ruang untuk menyimpan barang rusak berat belum dimiliki.

b. Ruang untuk menyimpan alat tulis kantor/persediaan belum ada.

c. Ruang khusus menyimpan berkas/dokumen/dokumen pertanggungjawaban
belum ada.

d. Ruang rapat masih berstatus ruang rapat bersama dengan Dinas Ketahanan
Pangan.

e. Pendingin kantor berasal dari pendingin sentral yang dikelola oleh BPKAD, saat
ini pendingin tidak berjalan optimal, sehingga ada beberapa ruangan yang
terasa tidak nyaman.

f. Masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian psikologi
untuk membantu korban kekerasan yang perlu penanganan secara psikologi
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6. Permasalahan dan Solusi

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kgiatan-kegiatan tersebut

masih dirasakan adanya kendala dan permasalahan, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, baik itu kelengkapan bekerja

dan kenyamanan ruangan

2. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

3. Surat penyediaan dana (SPD) terbit terlambat sehingga PPTK tidak berani
merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan.

4. Belum adanya tempat/rumah yang layak buat menampung sementara terhadap
korban kekerasan terhdap perempuan dan anak.

5. Pagu anggaran yang kecil sehirgga belum bisa dilakukan kegiatan-kegiatan
yang memerlukan dana yang besar untuk bisa mengurangi kekerasan ataupun
penanganan kekerasan sampai tingkat desa.

Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak pada permasalahan diatas adalah sebagai
berikut :

1. Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan

2. Perlunya sarana dan prasarana untuk petugas lapangan guna menunjang
program dan kegiatan baik program Kabupaten maupun program secara
nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desadesa.

3. Memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang UndangUndang RI Nomor
33/2014 dan perubahan atas RUU RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak di satuan Pendidikan
SD/SMP/MTSN/SMA/SMK  serta  memperbanyak penyebaran pamplet,
Visualisasi melalui media massa, TV, Radio, koran serta baleho dan penyebaran
poster di Kecamatan

7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

1. Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak
telah menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yatu Penghargaan
Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 Kategori Pratama dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindumgam Anak Republik Indonesia.

2. Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dn Perlindungan Anak
telah menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yaitu Penghargaan APE
(Anugerah Parahita Ekapraya) Tahun 2018 Kategori Utama dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindumgam Anak Republik Indonesia
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9. URUSAN PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN
1. Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan wajib pada Dinas Ketahanan
Pangan Tahun 2018 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Pekantoran

a.
b.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik.

Indikator ini menghasilkan capaian kinerja ini adalah 100,00% yang
bermakna baik, dimana target rekening telepon dan internet dari target 2
rekening dapat di realisasikan sebanyak 2 rekening €lama 12 bulan.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

. Capaian kinerja dari indikator Jasa Administrasi Keuangan SKPD dapat

dilaksanakan secara penuh dimana sebanyak 12 orang selama 12 bulan
telah membantu dalam adminstrasi keuangan SKPD sehingga berkategoi
100% yang bermakna baik sekali.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Capaian kinerja indikator Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dilaksanakan secara
penuh yaitu target dan sasaran telah terealisasi sesuai dengan target
sebanyak 4 jenis servis peralata kerja sehingga berkategori 100% yang
bermakna baik sekali.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Capaian kinerja indikator Alat Tulis Kantor dapat dilaksanakan secara penuh
yaitu target dan sasaran telah terealisasi dengan baik sehingga berkategori
100% yang bemakna baik sekali. Target alat tulis kantor sebanyak 30 (tiga
puluh) jenis untuk keperluan selama 12 bulan telah terealisasi sehingga
aktivitas kerja berjalan dengan baik dan lancar.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Capaian kinerja pada indikator makanan dan minuman rapat yang
dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara,
mencapai kinerja 100% yang bermakna baik sekali, target pada indikator
telah sesuai realisasi dari target sebanyak 480 porsi (kotak) terealisasi
seluruhnya.

Penyedaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian kinerja Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen dapat
dilaksanakan secara penuh yaitu target dan sasaran telah terealisasi dengan
baik sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali. Sebanyak 6
jenis cetakantelah terlaksanakan.

. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah

Capaian kinerja indikator Perjalanan Dinas Mengikuti Rapatrapat
Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah dapat dilaksanakan
secara penuh yaitu dalam 1 (stu) paket perjalanan telah terlaksana
seluruhnya sehingga target dan sasaran telah terealisasi dengan baik
sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali.

n. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%yang bermakna baik sekali,
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target pada indikator telah realisasi seluruhnya yaitu sebanyak 35 orang
telah dibayarkan honornya .

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional

Capaian kinerja indikator Pemeliharaan Mobil Jabatan/Operasional dapat

dilaksanakan secara penuh dari target sebanyak 2 unit (Mobil Kepala Dinas
dan Sekretaris) selama 12 bulan telah terealisasi 2 unit selama 12 bulan,
maka target dan sasaran telah terealisasi dengan baik sehinga

berkategori 100% yang bermakna baik sekali.

3. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)
a. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Capaian kinerja Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat
dilaksanakan secara penuh vyaitu target dan saaran telah terealisasi
dengan baik. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Pembangunan
Ketahanan Pangan telah dilaksanakan 2 kali Rapat Koordinasi Dinas
Ketahanan Pangan, 2 kali Rapat Kelompok Kerja Teknis Dinas Ketahanan
Pangan 2 kali, Rapat Kadmpok Kerja Ahli Dinas Ketahanan Pangan 2 kali
dan Rapat Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan 2 kali, sesuai target 8
(delapan) pertemuan (Rapat Koordinasi) sehingga berkategori 100% yang
bermakna baik sekali.

b. Survey Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Capaian kinerja indikator Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dapat
dilaksanakan melalui kegiatan Survei Pola Pangan Harapan (PPH) yang
diawali dengan pembekalan petugas survei, pelaksanaan survei sebanyak
540 responden (kepala keluarga) secara penuh yaitu targt dan sasaran
telah terealisasi dengan baik. Sebanyak 1 (satu) Dokumen laporan hasil
survei pola pangan harapan terbuat yang berisi tentang kondisi pola
konsumsi pola pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga
berkategori 100% yang bermakna baik sekdi untuk bahan perencanaan
pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Penyusunan Neraca Bahan Makanan
Capaian Kinerja Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (PPH) Ketersediaan
dapat dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan
Target dan sasaran telah terealisasi dengan baik. Sebanyak 1 (Satu)
Dokumen Neraca Bahan Makanan telah disusun, berisi tentang Penyediaan
pangan Dalam Negeri, Pemakaian Pangan dalam Negeri dan Ketersediaan
Pangan Perkapita. Telah disusun sesuai target Q0% yang bermakna baik
sekali untuk bahan perencanaan pembangunan ketahanan pangan di
Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Capaian kinerja Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari dapat
meningkatkan pengetahuan para kelompok wanita tani sehingga secara
penuh dengan melakukan pelatihan kepada 80 peserta kelompok wanita
tani yang dilaksanakan pada 2 Kecamatan dan terlaksana 100% sehingga
bermakna baik sekali.
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e. Pengembangan Promosi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Sumber Daya
Lokal.
Capaian kinerja Pengembangan promosi konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal dapat dilaksanakan secara penuh vyaitu melalui
pembinaan kepada Kelompok Wanita Tani dengan keikutsertaan dan
pendampingan Lomba Cipta Menu di Provinsi Kalimantan Timur dan Hari
Pangan Sedunia di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga berkategori 100%
yang bermakna baik sekali.

f. Pengembangan Pangan Lokal.
Capaian Kinerja Pengembangan Pangan Lokal dapat dilaksanakan sesuai
target yang telah ditentukan yaitu pengolahan pangan lokal pelatihan 40
orang peserta Kelompok Wanita Tani yang ada di 2 Desa dan 2 Kecamatan
yang terlaksana 100 % sehingga bermakna baik sekali.

g. Pengujian Pangan Segar
Capaian kinerja Pengujian Pangan Segar dapat dilaksanakan secara penuh
yaitu target Pengujian Pangan Segar dengan pengambilan 63 jenis sample
dan pengadaan alat test kit berupa Rafid Test Kit (alat uji cepat) yang
dilaksanakan 5 Kecamatan tersebut sehingga berkategori 100% yang
bermakna baik sekali.

h. Pengembangan Media Informasi Keamanan Pangan
Capaian kinerja Pengembangan Media Informasi Keamanan Pangan dapat
dilaksanakan secara penuh dengan sosialisasi melalui media diantaranya
Iklan layanan masyarakat yang dilaksanakan 50 kali dalam 5 bulan dan
Pemasangan spanduk keamanan pangan di 7 (tujuh) Keamatan masing
masing sekali, pembuatan leaflet keamanan pangan 2 judul sebanyak 1000
lembar dan terlaksana 100% sehingga bermakna baik sekali.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Hasil Pengukuran capaian kinerja Dina Ketahanan Pangan Tahun 208 antara
target dan realisasi. Semua target kinerja dapat terealisasi dengan baik. Capaian
JHMDQIl@ L@ RHMFSL@RHMF HMCHJ@SNQ JHMDQI@ SDQRDAT

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

1 Dipertahankannya | Ketersediaan Pangan | 118,87 | 131,35 135,05 103,32

Ketersediaan Utama (Kg/Kpt/Th)
Pangan Utama

KetersediaanPangan 91,30 94,27 88,41 96,06
Utama (Skor PPH
Ketersediaan)

2 Dipertahankannya KonsumsiPangan 90,00 92,20 89,20 97,06
Ketersediaan Berbasis Pola Pangan
Konsumsi Harapan
Keamanan Pangan
Segar
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Penanganan 86,24 85,00 87,30 103,93
Keamanan Pangan
Segar

Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 megacu pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas. Pada akhir Tahun
2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja
sesulai sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
dengan indikator sebagai berikut :

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
Capaian indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di
masyarakat Kabupaten Kutai Karanegara ditargetkan sebesar 94,27. Sampai
dengan akhir tahun 2018 tercapai sebesar 84,26 atau sebesar 91,55% dari
target yang ditentukan.
Tidak tercapai target PPH tersebut di atas dikarenakan adanya perubahan
standar nasional (justification) angka kecukuypan energi (AKE) dari 2200
kkal/kap/hari menjadi 2400 kkal/kap/hari berdasarkan Widya Karya Pangan
dan Gizi Nusantara (WKPGN) Tahun 2012. Capaian skor PPH ketersediaan
80,72 jika di konversikan kedalam AKE 2200 kkal/kap/hari maka akan diperoleh
skor PPH letersediaan sebesar 88,41 atau mencapai 93,78 dari target yang
telah ditentukan.
Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan ketersediaan data untuk
penyusunan Neraca Bahan Makanan kurang mencukupi, hal ini karena
dukungan dana untuk pengumpulan data pada tahun ini tidak tersedia.
Ada beberapa kegiatan pendukung dalam capaian skor PPH yang dilakukan
pada tahun ini adalah sebagai berikut;
1) Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah
Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah wadah koordinasi antar instansi
terkait dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan ketahanan
pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah
dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri
dari kegiatan rapat rapat dengan agenda utama rapat koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan. Melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang
baik akan terwujud ketahanan pangan, kemandirian pangan dan
kedaulatan pangan.

2) Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Capaian kinerja ketersediaan pangan diukur dengan indikator
ketersediaan, dokumen laporan tentang informasi tingkat ketersediaan
bahan makanan di suatu wilayah/daerah secara menyeluruh yang
digambarkan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM).

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang memberikan gambaran
menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan
penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah/daerah yang
menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per
kapita dalam kg/thn atau gr/hr serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu
kalori (kkal/hari), protein (gram/hari) dan (lemak/hari).
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Penyusunan NBM tahun 2018 dilakukan oleh tim penyusun NBM
Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tugas pokok meliputi:
pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan NBM
tahun 2017 (angka tetap/atap) dan NBM tahun 2018 (angka
sementara/asem), sebagaimana terlampir.

Dari analisa data didapat bahwa skor Pola Pangan Harapan ketersediaan
Kabupaten Kutai Kartanegaratahun 2017 skor mencapai sebesar 91,30%,
dan skor Tahun 2018 sebesar 88,41%. Penurunan angka PPH tersebut di
atas dikarenakan adanya perubahan standar nasional (justification) angka
kecukupan energi (AKE) dari 2200 kkal/kap/hari menjadi 2400
kkal/kap/hari berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nusantara
(WKPGN) Tahun 2012.

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan
pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut
maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Indikator untuk
mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan
masyarakat adalah dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2017
capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sesar 90,00.
Untuk meningkatkan skor PPH di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka melalui
kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Pengembangan Promosi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan

Aman (B2SA) Berbasis Sumber Bya Lokal.

Untuk mengetahui pola konsumsi yang baik berdasarkan kaidah Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) diperlukan pengukuran atau
pendataan survei (recall 2 x 24 jam) aktivitas konsumsi pangan masyarakat,
dalam kondisi sumber daya (waktu, personl dana, dll) yang cukup maka
pengukuran dapat dilakukan dengan sensus, namun dengan keterbatasan
sumber daya maka pengukuran dapat dilakukan dengan metode survey
yang dikenal dengan Survei Pola Pangan Harapan

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upga untuk
memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam,
bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna
memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan
produktif.

2) Pengembangan Pangan Lokal.

Pelaksanam Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal adalah untuk
memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan
masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang
diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Kegiatan Pengenmbangan Pangan Lokal, selain ditujukan untuk
meningkatkan skor PPH dan menurunkan konsumsi beras, juga
meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan pangan dan
gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, mendorong
pengembangan usaha pangan skala UMKM sumber karbohidrat non beras
non terigu berbasis sumber daya dan kearifan lokal, serta berperan positif
dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan
kerja sesuai potensi daerah.

Ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan seperti Lomba Cipta Menu
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Kabupaten Kutai
Kartanegara. Untuk tetap mengirimkan wakil pada Lomba Cipta Menu
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Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Provinsi telah
dikirim peserta yang berasal dari Kecamatan Loa Kulu dan pada lomba
tersebut berhasil merebut juara harapan satu.

3) Pelatihan KRPL
Salah satu justifikasi penting dari pengembangan Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL) adalah bahwa Ketahanan Pangan Nasional harus dimulai dari
ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk
menganalisis dari program KRPL terhadap pola pengeluaran pangan
rumah tangga, pola konsumsi pangan, tingkat konsumsi dan kecukupan
energi protein serta pola pangan harapan.
Kegiatan Pelatihan KRPladalah bertujuan :

9 Menambah pengetahuan masyarakat dalam hal ini keluarga,
kelompok wanita yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi
pangan disekitar tempat tinggal

9 Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber
pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan
pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin
dan mineral untuk konsumsi keluarga.

9 Meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan pola konsumsi pangan Bergizi, Beragam, Seimbag dan
Aman.

9 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ibu beserta keluarga.

Keberhasilan program KRPL akan sangat ditentukan oleh potensi sumber daya
lahan pekarangan, kapasitas sumber daya manusia petani sebagai pengelola
lahan pekarangan, teknologi spedfik, lokasi lahan pekarangan dan
kelembagaan pengelola KRPL dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan
pekarangan.

Pelaksanaan Pelatihan KRPL ini dilakukan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan
Samboja dan Kecamatan Muara Kaman dengan masingmasing kecamatan
mengadakan pelatihan berjumlah 40 orang peserta, yang ditetapkan melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kautai
Kartanegara.

Dari hasil pelatihan KRPL ada beberapa hal pokok untuk menjaga program ini
dapat berjalan dan bisa diaplikasikan ketempat lain;

a. Adanya keyakinan diantara tokoh masyarakat petani, tokoh desa (kepala

desa, PKK), pengurus kelompok tani (gapoktan).

Adanya reorientasi program KRPL

Dukungan dana yang memadai

Perlu penggerak atau motivasi

Peran dan koordinasi tim pembina atau tim teknis yang harus
dioptimalisasikan.

®© oo o

4) Survei Pola Pangan Harapan (PPH).

Pelaksanaan survey PPH Tahun 2017 dilakukan oleh petugas pelaksana

yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang survei dan

analisis PPH, dengan hasil kegiatan surveilapat disimpulkan:

9 Meningkatkannya diversifikasi bahan pangan yang dikonsumsi
masyarakat sehingga dapat meningkatkan skor pola pangan harapan

(PPH)
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9 Peningkatan diversifikasi secara langsung dapat memicu perbaikan gizi
masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja indikator Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat
dilaksanakan melalui kegiatan Survei Pola Pangan Harapan (PPH). Dari hasil
survey didapat bahwa skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kutai
Kartanegara mencapai sebesar 90.00, dari target Tahun 2017 sebesar 91,90
atau tercapai sebesar 97,93%.

Penurunan angka PPH tersebut diatas dikarenakan adanya perubahan
standar nasional (justification) angka kecukupan energi (AKE) dari 2000
kkal/kap/hari menjadi 2150 kkal/kap/hari berdasarkan Widya Karya Pangan
dan Gizi Nusantara (WKPGN) Tahun 2012. Capaian skor PPH konsumsi
90,00 jika di konversikan kedalam AKE 2000 kkal/kap/hari maka akan
diperoleh skor PPH konsumsi sebesar 92,20.

c. Tingkat Keamanan Pangan ggar
Keamanan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam
pembangunan ketahanan pangan. Keamanan pangan telah banyak menjadi
keprihatinan masyarakat dunia karena dampaknya terhadap kesehatan publik,
dan bukan hanya itu masalah keamanan pangan jikadikombinasikan dengan
masalah gizi berdampak pada terhambatnya perkembangan sumber daya
manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu penanganan masalah
keamanan pangan harus dilakukan dan dimulai dari hathal yang paling dasar.
Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang keamanan
pangan menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan keamanan pangan di
masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
dengan indicator Persentase Keamanan Pangan Segar didukung dengn
kegiatan:
1) Pengujian Pangan Segar
KegiatanPengujian Pangan Segar merupakan kegiatan yang diarahkan
dalam upaya meningkatkan mutu pangan segar dan tersedianya pangan
segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan
dengan mengambil sampel pangan segar yang diuji dengan uji Rapid Test
Kit (uji cepat).
Dari hasil uji sampel pangan segar dilakukan melalui Penggunaan Rapid
Test Kit (Pesticide Rapid Test Kit) sebanyak 63 sampel pangan segar, dari
hasil uji terdapat 54 sampel pangan segar hasinya negatif (86,24%) aman
dikonsumsi dan 9 sampel pangan segar hasilnya positif (13,76%) tidak
layak untuk dikonsumsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa keamanan
pangan segar di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya jenis pangan
segar yang diambil sampel untuk diuji mencapai 86,24% keamanannya
dengan capaian kinerja sebesar 102,67%.

2) Pengembangan Media Informasi Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan isu strategis dalam mendukung tercapainya
pembangunan sumber daya manusia indonesia. Pemerintah menyadari
jaminan keamanan pangan yang baik akan menentukan derajat kesehatan
masyarakat yang merupakan unsur penting dalam mencapai keberhasilan
pembangunan. Media informasi yang sangat berperan dalam hal
peningkatan keamanan pangan masyarakat, sehingga perlu
pengembangan sistem informasi yang berintegritas yang mampu
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mengolah sumber data yang valid dan refresentatif sehingga dapat
dijadikan dasar bagi masyarakat dalam hal konsumsi pangan yang aman.

3. Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Kutai Kartanegara didukungPegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan 31
Desember 2018 berjumlah 88 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil

Struktural berjumlah 53 orang sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas Daerah (THL

D) berjumlah 33 orang. Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara
pada akhir Desember 2016 sudah tidak memiliki Jabatan Fungsional lagi seiring

dengan perubahan Nama OPD Pada awal tahun 2017.

4. Alokasi dan Realisas Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Kethanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
mendapat Alokasi Anggaran Rp. 7.080.833.972,00 (Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Rati Tujuh Puluh Dua Rupiah)
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.645.786.449,00
(Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam
Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) Atau mencapai 94,82% dengan
silpa anggaran Rp. 473.521.651,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus
Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme RPJMD, RKPD,
Renja OPD dan RKA SKPD.

Program yang dilaksanakan dalam RKA dan DPA OPD Tahun 2018 sebanyak 4
Program, dan semuanya sesuai dengan program yang ada di Renja OPD dan RKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh OPD Dinas Ketahanan Pangan dalam
pelaksanaan Program dan Kegiatan sudah cukup lengkap dan memadai.

7. Permasalahan dan Solusi

1) Tidak tercapai target Score PPH Ketersediaan sebesa4,27 dan tercapai 88,41
(91,55) dikarenakan adanya perubahan standar nasional (justification) angka
kecukupan energi (AKE) dari 2200 kkal/kap/hari menjadi 2400 kkal/kap/hari
berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nusantara (WKPGN) Tahun 2012.
Capaian skor PPH ketersediaan 80,72 jika di konversikan kedalam AKE 2200
kkal’kap/hari maka akan diperoleh skor PPH ketersediaan sebesar 88,41
sehingga capaian kinerjanya sebesar 93,78%

2) Tidak tercapainya Score PPH Konsumsi dari target yang telah ditetapkan
sebesar 90,00 dan hanya tercapai 89,20 dengan capaian kinerja 99,11%
dikarenakan adanya perubahan standar nasional (justification) angka
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kecukupan energi (AKE) dari 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kkal/kap/hari
berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nusantara (\WPGN) Tahun 2012.
Capaian skor PPH konsumsi 89,20 jika di konversikan kedalam AKE 2000
kkal/kap/hari maka akan diperoleh skor PPH konsumsi sebesar 92,20 dengan
capaian kinerja sebesar 96,75%.

8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada tahun 2018 mendapat penghargaan terbaik Il berupa Panji Keberhasilan
Pembangunan dibidang Ketahanan Pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dalam rangka ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur ke 61.

10. URUSAN PERTANAHAN

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1. Program dan Kegiatan

Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2018 menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas
Fungsi perangkat daerah.

Pada tahun 2018 Dinas Pertanahan dan Penataan Ru® Kabupaten Kutai
Kartanegara menjalankan 7 (Tujuh) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan, adapun
pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel.3.32
Capaian Realisasi ProgranDinas Pertanahan dan Penataan Ruangrahun 2018

1. | Program Pelayanan 100 % 100 % 100 %
Administrasi Perkantoran

1. | Penyedia jasa komunikasi,| 60 Rekening 60 Rekening 100 %
sumber daya air dan listrik

2. | Penyedia Jasa Aministrasi 66 OB 66 OB 100 %
Keuangan

3. | Penyedia Alat Tulis Kantor 1 Paket 1 Paket 100 %

4. | Penyedia  Makanan dan 100 Kotak 100 Kotak 100 %
Minuman

5. | Penyedia Jasa Administrasi 660 OB 660 OB 100 %
Perkantoran

6. | Penyedia Barang Cetakan dan 1 paket 1 paket 100 %
Penggandaan

7. | Rapatrapat koordinasikan dan 12 kali 12 kali 100 %
konsultasi ke dalam dan keluar
daerah

2. | Program Peningkatan Sarana 100 % 100 % 100 %
dan Prasarana Aparatur
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1. | Penyediaan Peralatan dan 1 Unit 1 Unit 100 %
Perlengkapan Kantor

3. | Program Peningkatan 100 % 100 % 100 %
Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

1. | Fasilitasi Penyelesaian 3 kegiatan 3 kegiatan 100 %
Kewajiban Kepada Pihak ketiga

4. | Program Pembangunan 100 % 100 % 100 %
Sistem Pendaftaran Tanah

1. | Pembinaan dan Pengendalian 546 SKPT 750 SKPT 100 %
Administrasi Penguasaan

Tanah di Kecamatan dan
Kelurahan/desa

2. | Fasilitasi  Sertifikasi ~ Lahan| 100 Sertifikat 60 Sertifikat 60 %
Perumahan

3. | Sertifikasi Tanah Aset| 67 Sertifikat 57 Sertifikat 85.07%
Pemerintah Daerah Kab.Kutai
Kartanegara

5. | Program Penataan 100% 100% 100%
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1. | Pembebasan Lahan Institut

Seni Budaya Indonesia 0
(Bantuan Keuangan Provinsi) 28 Ha 1,1Ha 3.92%
6. | Program Penyeles aian 100% 100% 100%

Konflik -Konflik Pertanahan

1. | Fasilitasi Penyelesaian 10 Kasus 21 Kasus 100%
Sengketa Pertanahan

7. | Program Perencanaan Tata 100% 100% 100%
Ruang
1. | Persetujuan Substansi dan| 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Kelengkapan Pendukung Revisi
RTRW Kabupaten Kutai
Kartanegara

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan pada Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang sampai dengan 2018 berada pada urusan
Penataan Ruang. Standar Pelayanan Mimal Sesuai dengan Permenpan PU
Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang. Adapun yang menjad indikator SPM sebagai berikut:
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Penataan Ruang

Tabel 3.33
Indikator dan cara hitung berdasarkan Permenpan PU

Informasi Penataan
Ruang

Persentase
tersedianya informasi
mengenai rencana
tata ruang (RTR)
wilayah
Kabupaten/Kota
beserta rincinya
melalui peta analog
dan peta digital
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Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Publik

Persentase
tersedianya luasan
RTH Publik sebesar

20% dari luas wilayah

kota/kawasan
perkotaan

87.17 %
(Kondisi awal
2016)

Jika melihat pada capaian berdasarkan indicator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator
Kinerja Utama (IKU), target dan capaian kinerja Dinas Ertanahan dan Penataan
Ruang selama 5 Tahun kedepan (20172021) adalah sebagai berikut :

1 2 3 4 5 n-1 1
Cakupan tertib 100 | 100% 100% 100% 100% 100% | 100%
administrasi %
penguasaan tanah
Persentase Luas 100 100% 100% 100% 100% 8.7% 9.17
Lahan B ersertifikat % %
Persentase 100 100% 100% 100% 100% 69,3 87.5
Penyelesaian
KasZs Pertanahan % % %
Persentase 22% 22% 18% 18% 20% 0 -
Kecamatan yang (belu
telah memiliki m
RDTR ada)
Persentase 22% 22% 18% 18% 20% 0 0
kecamatan yang (belu
memanfaatkan m
RDTR ada)
Persentase 20% 20% 30% 30% - 41.31 53.22
Pemenuhunan % %
Ruang Terbuka
Hijau terhadap
luas perkotaan

Jumlah Pegawai, Kualifi kasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
maka terdapat tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Pendukung
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Non ASN. Penjelesan mengenai formasi pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang dijelaskan dalam tabletabel di bawah ini :

Tabel 3.34
Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar Tahun 2018

1. | Aparatur Sipil Negara 78 58,65
2. | Tenaga Harian Lepas (THL) 55 41,36
Jumlah 133 100

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 78 orang yang ada di Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, terdapat 39,74% yang
berstatus golongan Il, 52.56 % golongan lll, dan 8.97% golongan IV.Sesuai dengan
Perbub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Ssunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural
terdiri dari Esselon 11,111, dan IV yaitu sebanyak 18 orang.

4. Alokasi dan Realisas Anggaran

Dari total Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2018 sbesar Rp 4.399.322.942.854,37Dinas Pertanahan dan

Penataan Ruang Kabuapten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran
kurang lebih 0.35 % dari total pagu APBD Kabupaten Kutai Kartangera yaitu

sebesar Rp 15.653.177.782,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung.

Dari total pagu APBD tersebut realisasi anggaran sampai tahun anggaran 2018

sebesar Rp 10.446.464.2660 yaitu sekitar 67.04% dari Keseluruhan Pagu Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi
atau lainnya)

dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan
kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain :

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran;

- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;

- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan,
penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi
menunjang pelaksanaan tugas OPD. Sarana dan Prasarana kerja Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang sampai dengan 2018 terbilmg sangat minim. Sebagai
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sarana dan prasarana yang dimiliki
tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan kebutuhan rill yang ada. Banyak
beberapa peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan saat ini masih
berstatus milik pribadi atau pinjam pakai.

Dari inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Barang pada Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang, banyak beberapa barang yang berstatus masih
dalam penelusuran. Barangbarang tersebut adalah mutasi dari Bagian Perangkat
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Daerah sebelum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ini terbentuk.
6. Permasalahan dan Solusi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di
bidang Pertanahan dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai
permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal. Untuk menjadi
Organisasi Perangkat Daerah yang baik tentunya segala permasalahan yang ada
tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tantangan yang sering terjadi salah satunya terkait dengan perencanaan yaitu
dengan dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan
oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang
tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah
diantisipasi dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Pemerintah Daerah. Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegaraarus dengan sigap
mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
melalui berbagai program dan kegiatan.

Jika dianalisis permasalahan internal ataupun eksternal yang dihadapi Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang dapat digunaka pendekatan SWOT (Strength,
Weakness, Opportunity, dan Threats). Dalam analisis SWOT, lingkungan internal
meliputi Strength (kekuatan) dan Weakness (kelemahan). Sedangkan Opportunity
(peluang), dan Threats (ancaman) berada di lingkungan eksternal. Adapurnmasing-
masing kondisi lingkungan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Strength (Kekuatan)

9 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja
perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten
Kutai Kartanegara;

9 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman Dan Atau Bendd@enda
Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Atau Kerugian Yang Dapat Ditai Di
Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

9 Peraturan Bupati Kutai Kartenegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di
Kabupaten Kutai Kartanegara;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2013 "2033;

9 133 (seratus Tiga Puluh Tiga) Karyawan (ASN dan THL) yang berada Di
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

9 Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 20:2021 Dinas Peranahan dan
Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara,

9 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018;

9 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Tahun 2018.

b. Weakness (Kelemahan)
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9 Kaualitas, Produktivitas dan Loyalitas SDM terhadap tugas dan fungsinya
masih terbilang rendabh;

9 Lemahnya Pengendalian Internal SKPD salah satunya belum dilakukannya
evaluasi secara periodik tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung
jawab pada Dinas Perainahan dan Penataan Ruang bagi secara umum
organisasi maupun secara personal Sumber Daya manusia

9 Hambatan komunikasi internal dalam organisasi baik secara vertikal
maupun horizontal organisasi, yang mampu menghambat pencapaian
tujuan perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang;

9 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan baik
peralatan administrasi maupun peralatan teknis lapangan;

9 Belum tersedianya system informasi pendukung pertanahan dan penataan
ruang yang memadai

2. Lingkungan Eksternal
a. Opportunity (Peluang)
9 Adanya peraturan perundang-undangan Yyang mengatur tentang

Pertanahan dan Penataan Ruang;

9 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

9 Adanya kerjasama pemkab dengan instansi vertical dan dengan daerahdin
(kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai
Kartanegara;

9 Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Peneletian, Lembaga Swadaya
Masyarakat serta lembaga/Instansi lain di luar Pemda yang terkait dengan
Pertanahan dan Penatan Ruang;

9 Keterbukaan informasi public (media untuk menyampaikan keluhan
masyarakat).

9 Threaths (Ancaman)

9 Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang pada Kabupaten Kutai
Kartanegara sampai tahun 2018;

9 Masih rendahnya Status Sertifikasi Lahan milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

9 Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata

ruang dan pertanahan;

Belum terwujudnya pemanfataan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;

Masih banyak alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian;

Luas dan akseibilitas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

© © O ©

Belum terpolanya jaringan infrastruktur dalam pengembangan wilayah.

Dari beberapa ancaman atau permasalahan yang ada tersebut, beberapa solusi
yang ditawarkan adalah sebagai berikut :
1. Mengupayakan sumber penerimaan anggaran program/kegiatan selain dari

APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satunya melalui dana APBN (DAK)
maupun bantuan Keuangan Provinsi;

2. Menambah kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan/pendidikan
terkait dengan peningkatan kemampuan dibidang Pertanahan dan Penataan
Ruang baik dengan pembiayaan mandiri maupun melalui kegiatan pendidikan
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dan pelatihan;

3. Melakukan upaya peningkatan Pengendalian Internal, melalui evaluasi dan
monitoring berjenjang terhadap pelaksanaan struktur organisasi;

4. Mengupayakan penyebaran dan perluasan informasi mengenai Penataan
Ruang dan Pertanahan kepada Masyarakat;

5. Meningkatkan Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan instansi horizontal
maupun vertikal terkait dengan peningkatan sertifikasi atas aset tanah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

6. Bekerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan
Asli Daerah.
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